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SALINAN

BUPATI KARANGANYAR :
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG | -
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA"
- BUPATI KARANGANYAR, |

‘bahwa pénggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah

pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahﬁn’2019

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah belum

sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pehggolongari dan

Kodefikasi Barang Milik Daerah,' sehingga perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertirﬂbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan,Bupati

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

Undang—Undang Nomor 13 Tahun - 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Llngkungan

Provinsi Jawa Tengah : ‘
Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republikr Indonesia
Nomor 4286); , | '
Undang-Undang Nomor 1  Tahun . 2004 tenténg
Perbendahéraan Negara (Lembarén ‘Nega_ra' Republik

Indonesia Tahun 2004 Noino_r 5,_ Tambahan Lembaran

| Negara Republik Indonesia Nomor 4353};



4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerlksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Repubhkvlndones1ar Tahun 2004 Nomor 63,

: Tarhbahéri Lembaran Negéra , ;RepUblik ~ Indonesia :
 Nomor 4400); i e
.Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per1mbangan‘ £
"Keuangan antara Pemermtah Pusat dan Pemermtahan Daerahj o
k(Lembaran Negara : Repubhk Indones1a Tahun 2004
‘Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a'
- Nomor 4438), e e .
.Undang Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemermtahan ;

Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014

k:Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
| - Nomor 5587) sebagalmana telah dlubah beberapa kali
- k‘, terakh1r dengan Undang Undang Nomor ‘9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas ,Undang-Undang Nomor, 23 ,

Tahun 2014 téntang Pemefintahari D‘aerah (Lembaran Negara

' Repubhk IndoneSIa Tahun 2015 Nomor 58, Tambahani‘
: Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 5679), e ‘

| ,.Peraturan Pemermtah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata

Cara Penghapusan P1utang Negara/ Daerah sebagaimana telahf

S diubah- beberapa kah terakhir dengan Peraturan Pemerlntahf :
: Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atask
: ‘(Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2017
 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a
- Nomor 6119); ' o
Peraturan Pemerlntah Nomor 23 Tahun 12005 tehtan‘g
: ktPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran ,
/ Negara Repubhk Indonesm Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan'
Lembaran Negara ' Repubhk Indone&a Nomor 4502),_‘

“'sebagaimana\ telah d1ubah dengan Peraturan Pemerlntah"

Nomor 74 ’I‘ahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

| Pemerlntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan,

‘ 'Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Repubhk‘

Indonesm Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran

Negara Repubhk Indones1a Nomor 5340) e



11

12,

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perlmbangan (Lembaga Negara ' Repubhk ' Indonesia .
Tahun ‘2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara '
Repubhk Indonesia Nomor 457 5); , , |
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman dan/atau ,Pener1maan ‘Hibah serta

Penerusan Pinjarﬁan dan/atau Hibah Lu‘ari Negerik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan
'Lembara‘n Negara Republik Indonesia Nomor 4597) ;

.'Peratu‘ra‘n Pemerintah Nomor 8 Tahuri 2006 tentang Pelapofan

Keuangan dan Kinerja' Instansi Pemefintah ’(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun - 24006’ Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

‘ Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

13,

Indonesia' Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); ‘ '
Peraturan Pemermtah Nomor 2 Tahun 2012 tentang H1bah

- Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2012

14.

Nomor 5, Tambahan . Lembaran Negara Repubhk Indones1a
Nomor 5272), ‘ '
Peraturan Pemermtah Nomor 27 Tahun 2014 tentang ‘

Pengelolaan Barang Milik Daerah - sebagalmana telah diubah

~ dengan Peraturan Pemermtah Nomor 28 Tahun 2020 tentang

15

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara
Repubhk Indones1a~ Tahun 2020 ‘Nomor 142, Tambahan -
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorﬁ6523); |
Peraturan Pemerintah N’omor" 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah - (Lernbaran Negara Repubhk'

'Indonesm Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



16.

Peraturan Menteri Dalam Negeriy‘ Ndmor | 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagalmana

~ telah d1ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam: Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

~ Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17.

Peraturan Menteri Dalam Ne'ge»ri Nomor - 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

. ~bersukrr‘1rb’evr, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

sebagaimana telah - diubah beberapa kali terakhir dengah |

. Peraturan  Menteri Da‘labm'N’ege'ri,Nomor 123 Tahun 2018

'téntangv Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam

k,‘Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sos1a1 yang bersumber dari Anggaran

, Pendapatan dan Belanja Daerah

18.

Peraturan - Menteri Dalam Negerl Nomor 64 Tahun 2013

' tentang Penerapan Standar Akuntan31 Pemermtahan Berbas1s |
~ Akrual pada Pemerintah Daerah '

" 10.

- 20,

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 73 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyls1han Plutang dan Penyisihan Dana
Bergulir pada Pemerintah Daerah » |

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 19 Tahun 2016

“tentang Pedoman Pengelolaan Barang'Mlhk Daerah

 211.

Peraturan Menterl Dalam Neger1 Nomor 1 Tahun 2019 tentang -

Penyusutan Barang M111k Daerah;

MEMUTUSKAN

| Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI -
' PEMERINTAH DAERAH - ‘



BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal1l

- Dalam Peraturan Bupati'ini yang dlmaksud dengan

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

Pemermtah Daerah  adalah . Bupatly sebagai  unsur

' penyelenggara ’p‘emerikntaha'r:l Daerah ~yang memimpin

pelaksanaan‘ “urusan - pemerintahan  yang  menjadi

kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar; :

10.

Badan Keuangan' Daerah yang disihgkat BKD kadarlah,Badan |

Keua'ngan' Daerah Kabupaten Karanganyar

‘Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanJutnya d1s1ngkat
SKPD adalah  Satuan KerJa Perangkat Daerah pada
; Pemermtah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna

Barang

Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah yang selanJutnya ;

‘.‘dlslngkat‘ APBD adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintahan Daerah yang dibaha's danr disetujui bersama
oleh Pemermtah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan dltetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya

disingkat PPKD adalah Kepala Badan yang mempunyai

'tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertlndak

sebagai Bendahara Umum Daerah o
Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan

“fungsi SKPD yang d1p1mp1nnya

Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan’
penggunaan Barang Milik Daerah.

Entltas Pelaporan adalah unit pemerlntahan yang terd1r1
atas 1 (satu) atau lebih entitas akuntans1 yang menurut

ke'tentuan peraturan - perundang- -undangan ~ wajib -

menyampalkan laporan pertanggung]awaban berupa laporanv

keuangan.




12,

13,

-14.

15.

16.

Akuntansi ; adalah ’proses pencatatan ‘p'englikuran,

,pengklas1ﬁka31an penglkhtlsaran transaksi, dan kejadian

keuangan peng1nterpretas1an atas hasﬂnya serta penyajlan

‘ laporan ‘

Entitas Akuntan31 adalah un1t pemermtahan Pengguna

i Anggaran/ Pengguna Barang dan. oleh karyenanya wajib

ményelenggarakan' akuntansi dan menyusun laporan

keuangan untuk'digabungkanpada entitas peiaporan
'Standar Akuntans.1 Pemermtahan yang selanJutnya d1smgkat’ i
‘ SAP adalah pr1ns1p pr1n51p akuntans1 yang dlterapkan '

dalam menyusun dan menyapkan laporan keuangan R

Pemermtah

Kebljakan Akuntans1 Pemermtah Daerah adalah pr1ns1p,,ﬁ

" kdasar konvensi, aturan dan prakt1k spesﬁ'lk yang d1p111h oleh
,’ Pemenntah Daerah; sebagai pedoman dalam menyusun dan
menyajikan laporan akeuangan 'Perne'rintah‘ Daerah untuk kk

‘memenuhi' kebutuhan pengguna laporan keuangan dalarn

rangka memngkatkan keterbandlngan laporan keuangan
terhadap anggaran antar penode maupun antar entitas.

Slstem Akuntan51 Pemerintah Daerah yang selanJutnya

- disingkat SAPD adalah rangka1an s1stemat1k dari prosedur, -

penyelenggara peralatan .dan elemen ‘lain  untuk

_mewujudkan fungS1 akuntan31 sejak anahsis .transaksi, 4

‘sampal dengan pelaporan keuangan d1 hngkungan orgamsa31 f

pemermtahan Daerah
Bagan Akun Standar yang selanJutnya dlslngkat BAS adalah

daftar kodeﬁka31 dan klas1ﬁkas1 terkait transaks1 keuanganuf

| yang d1susun secara s1stemat1s sebagal pedoman dalam

, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah

k- Daerah

17,

18

’Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya d1s1ngkat BUD

adalah PeJabat yang d1ber1 tugas untuk melaksanakan fungs1

Bendahara Umum Daerah

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karanganyar |



(1)

(2)

@

: » dirriaksud pada ayat @ hnruf a rnémuat penjelasan atas

@

(2) huruf b. mengatur definisi, pengakuan pengukuran,~

BABT ,
KEBIJAKAN AKUNTANSI

£ ; Pasal 2 , : 7
Kebljakan Akuntans1 Pemerlntah Daerah menerapkan SAP
Berba51s Akrual. ‘ R
Kebljakan Akuntan31 Pemerlntah Daerah terd1r1 atas:

a. kebgakan Akuntans1 pelaporan keuangan, dan

b. keb13akan Akuntan31 akun

chuakan' ‘Akuntansi pelaporan keuangan 'sebagaimana '

unsur-unsur laporan keuangan yang berfungs1 sebagai .
panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. |

Kebuakan Akuntan31 akun sebaga1mana dlmaksud pada ayat

. penyapan, dan pengungkapan transaks1 atau', peristiwa -

: - sesuai dengan Pernyataan SAP atas :

3

S

a pemlhhan metode akuntans1 atas kebljakan Akuntan31
dalam SAP; dan e s

b pengaturan yang leblh r1n01 atas kebljakan Akuntans1
_dalam SAP. e i |

Ketentuan mengena1 Kebljakan ’ Akuntans1 'Pemérintah -

Daerah sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) tercantum i

. dalam Lamplran yang merupakan baglan yang t1dak{

‘ terplsahkan dari Peraturan Bupat1 1n1 '

| BAB m
PELAPORAN KEUANGAN

; v Pasal 3 :
Dalam rangka pertanggung]awaban pelaksanaan APBD
,Entltas Pemerlntah Daerah sebagal Entitas Pelaporan ‘wajib
menyusun dan menyajlkan Laporan Keuangan Tahunan
yang setldak -tidaknya terdiri dari :

a. laporan rea11sa31 anggaran Pemerlntah Daerah



.

b. lapo‘ran,' perubahan saldd ; anggarah lebih Pemerintah
; Daerah v | - ' .

C. neraca Pemermtah Daerah ,

d. laporan operasional Pemerintah Daerah;

e. laporan arus kas Peme‘rintahrDaerah;

f. laporan perubahan ekuitas Pemerintah Daerah; dan

| g. catatan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

e

Dalam - rangka - p'ertaﬁggungjawaban pelakséinaan APBD
SKPD sebaga1 Entltas Akuntansi wa_]1b menyusun Laporan

Keuangan Tahunan yang setldak t1daknya terdiri dar1

-a. laporan reahsas1 anggaran SKPD;

b. laporan operas1ona1 SKPD
c. laporan perubahan ekuitas SKPD; -
d. neraca SKPD; dan

e. catatan atas laporan keuangan SKPD.

'Dalam - rangka - pertanggungjawaban o pengelolaanf

perbendaharaan Daerah BUD wajib menyusun Laporan

Keuangan PPKD yang setidak- tldaknya terdiri dar1

a. laporan realisasi anggaran PPKD

b. ‘laporan operasional PPKD;

C. neraca PPKD |

d. | laporan arus kas

e. laporan perubahan eku1tas PPKD dan
f. catatan atas laporan keuangan PPKD.

. BABIV
KETENTUAN PENUTUP

, , Pasal 4 ,
Pada saat Peraturan Buypati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati ‘Karanganyar' Nomor 97' Tahun 2019 ‘tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahunk 2019 Nomor 97 ), dicabut dan
dinyatakan tidak ‘berlaku., . | '



, BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR"i

Pasal | 5

Peratﬁran Bupati ini mulai berlaku pada saat diundaﬁgkan.

Agar  setiap

orang

mengctahuinya, memerintahkan

- pengundangan Peraturan Bu'pati'ini denganv penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Karangariyar.

Dlundangkan di Karanganyar

 padatangeal [6 YUk’ U’db

‘ SEKRE’I‘ARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

‘ ttd
SUTARNO

“ 'jS‘a‘lyinan sesuai dengan aslinya -

 SEKRETARIAT DAERAH
' KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bag1an Hukum,

“k\_

DIDH,S.H.

~ NIP.1975Q311 199903 1 009

Ditetapkan di Kafanganyaf R
W' AOAo

BUPATI KARANGANYAR

 pada tanggal / 6

td
JULIYATMONO

S N

IEI"'E]

IEI'FEI



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR $A4TAHUN 2020
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

A. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
L. KOMPONEN UTAMA KEBIJAKAN AKUNTANSI

Komponen utama Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas :
1. Kerangka Konseptual .
Memuat prinsip Akuntansi dasar dalam penyusunan dan penyajian
-laporan keuangan, serta berfungsi sebagai acuar. dalam hal terdapat
masalah Akuntansi yang belum dinyatakan baik dalam SAP maupun
dalam Kebijakan Akuntansi terkait akun laporan keuangan.
2. Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan
Memuat péhjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan, serta
.berfungsivsebagai panduan dalam proses pelaporan keuangan.
3. Kebijakan Akuntansi akun
Mengatur definisi, pengakuan, penguku.ran, dan pengungkapan
transaksi atau peristiwa setiap akun sesuai dengan SAP atas :
a. pemilihan metodeAktintansi atas kebijakan pengakuan dan/atau
pengukuran di SAP yang memberikan beberapa pilihan metode;
b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan peﬁgakuan dan/atau
pengukuran yang ada di SAP; dan | |
c.. pengaturan hal-hal yang belum diatur SAP.

1I. KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN

'A. PENDAHULUAN
1. TUJUAN
a. Tujuan Kerangka Konseptual Akuntansi adalah sebagai acuan
bagi: '
1) penyusun Laporan Keuangan dalam menanggulang1 masalah
Akuntansi yang belum diatur dalam Kebijakan Akuntansi;
2) pemeriksa dalam r‘ne‘mberikan pendapat mengenai apakah

laporan keuangan -disusun sesuai dengan Kebijakan

Akuntansi; daﬁ



3) para pengguna laporan keuangan dalam " menafsirkan
informasi yang disajikan pada laporan 'keuangan yang
disusun sesuai dengan Kebijakan Akuntansi.

Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal

terdapat masalah Akuntansi yang belum dinyatakan dalam

Kebijakan Akuntansi.

Kebijakan Akuntansi adalah 'prinsip-prinsip Akuntanéi yang telah

dipilih berdasarkan SAP untuk diterapkan dalam penyusunan

dan penyajian Laporan Keuangan Pemerihtah Daerah.

Tujuan Kebijakan Akuntansi adalah mengatur penyusunan dan

penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan

umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan
keuangan terhadap anggaran dan antar periodey‘.

Dalam hal terjddi pertentangan antara kerangka konseptual dan

Kebijakan Akuntansi, maka ketentuan Kebijakan Akuntansi

diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam

~ jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan

sejalan dengan pengembangan Kebijakan Akuntansi di masa

depan.

. RUANG LINGKUP

a.

Kerangka konseptual ini membahas:

1) Tujuan kerangka konseptual;

2) Asumsi dasar;

3) Karakteristik kualitatif laporan keuan'gaﬁ;

4) Prinsip Akuntansi dan pelaporan keuangan; .dan

5) Kendala infoArmays.i Akuntansi. _

Kerangka Konseptual ini berlaku bagi ’peléporan ’keua'ngan setiap
Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pefnerintah Daerah,
yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk

perusahaan daerah.

. ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam Laporan Keuangan ‘Pemerintah Daerah adalah

anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu

dibuktikan agar Kebijakan Akuntansi dapat ditefapkan, yang terdiri

atas:



a. Asumsi kemandirian Entitas;

b. Asumsi kesinambungan Entitas;’

c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kemandirian Entitas v

| Asumsi kemandirian Entitas, yang berarti bahwa unit Pemerintah
Daerah sebagai Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban
untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi
kekacauan }antarfunit pemerintahan dalam pelaporan keuahgan.
' Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya
kewenangan Entitas untuk rhenyus_un anggaran dan
melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas
bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di
luar neraca untuk kepentingan pelaksanaan tugas pokoknya,
termasuk atas: | o
1) kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud;
2) utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan
Entitas; serta
3) terlaksana atau tidaknya program' dan kegiatan yang telah
ditetapkan.

b. Kesinambungan Entitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan asumsi
bahwa Pemerintah Daerah akan berlanjut keberadaannya dan
tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

c. Keterukuran Dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus rhenyajikan setiap
kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.
Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis

dan pengukuran dalam Akuntansi.

B. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN
Karakteristik kualitatif laporén keuangan adalah ukuran-ukuran
normatif yang perlu diwuj’udkan dalam informasi Akuntansi sehingga
dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini

merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar Laporan



Keuangan Perrierihtah Daerah dapat memenuhi  kualitas yang
dikehendaki - ’

1. Relevan

2. Andal

3. Dapat dibandingkan

4. Dapat dipahami

Dapat diuraikan sebagai berikut :

1.

Relevan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dikatakan relevan apabila

informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi

keputusan pengguna ‘Laporan Keuangan dengan membantunya

dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa

depan dan menegaskan atau mengoreksi hésil evaluasi pengguna

laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi .Laporan

Keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan

maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan harus:

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), artinya bahwa
Laporan Keuangah Pemerintah Daerah harus memuat informasi
yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau
mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value), artinya bahwa
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi
yang dapat membantu péngguna 1aporan untuk memprediksi
masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan
kejadiah masa Kini;

c. Tepat waktu, artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat
berpengaruh dan berguna uhtuk pembuatan “keputusan
pengguna Laporan Keuangan; dan

d. Lengkap, artinya bahwa penyajian Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang selengkap
mungkin, yaitu mencakup semua informasi Akuntansi yang |

dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.




Andal

Informasi dalam Laporanl Keuangan Pemerintah Daerah harus

bebas dari péngertian yang menyes'atkan dan kesalahan rriaterial,

ményajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Informasi Akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau

penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi

tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal
harus memenuhi karakteristik:

a. Penyajiannya jujur, artinya bahwa Laporan Keuangan
Pemérintah ‘Daerah  harus memuat informasi yang
menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya
yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat
diharapkan untuk disajikan;

b. Dapat diverifikasi (veriﬁabili'ty), artinya bahwa Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang
dapat diuji, dan‘apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali
oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan
simpulan yang tidak jauh berbeda; | |

c. Netralitas, artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
haru-s memuat informasi yang diafahkan untuk memenuhi -
kebutuhan umum dan bukan pada ‘kebutuhan pihak tertentu.
Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang
menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan
merugikan pihak lain.

. Dapat Dibandingkan , v

Informasi yang termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan

keuangan periode sebelumnya atau Laporan Keuangan Pemerintah

Daefah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara

internal dan eksternal.

Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila Pemerintah

Daerah menerapkan kebijakan Akuntansi yang sama dari tahun ke |

tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila

Pem'e'rintah Daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan

Akuntansi yang sama. Apabila Pemerintah Daerah akan

menerapkan kebijakan Akuntansi yang lebih baik daripada




Kebijakan Akuntansi yang. sekarang diteraﬁkan. Perubahan
Kebijakan Akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya
perubahan tersebut.

Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan
dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan

batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna

~ laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas

kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah Daerah, serta adanya

kemauan pengguna. laporan untuk mempelajari informasi yang

dimaksud.

C. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip Akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai

ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara

Akuntansi dan pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam

melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam

memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ‘ini adalah

delapan prinsip yang digunakan dalam Akuntansi dan pelaporan

keuangan Pemerintah Daerah:

o N O g h W N -

. Basis Akuntansi;

. Prinsip nilai historis;

. Prinsip realisasi;

Prinsip substansi mengungguli formalitas;
Prinsip periodisitas;

Prinsip konsistensi;

. Prinsip pengungkapan lengkap; dan

. Prinsip penyajian wajar.

Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Basis Akuntansi

a. Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan
pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal
peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan
keuangan dengan basis kas, maka Entitas wajib ‘menyajikan

laporan demikian.



b. Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa
pendapatan diakui pada saat hak wuntuk memperoleh
pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di
rekening Kas Umum Daerah atau oleh Entitas Pelaporan dan-
beban diakui pada saat kewajibah yahg mengakibatkan
penurunan nilai kekayaan bersih telah térperiuhi walaupun kas
belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau
Entitas Pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing
dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

c. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis

| kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun
berdasarkan basis kas, berarti bahwa Pendapatan-LRA dan
penerimaan- pembiayaan diakui pada saat kas diterima di
rekening Kas Umum Daerah atau oleh Entitas Pelaporan.

' Belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat
kas dikeluarkan dari rekening Kas Unriumy Daerah. Bilamana
anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual,
maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

d. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan
ekuitas diakui dari dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau
pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada
keuangan perherintah, tanpa memperhatikan saat kas atau

- setara kas diterima atau dibayar. "

2. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai

wajar dari iinbalan (consideration) untuk mempéroleh Aset tersebut

pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas yang

diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa

yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.
3. Prinsip Realisasi |

Pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan

melalui anggaran Pemerintah Daerah suatu periode Akuntansi akan

‘digunakan untuk mefnbayar utang dan belanja dalam periode

tersebut. Pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah

diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi

kas.



4, Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas
Informasi Akuntansi dimakéudkan untuk menyajikan dengan jujur
transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, rﬁaka'
harus dicatat dan disajikan sesuai dengan s{ibstansi dan realitas
ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila
substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda
| dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan
dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CalK).
5. Prinsip Periodisitas
Kegiatan Akuntansi dan pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja
Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang
dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan
adalah tahurian.‘ | '
- 6. Prinsip Konsistensi -
'Pervlakuan Akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang
Vserupa dari periode ke periode oleh suatu Entitas Pelaporan (prinsip
konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi
perubahan dari satu metode Akuntansi ke metode Akuntansi yang
lain. | )
‘MetodelAkuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa
metode yang baru ditérapkan mampu memberikan informasi yang
lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan
penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Lapbrar_x
Keuangan.
7. Prinsip ‘Pengungkapan Lengkap
) Lapbran Keuangan Pemerintah Daerah menyajikan secara lengkap
informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang
~dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dap‘at ditempatkan
pada lembar muka (on the face) Iaporan kéuangan atau Catatan
atas Laporan Keuangan..
8. Prinsip Penyajian Wajar
a. Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca,
Laporan Operasional, Lapcran Arus Kas, ’Laporan Perubahan

Ekuitas, dan Catatan atas Laporan 'Keuangan; dan



b. dalam rangka penyajian’ wajar, faktor pertimbangan sehat
diperlukan bagi penyusun Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan
tertentu.  Ketidakpastian  seperti  itu = diakui dengah
mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan
pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan
Pemerintah Daerah. ‘

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat
melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga
aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan
kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian,
penggunaan pértimbangan sehat tidak memperkenankan,
misalnya, pembe'ntukan cadangan térserribunyi, séngaja
menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau
sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi,

sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

D KENDALA INFORMASI AKUNTANSI

Kendala informasi Akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap

keadaan yang tidak mem}mgklnkan terwujudnya kondisi yang ideal

dalam menyajikan informasi Akuntansi dan ~Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah yang relevan dan andal akibat keterbatasan atau

karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala

dalam informasi Akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Daerah,

yaitu:

1. Materialitas;

2. Pertimbangan biaya dan manfaat; dan

3. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif .

Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Materialitas |
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah idealnya memuat segala
informasi, tetap‘i hanya diharuskan memuat informasi yang
memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material
apabila kelalaian | untuk mencantumkan atau kesavlahan dalam
mencatat informa’sib tersebut dapat mempengaruhi keputusan

pengguna laporan.



2. 'Pertimbangan Biaya dan Manfaat
Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah seharusnya melebihi dari biaya yang
diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak semestinya
menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan
biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan
manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya>
dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang
- menikmati manfaat.
3. Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif |
Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk
. mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan
riormatif yang diharapkan dipenuhi oleh Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam

berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN
A. PENDAHULUAN |
1. TUJUAN ‘
a. Tujuan kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur penyajian
" laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose
financial statements) dalam rangka meningkatkan
ketérban’dingan laporan keuangan baik terhadap anggaran,
antar periode, maupun antar Entitas Akuntansi.
~b. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan Akuntansi ini
menetapkan‘ seluruh pertimbangan dalam lrangka pehyajian
laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan
persyaratan minimum isi laporan keuangan. |
c. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan
keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama
sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan
pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-
peristiwa yang lain, diatur dalam Kebijakan Akuntansi yang

khusus.
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2. RUANG LINGKUP

a. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan
disajikan dengan basis akrual. »

- b. Laporan keuangah untuk tujuan ﬁmum adalah laporan yang
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang
dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif,
lembaga permeriks'a/ pengawas, pihak yang memberi ataﬁ
berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta
pemerintah yahg lebih tinggi- (Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi).

c. Laporan keuangan meliputi laporah keuangan yang disajikan
terpisah atau rbagian dari laporan keuangan yang disajikan
dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

d. Kebijakan ini berlaku untuk Entitas Pelaporan dan Entitas

, Akuntansi dalam menyusun laporan keuangan.
3.  BASIS AKUNTANSI ' |

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah yaitu basis akrual. Namun, dalam hal anggaran

disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan

- Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas.

B. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi
mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran
‘lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu Entitas

 Pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna idalam membuat
dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. -

2. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah
adalah untuk menyajikan informasi vyang berguna untuk
pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas
Entitas Pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya,
dengan menyediakan informasi fnengenai:

a. posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas
pemerintah; A
b.. perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas |
pémeriﬁtah; o

c. sumber, alokasi; dan penggunaan sumber daya ekonomi;
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-d. ketaatan reahsas1 terhadap anggarannya

e. cara Ent1tas Pelaporan mendana1 akt1v1tasnya dan memenuhi
Vkebutuhan kasnya; ’

lf.v . potensrpemermtah untuk membiayai pcnyelehggaraan kegiatan
pemerlntahan, serta V | |

;g. 1nformas1 yang berguna untuk mengevalua31 kemampuan
Entitas Pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

3. Pelaporan keuangan juga menyajikan ihformasi bagi kpengguna
mengenai indikasi apakah sumber daya telah dlperoleh dan
-dlgunakan | '

a. sesua1 dengan anggaran dan ‘
b. sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yahg
dltetapkan oleh DPRD. | |

4, Untuk - meménuhiv k‘tujuan umum ini,' laporan keuangan

, menyedlakan 1nformas1 mengena1 Entitas Pelaporan dalam hal:

a. Aset;
" b. Kewajiban;
C e _Ekuité‘s; :
~d. Pendapatan-LRA;
e Belanja;‘ | .
f. 'Trarisfer;
g Pémbiayaan’; -
“h. Saldo ‘Anggaran Lebih;

e
.

Pendapatan-LQ;
. Beban;‘dari ;
k. Arus Kas. |
S. Informas1 dalarn laporan' keuangan ‘tersebut relevan untuk
| memenﬁhi tujuan pelaporan keuangan, f’namun tidak dapat
sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan,
termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama
dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih
kornprehens1f mengenai aktivitas suatu Entitas Pelaporan selama ’
satu periode. | " | !
6. Pemerintah Daerah ;r’nenyajikan informasi tambahan | untuk
 membantu para péngguna dalam mémperkifakan kinerja keuangan

Entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan
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evaluasi keputusan ‘mengenai aloka31 sumber daya ekonomi.
Informas1 tambahan ini termasuk rincian mengena1 output Entitas
dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan
kinerja keﬁangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai

pencapaian kinerja keuangan Entitas selama periode pelaporan.

C. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

1.Tanggung jawab  penyusunan dan penyajian laporan keuangan

berada pada pimpinan Entitas.

2.Tanggung jawab penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan

~ Pemerintah Daerah berada pada Bupati.

3. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPD

dan SKPKD berada pada kepala SKPD dan SKPKD.

D. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

1.

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan

keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary

rep‘orts) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi

sebagai berikut:

a. Laporén Realisasi Anggaran; _

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran LeBih;
c. Neraca;
. ,

. Laporan Operasional;

~e. Laporan Arus Kas;

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen—komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh

' setiap Entitas Akuntansi, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan

Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Entitas
Pelaporan.

E. STRUKTUR DAN ISI
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

- a. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan keglatan keuangan

Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

~b. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan

antara anggaran dengan realisasinya = dalam satu periode
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pelaporanrvdan menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur
sebagai berikut: ' |

1) Pendapatan-LRA;

2) Belanja;

3) Transfef;

4) Surplus/Defisit-LRA;

5) Pembiayaan; dan |

'6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam
Catatan ’atas Laporah Keuangan. Penjelasan tersebut memuat
hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti
kebijakan fiskal dan moneter, sebab terjadinya perbedaan yang
material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar yang
merinci lebih lanjut angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
Ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan
' Entités ’Akuntansi/ Entitas Pelaporan menyajikan Laporan
Realisasi Anggaran dalam dua format yang berbeda, yaitu format
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tent'avng Sfaridar Akuntansi Pemerintahan dan format yang diatur
dalam Perétﬁran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
yang ‘telah ‘beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
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e. Contoh fofmét Laporéih Realisasi Anggaran sebagai berikut :
1) LRA SKPD sesuai format Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi

Pemerintahan.

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi

NO. : URAIAN ANGGARAN | REALISASI | (%) | REALISASI
URUT ' 20X1 20X1 20X0
4 PENDAPATAN - LRA
1 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA
4.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah-LRA
4,1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah-LRA
4.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan

4.1.4 | Lain- Lain PAD Yang Sah-LRA

5 BELANJA

5.1 | BELANJA OPERASI
5.1.1 | Belanja Pegawai

5.1,2 | Belanja Barang dan Jasa

5.2 BELANJA MODAL

5.2.1 | Belanja Modal Tanah

5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5.2.4 | Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

SURPLUS/ (DEFISIT)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
(SILPA)

Karanganyar, 31 Desember 20X1

Kepala SKPD

( Nama Kepala SKPD ) -
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2) LRA SKPD sesuai format Peraturan Menteri Dalam Negeri.Nomor 13

Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

"PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi

SURPLUS/ (DEFISIT)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN

NO. URAIAN ANGGARAN | REALISASI | (%) | REALISASI
URUT TP RES = ST SR . 20X1 20X1 L 20X0
1 ‘ PENDAPATAN ,
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1 L1.1 Pendapatan Pajak Daerah
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.1.4 Lain- Lain PAD Yang Sah
2 BELANJA
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2,11 Belanja Pegawai
2.2 BELANJA LANGSUNG
2.2.1 Belanja Pegawai
222 Belanja Barang dan Jasa
2.2.3 Belanja Modal

ANGGARAN (SILPA)

Karanganyhr, 31 Desember 20X1
Kepala SKPD

( Nama Kepala SKPD )
NIP. Kepala SKPD
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3) LRA PPKD sesuai Format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

- tentang Standar Akuntasi Pemerintahan.
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

Urusan Pemerintahan :
‘Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi -

Sub Unit Organisasi

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

NO. . * - "URAIAN - ANGGARAN |  REALISASI (%) | REALISASI
URUT ‘ S -' ? _20X1 20X1 - 20%0
4 | PENDAPATAN=~LRA ‘
42 .| PENDAPATAN TRANSFER ~LRA
4241 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA
4211 Bagi Hasil Pajak ~LRA
4212 Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA - LRA
14213 " Dana Alokasi Umum ~LRA
4114 - Dana Alokasi Khusus - LRA :
422 '| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LRA
42241 Dana Otonomi Khusus — LRA
4222 Dana Keistimewaan -LRA
4223 Dana Penyesuaian - LRA
423 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lamnya LRA
42341 " *Pendapatan Bagl Hasil Pajak - LRA
4232 Pendapatan Bagl Hasil Lainnya -~ LRA
424 Bantuan Keuangan = LRA .
4244 Bantuan Keuangan darl Pemerintah Daerah Provinsi ~ LRA
4242 Bantuan Keuangan dar Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA
4243 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA
43 . | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA
431 't Pendapatan Hibah ~LRA
43.2 Dana Darurat - LRA '
433 Pendapatan Lainnya— LRA
5 BELANJA
51 - BELANJA OPERAS!
513 Belanja Bunga
514 Belanja Subsidi
515 Belanja Hibah -
516 Belanja Bantuan Sosial
5.3 BELANJA TAK TERDUGA
531 Belanja Tak Terduga
6 TRANSFER
6.1 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN
6.1.4 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
6.1.2 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
6.2 .| TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
621 . Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lamnya
6.2.2 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6.2.3 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
« ' SURPLUS | (DEFISIT)
7. PEMBIAYAAN
74 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
711" | Penggunaan SILPA
7.4.2 | Pencairan Dana Cadangan ‘
713 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang D|p|sahkan
714 Pinjaman Dalam Negeri ..
72 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
7.21 Pembentukan Dana Cadangan
722 Penyertaan Modal /investasi Pemerintah Daerah
723 Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri
724 Pemberian ijaman Daerah ,
PEMBIAYAAN NETTO

Karanganyar, 31 Desember 20X 1
Kepala ......... \

Selaku PPKD

(Nama)
NIP.
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4) LRA PPKD séSué,i'format 'Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negen Nomor 21 Tahun 201 1 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menten Dalam ‘Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

Urusan Pemerintahan -
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi =
.Sub Unit Organisasi

NO.

* REALISASI

, URAIAN -[" ANGGARAN 20X1 *}* REALISASI ‘|- (%) *
WRUT | o oo ad R S 2001 20X0
1 .| PENDAPATAN ; ,
12 ‘| DANA PERIMBANGAN
121 Bagl Hasil Pajak/ Bagi Hasll Bukan Pajak -

122 Dana Alokasi Umum
1.2.3 ~Dana Alokasi Khusus
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1,3.1 Pendapatan Hibsh
132 Dana Darurat
133 Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus . -
135 ¢ Bantuan Keuangandari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lamnya
2 BELANJA
21 BELANJA TIDAK LANGSUNG
24.2 Belanja Bunga
213 Belanja Subsidi
214 Belanja Hibah
215 Belanja Bantuan Sosfal
216 Belanja Bagi Hasil Kepada Provms:lKabupaten/Kota dan
218 Belanja Bantuan Keuangann kepada ProvmsuKabupateanota/Pemenntah

i Desa dan Partai Politik
219 Belanja Tidak Terduga
22 BELANJA LANGSUNG . :

. . o SURPLUS  (DEFISIT)
3 PEMBIAYAAN DAERAH . :
341 PENERIMAAN PEMBIAYAAN dAERAH
314 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
312 Pencairan Dana Cadangan
313 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dlpisahkan

Dstiiniionn
3.2 PENGELUARAN FEMBIAYAAN
3.24 Pembentukan Dana Cadangan -
322 Penyertaan Modal /investasi Pemerintah Daerah
323 Pembiayaan Pokok Utang
Dst
PEMBIAYAAN NETTO

- SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

Karanganyar, 31 Desember 20X1
Kepala .........
Selaku PPKD

(Nama)
NIP.
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S) LRA Pemerlntah Daerah sesuai Format Peraturan Pemermtah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerlntahan

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk tahun yang berakhzr sampai dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

NO, URUT o URAIAN ] ANGGARAN REALISASI (%) | REALISASI
R S Co 20X1 20X1 20X0
4 PENDAPATAN - LRA
44 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA
411 Pendapatan Pajak Daerah-LRA
412 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA
413 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
414 Lain- Lain PAD Yang Sah-LRA
42 PENDAPATAN TRANSFER ~LRA
421 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA
4.21.1 Bagi Hasil Pajak = LRA
4212 Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA - LRA
4243 - Dana Alokasi Umum ~LRA
4144 - Dana Alokasi Khusus — LRA
422 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LRA
4224 " Dana Otonomi Khusus - LRA
4222 Dana Keistimewaan - LRA
4223 Dana Penyesualan ~ LRA
423 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LRA
4231 Pendapatan Bagi Hasil = °

- Pajak - LRA
4232 Pendapatan Bagi Hasil Lamnya LRA:
424 Bantuan Keuangan - LRA
4241 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LRA
4242 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA
4243 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA
431 Pendapatan Hibah = LRA
432 Dana Darurat - LRA )
433 Pendapatan Lainnya - LRA
5 .| BELANJA ,
51. BELANJA OPERASI
511 Belanja Pegawal -
512 Belanja Barang dan Jasa
513 "| -Belanja Bunga
514 Belanja Subsidi
515 Belanja Hibah . v
5186 - | Belanja Bantuan Sosial - -
5.2 BELANJA MODAL
5.2.1 Belanja Modal Tanah
522 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
523 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
524 Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan
525 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
53 BELANJA TAK TERDUGA
531 Belanja Tak Terduga
6 " | TRANSFER
6.1 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN -
)| 644 Transfer Bagi Hasil Pajek Daerah
6.1.2 Transfer Bagl Hasil Pendapatan Lainnya
62 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
6.2.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lamnya
622 - Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6.2.3 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
' , , SURPLUS / (DEFISIT)
7 « PEMBIAYAAN :
71 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
714 Penggunaan SILPA
742 - Pencairan Dana Cadangan * '
1713 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
714 Pinjaman Dalam Negeri
72 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
721 Pembentukan Dana Cadangan
722 Penyertaan Modal /investasi Pemerintah Daerah
723 Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri
724 | Pemberian Pinjaman Daerah :
PEMBIAYAAN NETTO
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
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6) LRA Pemeriﬁtah Daerah sesuai format Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

NO. - URAIAN ANGGARAN | REALISAS! | (%) | REALISASI
URUT . : - 20X1 20X1 20%0
1 PENDAPATAN
11 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
114 Pendapatan Pajak Daerah
11.2 Pendapatan Retribusi Daerah )
113 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
114 Lain- Laln PAD Yang Sah
1.2 DANA PERIMBANGAN
1.21 Bagi Hasil Pajak/ Bagl Hasil Bukan Pajak
122 Dana Alokasi Umum
1.23 Dana Alokasi Khusus
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

134 Pendapatan Hibah

132 Dana Darurat , ;

133 Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
134 - | Dana Penyesualan dan Otonomi Khusus

135 Bantuan Keuangandari Provinsl dan Pemerintah Daerah Lainnya

2 BELANJA

21 BELANJA TIDAK LANGSUNG

YAR] Belanja Pegawai

24.2 Belanja Bunga

213 Belanja Subsidi

214 Belanja Hibah

215 . | Belanja Bantuan Sosial

218 Belanja Bagi Hasil Kepada ProvinsiKabupaten/Kota dan
218 Belanja Bantuan Keuangann kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah
Desa dan Partal Politik

219 Belanja Tidak Terduga

22 BELANJA LANGSUNG -

224 Belanja Pegawal

222 Belanja Barang dan Jasa

223 Belanja Modal

_ - SURPLUS / (DEFISIT)
3 PEMBIAYAAN DAERAH /
31 PENERIMAAN PEMBIAYAAN dAERAH ‘
314 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
31.2 Pencairan Dana Cadangan
313 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
: Dstaiiecesinnens
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
324 Pembentukan Dana Cadangan
322 Penyertaan Modal /investasi Pemerintah Daerah
323 Pembiayaan Pokok Utang
. Dst
PEMBIAYAAN NETTO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
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‘2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
a. Laporan Pérubahahj Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara
komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
1) Saldo Anggaran Lebih awal;
~2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; _
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
5) Lain-lain;
6) Saldo Anggaran Lebih akhir. v
b. Pemerintah‘ Daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-
unsurA yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih ‘dalam Catatan atas Laporan Kéuangan.
c. Contoh format Laporan Perubahan SAL menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

- Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
"PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN : : ' - 20X1 20X0

Saldo Anggaran Lebih Awal

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun
Berjalan

Subtotal

| Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Subtotal
»Koreksi Kes‘alahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
Lain-Lain
Saldo Anggaran Lebih Akhir
3. NERACA

a. Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

b. Pemerintah Daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar
- dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi
kewajiban "jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang
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merupakan selisih antara aset dah kewajiban pemerintah pada
‘tanggal léporari. | |

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada
Laporan Perubahan Ekuitas. |

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

1) kas dan setara kas;

2) investasi jangka pendek;

3) piutang;

4) persediaan;

5) investasi jangka panjang;

6) aset tetap;

7) -asetlainnya

8) kewajiban jangka pendek;

9) kewajiban jangka panjang;

10) ekuitas.

Contoh format Neraca sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
adalah sebagai berikut:

: NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Per 31 Desember 20X1 dan 20XO0

URAIAN 20X1 20X0

ASET
ASET LANCAR

Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di BLUD
Kas Lainnya
Setara Kas
Investasi Jangka Pendek
Piutang Pendapatan
Piutang Lainnya
Penyisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Persediaan

JUMLAH ASET LANCAR

INVESTASI JANGKA PANJANG
Investast Jangka Panjang Non Permanen

Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
Investasi dalam Obligasi
Investasi dalam Proyek Pembangunan
Dana Bergulir :
Deposito Jangka Panjang
Investasi Non Permanen Lainnya

Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permenen

Investasi Jangka Panjang Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Investasi permanen Lainnya

Jumlah Investas! Jangka Panjang Permanen

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG

ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
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- URAIAN - ] 20X1 20X9
Gedung dan Bangunan i

Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

JUMLAH ASET TETAP

DANA CADANGAN
Dana Cadangan

JUMLAH DANA CADANGAN

ASET LAINNYA
Tagihan Jangka panjang )
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-lain

JUMLAH ASET LAINNYA

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Beban
Utang Jangka Pendek Lainnya

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negert
Utang Jangka Panjang Lainnya

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
EKUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

4. LAPORAN OPERASIONAL

a.

Laporan operasional menyajikah berbagai unsur pendapatan-LO,
beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit
dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar
biasa, pos luar biasa, dan surplus/dgfisit-LO, yang diperlukan -

untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

. Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas

Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan
dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti. kebijakan
fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih

lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

. Dalam laporan operasional harus diidentifikasikan secara jelas

dan jika dianggap perlu diulang pada setiap halaman laporan
informasi berikut: |

1) Nama Entitas Pelaporan atau saran>a identifikasi lainnya;

2) Cakupan Entitas Pelaporan; |

3) Periode yang dicakup;

4) -mata uang pelaporan; dan

5) satuan angka yang diguﬁakan.
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d. Laporan operas'ion‘al menyajikan pos-pos sebagai berikut:

1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;

2) Beban dari kegiatan operasional;

3) Surplus/defisit dari kegiatan operasionél;

4) Kegiatan Non Operasional;

5) Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa;

6) Pos luar biasa;

- 7) Surplus/defisit-LO. |
. Saldo - Surplus/Defisit-LO pada akhir

dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

periode  pelaporan

. Contoh format Laporan Operasional sesuai dengan PP No 71

tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah

sebagai berikut:

1. Format Laporan Operasional SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
- LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 'Desember 20X1 dan 20X0

Urusan Pemerintahan

Bidang Pemerintahan :
Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi '

SURPLUS/DEFISIT-LO

NO. URAIAN 20XI 20X0 KENAIKAN/ %
URUT (PENURUNAN) '
8 PENDAPATAN - LO
8.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -LO
8.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO
8.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO
8.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
8.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah - LO
9 BEBAN
9.1 BEBAN OPERASI
9.1.1 Beban Pegawai
9.1.2 Beban Persediaan
9.1.2 Beban Jasa
9.1.2 | Beban Pemeliharaan
9.1.2 Beban Perjalanan Dinas
9.1.7 | Beban Penyusutan dan Amortisasi |
9.1.8 Beban Penyisihan Piutang
9.1.9 Beban Lain-lain -
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9.4.1

' SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR
' BIASA

SURPLUS/DEFISIT-LO

NO. . URAIAN 20XI ‘i 20X0 KENAIKAN/ %
URUT ; AT ok (PENURUNAN)
KEGIATAN NON OPERASIONAL '
, Surplus Penjualan Aset Non Lancar -
8.4:1 t 2 -
~.LO S « ,
‘| 8.4.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka
R * Panjang - LO
8.4.3.. | . Surplus dari Kegiatan Non Operasional
o Lainnya - LO
9,3.1 | Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO
9.3.2 ‘| Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka
Panjang-LO - = :
9.3.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya-LO
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN -
o  NON OPERASIONAL
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS
. B LUAR BIASA
POS LUAR BIASA
8.5.1 Pendapatan Luar Biasa - LO
- Beban Luar Biasa

Karanganyar, 31 Desember 20X1
Kepala SKPD

Nama Kepala SKPD
NIP Kepala SKPD
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NO. URUT

URAIAN 20X1 | 20X0 | KENAIKAN/ | %
: (PENURUNAN)

POS LUAR BIASA - :
Pendapatan Luar Biasa - LO

8.5.1
9.4.1

Beban Luar Biasa

| SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR
BIASA ,

| SURPLUS/ DEFISIT-LO

- 5.LAPORAN ARUS KAS

-~ a. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber,

penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode

Akuntansi, - dah saldo kas  dan setéra kas pada tanggal

pelaporan

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan,

aktivitas operasi, investasi, pendanaan; dan transitoris.

Dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Aktivitas Operas1

a)

b)

Arus kas bersih aktivitas operas1 merupakan indikator

- yang menunjukkan kemampuan = operasi Pemerintah

Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk
memb1aya1 aktivitas operasmnalnya di masa yang akan

datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dan

- luar

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama d1peroleh

" dari antara lain:

c)

(1) Penerimaan perpajakany;

(2) kPenerlmaan retribusi;

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dlplsahkan
(4) Penerimaan transfer;. ' ‘

) Penerimaan hibah ;

(5
(6) Penerimaan dana darurat;
(7

) Penerimaan Iain-lain/peh.erimaan dari pendapatan
luar biasa. BT
Arus keluar kas untuk aktivitas opérasi terutama
digunakan untuk pengeluarah, antara lain:

(1) Belanja Pegawai;

(2) Belanja Barang dan Jasa;

(3) Belanj a Bunga,;
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(4) Belanja Subsidi;
(5) Belanja Hibah; .
(6) Belanja Bantuan Sosial;- ‘
(7) Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan
(8) Transfer Keluar. '
2) Aktivitas Investasi
1. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan
penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam fangka
perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang
bertujuan uhtuk meningkatkan dan mendukung
pel,ayahan  Pemerintah Daerah kepada masyarakat di.
masa yang akan datang. ‘
2. Arus masu"k kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
(1) Penjualan Aset Tetap; | '
(2) Penjualan Aset Lainnya;
(3) Pencairan Dana Cadangan,;
(4) Penerimaan dari Divestasi;
(5) Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas.
3. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari :
(1} Perolehan Aset Tetap;
(2) Perolehan Aset Lainnya;
(8

1
Pembentukan Dana Cadangan;
(4) Penyertaan Modal Pemerintah;

——

(5) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas.
3) Aktivitas Pendanaan

a) Arus kas dari aktivitas pendanaan/ mencerminkan
penerimaaﬁ dan pengeluaran kas yang berhubungan
dengan' perolehan atau pemberian pinjaman jangka
panjang.

'b) Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
(1) Penerimaan Utang Luar Negeri;
(2) Penerimaan dari Utang Obligasi;
(3) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah

Daerah;

(4) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan

Negara.
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c} Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara: lain:

(1) Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri;
(2) Pembayaran Pokok Utang Obligasi;

(3) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada

Pemerintah Daerah;

- (4) Pengeluafan Kas untuk Dipinjamkan kepada

perusahaan Negara.

4) Aktivitas Transitoris

a)

b)

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan

pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas

operasi, investasi, dan pendanaan;
Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan.
penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak

mempengaruhi ‘pendapatan, beban, dan pendanaan

pemerintah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi

- penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti

- kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang

d)

persediaan dari bendahara pen'geluaran.

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi
pengeluafan PFK dan pengeluaran transitoris seperti
kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan
kepada bendahara pengeluaran.

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana
yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima
secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen
dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas

antar rekening kas umum negara/daerah.
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¢. Format Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN ARUS KAS

* Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

Metode Langsung

No Uralan 20X1 20X0
1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
2 Arys Masuk Kas
3 Penerimaan Pajak Daerah
4 Penerimaan Retribusi Daerah
5 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6 Penerimaan Lain-Lain Pad yang sah
7 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
8 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumbe Daya Alam
-9 Penerimaan Dana Alokasi Umum T
10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus
n Penerimaan Dana Otonomi Khusus
12 Penerimaan Dana Penyesuaian
13 Penerimaan Pendapatan agi Hasil Pajak
14 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya
15 Penerimaan Hibah
16 Penerimaan Dana Darurat
17 Penerimaan Lainnya
18 Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa
19 : Jumtah Arus Masuk Kas (3 s.d 18)
20 Arus Keluar Kas
21 Pembayaran Pegawai
22 Pembayaran Barang
23 Pembayaran Bunga
24 Pembayaran Subsidi
25 Pembayaran Hibah
- 26 Pembayaran Bantuan Sosial
27 Pembayaran Tak Terduga
28 Pembayaran Bagi Hasil Pajak
29 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi
30 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
3 Pembayaran Kejadian Luar Biasa :
32 Jumlah Arus Keluar Kas (21 s.d 31) :
33 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19-32)
34 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
35 Arus Masuk Kas
36 Pencairan Dana Cadangan
37 Penjualan atas Tanah
38 Penjualan atas Peralatan dan Mesin
39 Penjualen atas Gedung dan Bangunan
40 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
41 Penjualan Aset Tetap
42 Penjualan Aset Lainnya
43 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
44 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen
45 Jumlah Arus Masuk Kas (36 s.d 44)
46 Arus Keluar Kas
47 Pembentukan Dana Cadangan
48 Perolehan Tanah
49 Perolehan Peralatan dan Mesin
50 Perolehan Gedung dan Bangunan
51 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan
52 Perolehan Aset Tetap Lainnya
53 Perolehan Aset Lainnya
54 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
85 Pangeluaran Pembelian Investasi Non Permanen
56 Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d §5)
57 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45 - 56)
58 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan -
59 Arus Masuk Kas
60 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
61 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
62 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
63 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
64 Pinjaman Dalam Negeri — Obligasi
65 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
66 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
67 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
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‘No Uraian 20X1 20X0
68 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
69 Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 68)
70 Arus Keluar Kas
71 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat -
72 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
73 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
74 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
75 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
76 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Neger - Lainnya
77 Pemberan Pinjaman kepada Perusahaan Negara
78 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

79 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
80 Jumlah Arus Keluar Kas (71 s/d 79)
81 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69 « 80)
82 Arus Kas darl Aktivitas Transitoris
83 Arus Masuk Kas
84 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK
85 Jumlah Arus Masuk Kas (84)
86 Arus Keluar Kas
87 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK
88 Jumilah Arus Keluar Kas (87)
89 Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (84 - 87)
90 Kenaikan/Penurunan Kas (33+57+81489)
91 Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran
92 Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (90+91)
93 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

- 94 Saldo Akhir Kas

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

a'

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

1) Ekuitas awal;

2) Surplus/defisit-LO pada periodé'bersangkutan;

3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi

ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif -

yang disebabkan oleh perubahan Kebijakan Akuntansi dan

koreksi kesalahan mendasar, misalnya :

a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi

pada periode-periode sebelumnya;

b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

4) Ekuitas akhir.

b. Format Lapofan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun Yang Berakhir SAMPAI Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

NO URAIAN 20X1 20X0.
1 | EKUITAS AWAL
2 | SURPLUS/DEFISIT LO
3 | DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN
- | KEBIJAKAN /KESALAHAN MENDASAR
4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN
5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP
6 LAIN-LAIN
.7 | EKUITAS AKHIR
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7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

a. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan

membandingkannya dengan laporan keuangan Entitas lainnya,

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan susunan

sebagai berikut:

1)

2)
3)

4)

S)

6)

7)

Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas
Akuntansi;
Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

Ikhtisar pencapaian target keuarigan' berikut hambatan dan

" kendalanya;

Kebijakan Akuntansi yang pentihg: |

a) Entitas Akuntansi/ pelapofan;

b) Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan lapdran
keuangan; ,

c) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan
laporan keuangan,;

d) Kesesuaian  kebijakan-Kebijakan = Akuntansi yang
diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu Entitas
Akuntansi/pelaporan; dan

e) Setiap Kebijakan Akuntansi tertentu yang diperlukan
untuk memahami laporan keuangan.

Penjelasan pos-pos Laporan Keuangari:

a) Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan
Keuangan; dan

b) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh
Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikah
dalam lembar muka Laporan Keuangan. |

Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti

 gambaran umum daerah;

Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yarig
wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan

keuangan.

b. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis.

Setiap pos dalam 'Laporan Realisasi Anggaran, Lap’oran

Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional,
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Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus
mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam
Catatan atas Laporan Keuangan. |
Di dalam bagian penjelasan akan Kebijakan Akuntansi,
dijelaskan hal-hal berikut ini:
1) Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam
penyusunan laporan keuangan; _
2) Kebijakan-Kebijakan -Akuntansi yang berkaitan dengan
ketentuan-ketentuan masa transisi  Standar Akuntansi
_ Pemerintahan diterapkan oleh suatu Entitas Pelaporan; dan
3) Setiap Kebijakan Akuntansi tertentu yang diperlukan untuk
- memahami laporan keuangan.
Dalam menentukan-apakah suatu Kebijakan Akuntansi perlu
diungkapkan, manajérnen harus mempertimbangkan apakah
pengurigkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk
memahami setiap trahsaksi yang tevrcermin dalam lapéran
keuangan.. | | ‘
Kebijakan-Kebijakan Akuntansi yang perlu dipertimbangkan
untuk disajikaﬂ dalam Catatan atas Laporan Keuangan
meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:
1) Pengakuan pendapatan-LRA;
2) Pengakuah pendapatan-LO;
3) Pengakuan belanja;
4) Pengakuan beban;
S) Prinsip-prinsip penyusunan laporanvkonsolidasian;
6) Investasi;
- 7) Péngakuan dan penghentian/penghapuéan aset berwujud .
dan tidak berwujud;
8) Kontrak-kontrak konstruksi;
9) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
10) Kemitraan dengan fihak ketiga;
11) Biaya penelitian dan pengcmbar_lgan; ,
12) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai
sendiri; |
13) Dana cadangan; dan

14) Penjabaran mata uang'asing dan lindung nilai.
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2) Catatan atas Laporan Keuangan SKPKD

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
k CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPKD

Babl

Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- "SKPKD
1.2 . Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
_' SKPKD
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
| .~ SKPKD
Bab Il | Ekonomi makro, kebijakan" keuangan dan pencapaxan target
‘ kmerJa APBD SKPKD :
2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Reg10nal
‘2.2 Kebijakan keuangan ~
-1 2.3 - Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab Il | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPKD
’ ' 3.1  Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
SKPKD
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapa1an
- target yang telah d1tetapkan g
Bab IV | Kebijakan Akuntansi
' 4.1 _Entitas : ' Akuntansx/ Entltas - Akuntansi/pelaporan
' keuangan daerah SKPKD
4.2 Basis Akuntansi yang mendasarx penyusunan laporan
keuangan SKPKD
4.3 . Basis pengukuran yang mendasarl penyusunan laporan
’ keuangan SKPKD
14.4 - Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan den’gan
‘ ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPKD
4.5 Kebijakan Akuntansi tertentu .
Bab V' | Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPKD
5.1 - LRA ; :
~.5.1.1 Pendapatan-LRA
+5.1.2 Belanja
5.1.3 Pembiayaan
5.2 . 'Laporan Opérasional ,
5.2.1 Pendapatan-LO
5.2.2 Beban o
- 5.2.3  Kegiatan Non Operasional -
5.2.4 Pos Luar Biasa ‘
5.3 7 Laporan Perubahan Ekuitas
5.3.1 Perubahan Ekuitas’
5.4  Neraca
- 5.4.1 - Aset
5.4.2 Kewajiban
5.4.3  Ekuitas
5.5 Laporan Arus Kas
‘ 5.5.1 Arus Kas dari Operasi
5.6.2 'Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan
5.8.5 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
‘ : - 5.5.4 Arus Kas dari AKtivitas Transitoris
Bab VI | Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPKD
Bab VII | Penutup
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3) Catatan atas Laporan Keuangan P}em’erintah‘Daerah

"PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab 1

Pendahuluan

1.1  Maksud dan tujuan penyusunan laporan
. keuangan ' -
1 1.2 - Landasan hukum penyusunan laporan keuangan:
1.3 Sistematika penuhsan catatan atas laporan
‘ keuangan
Bab I Ekonomi makro, keb13akan keuangan dan pencapa1an
: | target kinerja APBD
2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
2.2  Kebijakan keuangan ,
2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD ‘
Bab III | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
©13.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja
, ~ keuangan .
- 13.2  Hambatan dan kendala yang ada dalam
=L pencapaian target yang telah d1tetapkan
Bab IV | Kebijakan Akuntansi
~ 4.1 Entitas Pelaporan SN
4,2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan
laporan keuangan
4.3 Basis pengukuran yang mendasan penyusunan
: -laporan keuangan
4.4  Penerapan Kebijakan Akuntan31 berkaitan dengan
 ketentuan yang ada dalam SAP
4.5  Kebijakan Akuntansi tertentu
Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan
5.1 LRA
5.1.1  Pendapatan- LRA '
5.1.2 Belanja
_ 5.1.3 Pembiayaan
5.2 - Laporan Perubahan SAL
5.2.1 Perubahan SAL
5.3  Laporan Operasional
5.3.1 Pendapatan-LO
- 5.3.2 Beban »
5.3.2 Kegiatan Non Operas1onal
5.3.4  Pos Luar Biasa
5.4  Laporan Perubahan Ekuitas
‘ 5.4.1 = Perubahan Ekuitas
5.5 Neraca
5.5.1  Aset
5.5.2 Kewajiban
; 5.5.3 Ekuitas
5.6 Laporan Arus Kas ‘
5.6.1 Arus Kas'dari Operasi ,
5.6.2 Arus Kas dari Investasi Aset Non
’ Keuangan ‘
5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pemblayaan
1 5.6.4 Arus Kas dari AKtivitas Transitoris
Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
Bab VII

Penutup
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IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

1. Kebijakan Akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan
definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan
akun-akun yang ada pada lembaran muka Laporan Kcuangan.

2. Kebijakan Akuntansi yang disusun oleh Pemerintah Daerah terkait
dengan implementasi Akuhtansi berbasis akrual didasarkan pada
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standaf‘
Akuntansi Pemerintahan. Jika terdapat hal-hal yang belum diatur
di dalam Kebijakan Akuntansi ini, maka Pefnyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (PSAP) akan menjadi rujukan perlakuan
Akuntansi (dccountancy treatment) atas transaksi yang terjadi.

3. Sistematika penyajian dalam Kebijakan Akuntansi ini dapat

-~ diuraikan sebagai berikut: |
| Kebijakan Akuntansi Aset;
Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
Kebijakan Akuntansi Ekuitas;
Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA,;
Kebijakan Akuntansi Belanja;
Kebijakan Akuntansi Transfer;

Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;

oo I R S -V s B~ S

. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO;
Kebijakan Akuntansi Beban;

pust o
-

Cse
.

Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan

Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang
Tidak Dilanjutkan.

V. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET
A. UMUM.
1 Tujuan

Tujuan Kebijakan Akuntansi aset adalah untuk mengatur
- perlakuan Akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi

penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

-2 Ruang Lingkup | o
Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam
laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan
disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset,

kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk Entitas
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Akuntéirisi/ E-nt'i‘tas,_‘:: Pelaporan PAemeriritah? Daerah, tidak
termaéuk pérusahaan daerah.
3 Definisi
 Definisi Aset berdasarkan klas1ﬁkasmya
~a. Aset adalah sumber daya ekonom1 yang dikuasai dan/atau
‘ dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa
lalu dan dari mana manfaat ekoripmi dan/atau sosial di
masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah
Deierah, serta dapat diukur dalgam's‘atuan uang, termasuk
Sumbe’r daya ndnkeuangah 'yang dipérlukan untuk
peﬁyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
o sumber daya y_éng ' diﬁelihara karena alasan sejarah dan
budaya. B |
~ b.. Aset lancaif adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk
dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual
~ dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
c. | ‘Aset lancar mehputl kas dan setara kas, 1nvesta31 jangka
~pendek, p1utang, dan persedlaan ,
~ d. Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan
dal‘ar‘n}kr‘iteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat
jangka panjang. dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan
secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan
pemerlntah atau yang digunakan masyarakat umum.
e. ;Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset

tetap, dana cadangan dan aset lamnya

© B. ASET LANCAR
1) Kas dan Setara‘ Kas
a. Definisi Kas dan Setara Kas
1) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo
simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan
untuk memb1aya1 kegiatan Pemerintah Daerah atau
: ‘; investasi jangka pendek yang sangat hkmd yang siap

\ dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan

nilai yang signifikan.
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2) Kas adalah uang tunai dan saldo s1mpanan di bank yang

: setlap saat dapat digunakan untuk mernblayal kegiatan

pemermtahan

3) Kas terdm dari:

a)

Kas di Kas Daerah

Kas di kas ‘daerah mencakup kas yang dlkuasal,

dlkelola dan dlbawah tanggung]awab bendahara

umum daerah, yang terd1r1 atas: ,

(1) Saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD),

~ adalah saldo rekening-rekening pada Bank yang
‘ditujukan ~ untuk  menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh’

- pengeluaran daerah. |

(2) Setara  Kas, antara lain  surat utang

. Negara/Daerah  (SUN/obligasi 'Daerah) dan
deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola
bendahara umum daerah.

(3) Uang tunai (uang kertas atau logam) pada
bendahara umum daerah [

Kas di Bendahara Penerlmaan

~ Kas de‘endahara Penerimaan mencakup seluruh kas

‘baik saldo rekening di bank maupun saldo uang

tunai yang -‘ berada di bawahv tanggungjawab

- bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari

pungltan yang sudah diterima oleh Bendahara
Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran, |

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang
dikelbla bendahara pengeluaran SKPD yang berasal

dari Uahg Persediaan/Tambahan Uang Persediaan

(UP/TU) yang belum disetor‘ke kas daerah. Kas di

Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo

- pada rekening Bendahara pengeluaran maupun saldo

dalam bentuk tunai (uang kertas dan uang logam)

pada Bendahara Pengeluaran, -
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d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
~ Merupakan kas yang d1kelola bendahara penerimaan
‘dan  bendahara pengeluaran “BLUD, mencakup
- seluruh saldo pada rekening Bendahara pengeluaranv
: BLUD dan Bendahara Penerlmaan 'BLUD maupun
saldo dalam bentuk tunai _(uang kertas dan uang
logam) pada Bendahara pengeluaran BLUD dan
Bendahara Penerimaan BLUD.
e) Kas Lainnya; V | o
Kasrf lainnya merupakan, 4 s:aldo_' ‘kas  selain
sebagaimana disebutkan pada huruf a) sampai
dengan d}) diatas, yang bersumber dari APBN
maupun APBD provinsi yang penerimaannya tidak
* melalui RKUD. Contohnya adalah penerimaan hibah
langskung' déri  kementerian Negara/lembaga
dengantujuan seperti yang ditetapkan oleh pernberi
hibah serta penerimaan hibah dana BOS oleh sekolah
negeri milik pemerintah daerah :
4) Setara kas adalah investasi _]angka pendek yang sangat
| likuid yang siap d1Jabarkan men_]ad1 kas serta bebas dari
risiko perubahan nilai yang 31gn1ﬁkan
S) Setara kas terdiri dari:
) S1mpanan d1 bank dalam bentuk dep031to kurang dari
3 (tiga) bulan | | o
b) Investasi jangka pendek lai‘nnya yang‘ sangat likuid
’ atau kurang dari 3 (tiga) bulan. ‘ |
6) Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan
| - dalam Bagan Akun Standar (BAS). | |
b. Pengakuan Kas dan Setara Kas | |
' 1) Secara umum pengakuan aset dilakukan:
| a) pada saat potensi manfaat ékonOmi masa depan
' diperoleh oleh Pémerintah’ Daerah dan mempunyai
nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. |
b) pada saat dlterlma atau kepemlhkannya dan/ atau

‘ kepenguasaannya berpindah.
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2) Atas dasar butir b angka b) tersebut dapat dikatakan

“bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan

setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

b. Pengukuran Kas dan Setara Kas |

 Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal.

Nilai nominal artinya disajikan - sebesar nilai rupiahnya.

Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi

menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada

tanggal neraca.

c. Pényajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan

Pemerintah Daerahberkaitan dengan kas dan setara Kkas,

antara 1a1n

1)

2)

rincian dan nilai kas yang dlsajlkan dalam laporan
keuangan; ‘ , |

‘rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum
‘daerah riélrriun merupakan kas transitoris yang bélum

disetorkan ke pihak yang berkepentingan.

2) Investasi J angka Pendek

a. D

efinisi Investa51 Jangka Pendek |

1) Investasi adalah‘ Aset yang dimaksudkan untuk

| mempterqle'h manfaat ekonomis seperti bunga, dividen dan

B

3)

royalti, atau manfaat sosial.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat

segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan ~dalam
krangka manajerhenkas yang artinya Pemerintah Daerah

dapat menjual investasi tersebut apabilé. timbul
~ kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama

kurang dari 12 (dua belas) bulan. |

Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci diuraikan 7

dalam Bagan Akun Standar (BAS)

' b. Pengakuan Investasi Jangka Pendek

1)

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat

diakui apablla memenuh1 kriteria sebagai berikut:
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2)

a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa
pontensial di masa yang akan datang atas suatu
investasi jangka pendek} tersebut dapat vdiperoleh
Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah perlu mengkaji
tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan
manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan
berdasarkan bukti-bukti yarig tersedia pada saat
pengakuan yang pertama kali. -

b) Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek
dapat diukur secara memadai (reliable) karena adanya
transaksi pembelian atau penempatan dana yang
didukung  dengan bukti | yang  menyatakan/
mengidentifikasikan biaya perolehannya/ nilai dana
yang ditempatkan..

Penérimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang

investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan,

pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan,

- jatuh tempo, maupun karena peraturan Pemerintah

3)

Daerah.

Hasil investasi yang diperoléh dari investasi jangka pendek,
antara lain berupa bunga depbsi’to, bunga obligasi, dan
deviden tunai (cash dividend) diakui pada saat diperoleh

sebagai pendapatan.

c. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

1) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif

2)

yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar
dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.
Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka
dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai
wajar lainnya. _
Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan
sebagai berikut:
a) . Investasi jéngké pendek dalam bentuk surat berharga:
(1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka
investasi jangka pendék dinkur dan dicatat

berdasarkan harga transaksi investasi ditambah
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b) -

komisi pefantara jual beli, jasa‘ bank, dan biaya
lainnya: yang timbul dalam rangka perolehan
tersebut. |

(2) Apabilaftidak terdapat nilai biaya perolehannya,
maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat
berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal
~perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan
jika tidak terdapat nilai" wajar, maké.‘ investasi
jangk’a‘pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset
lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi
tersébut. o |

Iﬁvestasi jangka pendek dalam bentuk non saham

diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

d. Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

1) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari

Aset Lancar.

2) Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan

atas - Laporan Keuangan sekurang-kurangnya

mengungkapkan hal,-hal‘ sebagai berikut:

Kebijakan Akuntansi penentuan nilai investasi jangka

| pehdek yang dimiliki Pemerintah Daerah;

. b)

. 'c)

d)

Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh
Pemerintah Daerah; : |

Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika
ada);

Penurunan nilai investasi jangka pendek vyang
signifikan dan penyebab penurunan tersebut;

Perubahan pos investasi yang dapat berupa

reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi

3 ;Pi’utang ‘

jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan

sebaliknya (jika ada).

a. Definisi Piutang

1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah

yang dapat dinilai dengan wuang sebagai . akibat
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2)

3)

4)

perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan | peraturan
peruhdang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
Penyisihan Piuténg adalah taksiran nilai piutang yang
kemungkinan tidak dapat diterima' pembayarannya
dimasa akan datang dari seséorang dan/atau korporasi
dan/atau Entitas lain. | |

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak
tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang,
jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan
melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari
debiturnya.

Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan
Akun Standar (BAS).

b. Pengakuan Piutang

1)

2)

4)

Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan

perundang-undangan diakui pada saat timbul klaim/hak

untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya

kepada Entitas, yaitu pada saat :

a) Terdapat surat ketetapan/ dokumen Yang sah yang
belum dilunasi;

b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan
penagihan serta belum dilunasi. ;

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu

peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman,

penjuaian, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang

diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di

neraca, apabila memenuhi kriteria:

a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang
menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan

b) jumlah piutang dapat diukur.

Piutang BPJS/Jaminan Kesehatan Nasional - diakui

berdasarkan konfirmasi klaim pembayaran oleh BPJS

Kesehatan dan telah disetujui kedua belah pihak paling

sedikit satu kali pada akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan

dokumen sah yang diterbitkan pemerintah pusat atas
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S)

6)

8)

9)

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum dibayarkan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya

Alam diakui pada saat Pemerintah Pusat mengakui dan

menetapkan adanya DBH terutang sejumlah tertentu

pada akhir tahun anggaran.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan

dokumen sah yang diterbitkan pemermtah pusat atas

Dana Alokasi Umum (DAU) yéng belum dibayarkan.

Piutang transfer lainnya diakui apabila: |

a) dalam  hal penyaluran tidak memerlukan
persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun
Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh
pembayarannya dan mengakui sisa yang belum
ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi
daerah penerima;

b) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan,
misalriya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu,
maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan
sudah dipenuhi dan Pemerintah Pusat mengakui
kekurangan transfer tersebut.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi diakui berdasarkan

dokumen sah yang diterbitkan pemerintah provinsi atas

bagi hasil dari provinsi yang belum dibayarkan.

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil

realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi

hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar dan

10)

1)

tertuang dalam dokumen sah kurang transfer yang
diterbitkan pemerintah daerah lainnya.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu

tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan

transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud
dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode
berikutnya. 7

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan
TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan
/ SKPQK/ SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang
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menunjukkan 'bahwa‘ penyelesaian atas TP/TGR
dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan).
SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang
dipersamakan merupakan surat keterangan tentang
pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung
jawab seseorang dan bersedia menggahti kerugian
tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR ‘tersebut
dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan
piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan

dan telah diterbitkan surat penagihan.

c. Pengukuran Piutang

1)

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari

pératurén perundang undangan adalah sebagai berikut:

a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai
dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang
ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar
yang diterbitkan; atau

b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai
dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang
telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak
untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding;
atau |

c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai
dengan tanggétl pelaporan dari setiap tagihan yang
masih proses banding atas keberatan dan belum
ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi. .

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatén, adalah

sebagai berikut:

a) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah
yang dikeluarkan dari Kas Daerah dan/atau apabila
berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar
pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur
mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee

dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada
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3)

b)

akhir peribde pelaporan harus diakui adanya bunga,
denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada
periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada
akhir periode pelaporan.

Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai
naskah perjanjian penjualan yang tei‘utang (belum
dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam
'peljanjian dipersyaratkan  adanya potongan
pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat
'sebesar nilai bersihnya.

Kemitraan |

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-

‘ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah

perjanjian kemitraan.

Pemberian fasilitas/jasa |
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau
jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir
periode | pelaporan, dikurangi dengan pembayaran
atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran terkait piutang BPJS

Piutang BPJS/Jaminan Kesehatan Nasional diukur
berdasarkan konfirmasi klaim pembayaran oleh BPJS
Kesehatan dan telah disetujui kedua belah pihak

paling sedikit satu kali pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

a)

b)

Dana Bagi Hasil diukur pada saat Pemerintah Pusat
mengakui dan menetapkan adanya DBH terutang
sejumlah tertentu pada akhir tahun anggaran.

Dana Alokasi Umum (DAU) diukur berdasarkan:
dokumen sah yang diterbitkan pemerintah pusat atas
Dana Alokasi Umum (DAU) yang belum dibayarkan.‘
Dana Alokasi Khusus, diukur berdasarkan dokumen
sah yang diterbitkan pemerintah pusat atas Dana
Alokasi Khusus (DAK) yang belum dibayarkan.



4)

'5)‘

7

8)

Pengukufan piutang gaﬁti rugi ’berdaéérkan pcngakuan'
yang ‘d'ikemukakan, disajikan vk sebagai aset lainnya

sébesar nilai yang dilunasi berdasafkan; surat ketentuan

,penyelkesaiari yang telah ditetépkari.

Pengukuran berikutnya = (Subsequent - Measurement)

- terhadap péngakuan awal piutang disajikan berdasarkan
" nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut

‘d‘ikurangi penyisihan kerugiari piutang tidak tertagih. |

Apabila  terjadi ~ kondisi = yang = memungkinkan
‘penghapusan piutang maka masing-maéing jenis piutang
disajikan setelah dikurangi piiut‘angyang dihapuském.
Pemberhentian pengakuan’pi;utarigy selain pelunasan juga |
dikenal ’d,engan dua ~cara yaitu: penghapustagihan
(wr'itefoff) dan penghapu‘sbuk‘uan‘(write down).

Piiitang- disajikan sebesar nilai bersih yang dapat
direalisasikan (net realizable vdlué), yaitu selisih antara
nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. ’
Kualitas piutang dikelompbkkan menjadi 4 (empat)
dengan' klasifikasi sebagai berikut:

a) Kualitas Piutang Lancar;

b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;

c) Kualitas Piutang Diragukan; dan

d) Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan kriteria kualitas piUteing 'pajak daerah
diklasifikasikan berdasarkan cara i)émungutan: |
a) Pajak yang | dibayar sendiri  oleh wajib ,p;ajak
,(Self ‘assessment) dilakukan dengan ketentuan:
(1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
(a) Umur piutang kurang dari ‘1\(ksa4ttu) tahun;
~ (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
(c) Wajib pajak menyetujui hasil pem‘erivksaan;i
(d) Wajib pajak kooperatif; | '
() Wajib pajak likuid; dan/ atau , :
(f) Wajib pajak tidak" mengajukan keberatan/
| banding. | ' o
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(2) Kuahtas Kurang Lancar, dapat dltentukan dengan
krlterla |

(a) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua)
- tahun; o

- (b) Apabila wajib pajak dalam Jangka waktu 1
(satu) bulan terh1tung sejak tanggal Surat

Tagihan Pertama belum me‘ylakukan pelunasan;

(c) Wajib  pajak kufang' kooperatif dalam
pemeriksaan; ' ;

’ (d) Wéjib pajak  menyetujui se’bagian hasil
~ pemeriksaan; dan/atau '

(e) Wajib pajak mengajukan keberatan /bandmg

(3) Kuahtas Diragukan, dapat ditentukan dengan

: kr1ter1a | o . ,

a) Umur piutang lebih dar1 2 (dua) tahun sampai

dengan 5 (lima) tahun; ‘

'b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat

‘ ,Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; -
B c)” Wajib pajak tidak kooperat1f

d) Wajib paJak tidak menyetujul seluruh has1l
pemerlksaan, dan/ atau

e) FWaJ1b pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(4) Kuahtas Macet, dapat ditentukan dengan kr1ter1a
- a) Umur piutang lebih dari 5 (hrna) tahun;

b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Ketiga belum mélakukan pelunasan,;

c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya
/tidak diketemukan;

d) "Wajib pajak 'bangkrut/rrieninggal dunia;
dan/atau : |

e) Wajib pajak - mengalami "~ musibah
’_(fdrce majeure). "

b) Pajak yang dltetapkan oleh Bupau (off cial assessment)

dilakukan dengan ke tentuan:
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(l)vKualitas Lancar, dapat ditentukaﬁ dengan kritefia:
. ~(a) Umur piu'tang kurang dari 1 (satu) tahun;

v (b) Ma51h dalam tenggang waktu Jatuh tempo;

- (c) Wajlb pajak kooperatlf | '

(d) Wa_]lb pajak likuid; dan/atau

(e) Wajib o pajak tidak mengajukan

 keberatan/banding. | ‘ ‘

(2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan
kriteria: s |

(@) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua)
tahun; AR

(b) Apablla wajib pajak dalam Jangka waktu 1
(satu) bulan terhltung sejak tanggal Surat
Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;

(¢) Wajib ‘pajak  kurang  kooperatif dalam
o pemerlksaan, dan/ atau '
(d) Wajib pajak mengajukan keberatan/ bandmg
(3) Kualitas Diragukan, dapat dltentukan dengan
kriteria: ' ‘
. (a) Umur p1utang lebih dari 2 (dua) tahun sampa1
dengan S {lima) tahun;

(b) Apabila wajib -pajak Vdalam jangka waktu 1
(satu} bulan terhitung ;'srejak tanggal Surat
Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;

 (c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan /atau

(d) Wajib‘pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dehgan kriteria:
| (a) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;

(b) Apablla wajib pajak  dalam Jangka waktu 1
(satu) bulan terhltung_ sejak tanggal Surat

) ‘Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;

(c) Wajib pajak tidak‘diketéhui keberadaannya,

| (d) Wajib  pajak bangkru’t/ menihggal dunia;
ydank/ atau | o

'(¢)‘ Wajib pajak mengalami musibah (force

majeure).
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10) Penggdlongan kualitas piutang bukaﬁ pajak ‘khuéus
‘ ur_ltuk‘, objek ’retribusi, dapat dibedakan berdasarkan
karakteristik sebagai berikut: - |
a) Kualitas Lancar |
) Umur piutang 0O (nol) sarknp‘ai, dengan 1(satu)
bulan; ‘ ‘ '
(2) Apabila wajib  refribusi belum melakukan
- pelunasan sampai dengan tanggai jatuh tempo
| yang ditetapkan. |
b) Kualitas Kurang Lancar
(1) Umur p1utang lebih dari 1 (satu) bulan sampau
dengan 3 (tlga) bulan; dan/ atau
- (2) Apabﬂa wajib  retribusi belum melakukan
pélunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama
| tidak dilakukan pelunasan. |
c) Kua.litas Diragukan
(1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampal dengan 12
(dua belas) bulan; dan/ atau
(2) Apabila Wa_]lb pajak retribusi belum melakukan
pelunasan dalam  jangka waktu 1 (satu) bulan
‘terhitung sejak tanggal Sﬁrat Tagihan kedua tidak
dilakukan pelunasan.
d) Kualitas Macet | ; ,
(1) Umur piutang 1eb1h dari 12 (dua belas) ‘bulan;
dan/ atau | L |
(2) Apabila wajib  retribusi belum melakukan
| pelunasan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan
ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang
diserahkan kepada instansi 'yangj menangani
pengurusan piutang negara. T ‘
11) Penggolongan Kualitas Piutang selain Pajak dan
Retribuéi, dilakukan dengan ketentuan: ;
a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan

- sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
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' Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka

- waktu 1 (satu) bulan terhitung‘sejak tanggal jatuh

d)

tempo dan/atau Surat Tagihan Pertama tidak

dilakukan pelunasan;

Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 2
(dua) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo
dan/ atau Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan
pelunasan dan ’

Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan térhitung sejak tanggai jatuh tempo dan/atau

Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan,

"ataﬁ Piutang telah diserahkan kepada instansi yang

menangani pengurusan piutang negara.

12) Penentuan besaran Penyisihan Piutang pada setiap akhir

14)

periode pelaporan ditetapkan sebesar:

a)

,b)

d) -

Kualitas lancar, sebesar 0,5% (setengah persen) -
dari P1utang yang memiliki kualitas laﬁcar;
‘Kualitas Kurang Lancar, sebesar 10% (sepuluh
persen) dari Piutang ’,'denganr kualitas kurang
lancar;

Kualitas diragukan, sebesar 50% (lii'na puluh
pérsen) dari Piutang dengan‘ kualitas diragukan
setelah d1kurang1 dengan nilai agunan - atau n11a1
barang sitaan (jika ada); dan

Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari
Piutang dengan kUalitas macet setelah dikurangi
d‘engan‘ nilai agunan’ atau nilai barang sitaan (jika
ada).

13) Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada

akhir periode pelaporan, apabila masih térdapat saldo

piutang, maka dihitung nilai penyisihan plutang tidak

tertag1h sesua1 dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas plutang awal tahun masih sama dengan

kualitas p1utang pada tanggal pelaporan, maka tidak

~ perlu dilakukan jurnal penyesuaian, cukup diungkapkan
di dalam CalLK. |
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15)

16)

Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan

- penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak

tertagih sebesar selisih antara angkgwxﬁpg seharusnya
disajikan dalam neraca dengan saldo a&él.

Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya
akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan
terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar
selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam

neraca dengan saldo awal.

d. Pemberhentian pengakuan dan penghapusbukuan piutang.

1)

2)

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan
berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam
penyelesaian  piutang  dimaksud. Secara umum
penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar
tunai (peluhasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga
tagihan tersebut selesai/ lunas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga
dikenal dengan dua cara yaitu :

a) Penghapusbukuan (write down) atau penghapusanan

bersyarat piutang; dan

" b) Penghapustagihan (write-offf atau penghapusan

3)

mutlak piutang. |
Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang.
a) Penghapusbukuan atau  penghapusan bersyarat

piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan :

(1) Piutang melampaui batas umur (kadaluwarsa)
yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang
macet dan/atau;

(2) Debitor tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan

~ setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga dan/atau;

(3) Debitor mengalami musibah (force majeure)
dan/atau; | _

(4) Debitor meninggal dunia dengan tidak
meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai
ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan

berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang
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©)

(7)

berwenang dan/atau;

*Debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi,

dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat

" yang berwenang yang rnenyatakan bahwa debitor

- memang benar-benar' sudah tidak mempunyai

harta kekayaan lagi dan/atau;

Debitor dlnyatakan pa111t berdasarkan putusan

- pengadilan dan /atau;

Debitor tidak dapat dltemukan lag1 karena

(@) Pindah alamat atau alamatnya tidak . Jelas/

~ tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/
pernyataan dari peJabat berwenang, an/atau

(b) Telah mehin‘ggalkan‘ Indonesia berdasarkan
surat keterangan/ pei‘nyatéan dari pejabat
yang berWenang. e

Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan

kepada kdcbitor tidak ‘1engkap atau‘ tidak dapat

-~ ditelusuri  lagi disebabkan keadaan yang tidak

(9)

dapat  dihindarkan seperti bencana aiam

kebakaran, dan sebagamya ‘berdasarkan surat

keterangan/pernyataan peJabat yang berwenang.

Objek piutang hllang dan dibuktikan dengan

dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

a) Tata cara penghapusan atau penghapusan
~piutang bersyarat piutang dilakukan mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-
~undangan. - |

b) Perlakuan Akuntansi peh’ghapusbukuan atau
penghapusan bersyarat piutang dilakukan
dengan cara méngurangi_ akun piutang dan
~akun p’enyisihaﬁ’piuta'ng tidak tertagih.

c) P'enghapusbukuah piuta'ng tidak  secara
otomatis menghapus kegiatan - penagihan
‘piutang' dan hanya dimaksudkan untuk
pengalihan pencatatan dari intrakomptabel

menjadi ekstrakomptabel dan diungkapkan
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9

_dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penghapusbukuan piutang ,adalah kebijakan

intern manajemen, merupakan proses dan

- keputusan Akuntansi yang berlaku agar nilai

plutang dapat dlpertahankan sesuai dengan

- nilai bersih yang dapat d1rea11sas1kan (net

realizable value).

Kriteria penghapﬁsbukuan piutang, ’sebagai
berikut : | S
(l)Penghapusbukuan harus memberi manfaat,
yang lebih besar darlpada kerugian
‘penghapusbukuan, yaitu: i
(@) Memberi gambaran obyektif tentang
kemampuan keuahgan Entitas
Akuntansi dan Entitas Pelaporan.
- (b) Memberi gambaran  ekuitas  lebih
 obyektif, tentang penurunan ekuitas.
(<) Méngurangi' ol ' beban
" administrasi/Akuntansi, untuk
mencatat hal-hal yang tak mungkin

terealisasi tagihannya.

‘(2) Perlu kajian yang mendalam tentang

dampak hukum dari penghapusbukuan
pada neraca Pemerintah Daerah,' sebelum
difinalisasi dan diajukan.kepada pe'ngarnbil
keputusan  penghapusbukuan ‘(apabila
~ perlu). | ‘ |
(3) Penghapusbu‘kuan‘ berdasarkan keputusan
formal -otoritas tertinggi yang berwénang
- menyatakan hapus tagih perdata dan/atau |
hapus buku (write ,’oﬁ‘).k Pengambil
keputusan penghapusbukuan melakukan
keputusan  reaktif (tidak berinisiatif),
berdasar suatu sistem inominasi‘ untuk

~dihapusbukukan atas usulan berjenjang
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yang b‘ertugas " melakukan analisis dan

| usulari penghapusbukuan tersebut.

4) Penghapustaglhan atau penghapusan mutlak piutang.

a) Penghapustagihan atau penghapusan ‘mutlak piutang

dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

(1)

Penghapustagihan} karena mengingat jasa-jasa

pihak yang berutang kepada negara, untuk

~menolong pihak berutang dari keterpurukan yang

~ lebih dalam. stalnya kredit UKM yang tidak

- (3)

)

(6)

mampu membayar.

Penghapustagihan sebagai  suatu sikap

menyejukkan, membuat citra penagih menjadi

lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas

m‘enghadépi tugas masa depan.

Penghapustagihan sebagai sikap berhenti

menagih menggambarkan situaSi tak mungkin

‘ tertag1h melihat kondisi pihak tertagih.

Penghapustag1han ~ untuk restrukturisasi

penyehatan utang, misalnya penghapusan denda,

‘tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok

kredit baru, rescheduling dan penurunan tarif

: bunga kredit.

Penghapustag1han setelah semua upaya tagih dan
cara lain gagal atau tidak mungkm diterapkan,

misalnya, kredit macet dikonversi menjadi

saham/ekuitas/penyertaan,  dijual, jaminan

dilelang.

Penghapustagihan  sesuai hukum perdata

- umumnya, hukum kepailitan, hukum industri

(7)

(misalnya industri keuangan dunia, industri

~ perbankan), hukum pasar‘ modal, hukum pajak, -

melakukan benchmarking kebijakan/peraturan

“write off di negara lain.

} Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak

mungkin dibatalkan,‘ apabila telah diputuskan dan

diberlakukan, kecuali cacat hukum.
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b) Tata "cafa.penghapu'.stagihan atau penfghapusan mutlak
piutang dilakukan mengacu pada, ketentuan peraturan
pérundang-undangan. | e

c) Pernghapus’tagihan atau pengahapﬁ;sgré}nutlak piutang
dilakukan dengan cara menutup ékstrakomptabel dan

- tidak melakukan penjurnalén dan }diungkapkan dalam

catatan atas laporan keuangan.

5) Terhadap penerlmaan kembah p1utang yang dilakukan

fpeny1s1han dan telah dihapusbukukan pada tahun

berjalan diakui sebagai pengurang beban, sedangkan
terhadap penerimaan kembali piutang yang ~dilakukan

penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan

- pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai

pendapatan lain-lain.

6) Terhadap penerimaan kembali piutang atas piutang yang

telah dihapustagihkan baik yang telah dilakukan
penyisihan | ‘pada  tahun berjalan maupun tahun

sebelumnya diakui sebaga1 pendapatan lam-lam

- e. Pengungkapan Plutang :

1) Piutang disajikan ‘dan diungkapkan secara memadai.

Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara
cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Informasi
dimaksud dapat berupa: ‘ ‘

a) Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam

‘ . | penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;

b) rinéian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk

‘ menge'tahui tihgkat kolektibilitéénya;
c) ‘penjelaksan ataé peﬁyelesaian piutang;

d) Jamman atau sita jaminan jika ada.

2) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang

masih dalam proses penyelesalan baik melalui cara dama1 |
maupun pengadilan juga harus dlungkapkan

Penghapusbukuan piutang harus’ diungkapkan secara
cukup dalam Catatan atas Lapoi‘an Keuangan agar lebih
informatif. Infofmasi‘ yang perlu diungkapkari misalnya

jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan
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tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar
pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya
yang dianggap perlu. |

4) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus
buku, ternyata  di kemudian hari  diterima
pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut
dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang
bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan
pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan

Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

4) Beban Dibayar Dimuka
“a. Definisi Beban Dibayar Dimuka
Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran
kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi
kewajiban-sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah
Daerah.

b. Pengakuan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan

namun belum menimbulkan kewajiban.

c. Pengukuran Beban Dibayar Dimuka
Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan

- jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.

d. Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka
Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang
terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya

segera menjadi kewajiban dalam satu periode Akuntansi.

5) Persediaan
a. Definisi Persédiaan
1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimakéudkan untuk mendukung
kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-
barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
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2) PerSédiaan 'merupakan aset yang berwujud yang berﬁpa:

3)

a)

ib) |

d)

Barang atau  perlengkapan (supplies) yang
‘digunakan dalam rangka keglatan operasional |
Pemermtah Daerah; S

Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan

dalam proses produksi;

Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan

untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
Barang‘ yang disimpan untuk dijual atau diserahkan
kepada masyarakat dalam rangka kegiatan

pemerintahan.

Berdasarkan sifat pemakaiannya, barang persediaan

terdiri atas: '

a) Barang habis pakai;

- a. Bahan
'b. Suku Cadang
- c. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor

d. Obat-Obatan
e. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan

f. Persediaan Untuk Tujuan Strategis/ Berjaga Jaga

: g. Natura Dan Pakan

h. Persediaan Penelitian

i. Persediaan Dalam Proses -

b) Barang tak habis pakai;

a. Komponen

b.PIPA

c) Barang bekas pakai

a. Komponen Bekas Dan Pipa Bekas

b. Pengakuan Persediaan

1)

Persedlaan d1aku1

a)

b)

pada saat poten31 manfaat ekonomi masa depan

~diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai

atau biaya yang dépat diukur dengan andal;

, pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/

atau kepenguasaannya berpmdah
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2) Pehgakuan'perscdiaan \pada akhir peribde”A‘kunt‘ansi,
dilakukan bérdasarkan hasil inventarisasi fisik.
c. Pengukuran Persediaan i
'1) Metode pencatatan persedlaan dllakukan secara perxodlk
yaitu pengukuran persediaan  pada saat periode
penyusunan laporan keuangari dilakukan berdasarkan
hasil inventarisasi dengan menggunakari harga perolehan
tefakhir/ harga pbkok produksi térakhir /nilai wajar.
2) Persediaan disajikan sebesar: | V
a) Biaya perolehan apablla d1peroleh dengan pembehan
- Biaya perolehan persedlaan meliputi harga pembelian,
biaya “pengangk‘utan, biaya penanganan dan - biaya
lainnya yang se'éara‘ langsung dapat dibebankan pada
~ perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan
lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
_b)Harga pokok produks1 apabila dipefoleh dengan
memproduk31 sendiri. Harga pokok produk31 persediaan
~meliputi biaya langsung yang  terkait dengan
persediaan yang diproduksi dan biaya’ tidak iangsung
yang dialokasikan secara sistematis.
c) Nilai ‘wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya
seperti donasi. Harga/ nilai wajar persediaan meliputi
nilai tukar aset atau penyelesaian ,kewajiban antar
pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan
transaksi wajar (arm length transaction).
d. Pencatatan Persediaan |
1) Metode Periodik ; o
Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung
mencatat nilai persediaan ketika terjadi pemakaian.
Jumlah akhir persediaan diperoleh dengan melakukan
perhitungan fisik (stock opname)‘; ‘Berdasar hasil stock
, opnarﬁé, pada akhir periode dibuat jurﬁal penyesuaian
~untuk mencatat nilai persediaan dengan menggunakan
harga perolehan ‘terakhir/harga pokokr‘ - produksi

trerakhir/nilai wajar. Metode periodik digunakan untuk
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2)

mencatat persediaén yang sifatnya sebagai pendukung
operasional kegiatan SKPD, misal alat tulis kantor (ATK).
Pengukuran pemakaian persediaan dihitung dengan cara
menjumlahkan saldo awal persediaan  ditambah
pembelian/penambahan persediaan dikurangi saldo
akhir persediaan dikalikan harga perolehan terakhir.
Metode Perpertual, :

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi mencatat nilai
persediaan setiap terjadi mutasi persediaan (masuk dan
keluar), sehingga jumlah persediaan selalu ter-update.
Metode ini dipakai untuk jenis persediaan yang Sifatnya
continues dan membutuhkan pengendalian yang kuat,
misalkan persédiaan obat-obatan di RSUD/ Pu'skesmas/

Intalasi Farmasi. Persediaan dinilai dengan metode FIFO

+ (First In First Out) yaitu harga dari barang-barang yang

pcrtafna kali dibeli akan menjadi harga barang yang
digunakan/dikeluarkan pertama kali, sehingga nilai
persediaan akhir dihitung mulai dari harga pembelian
terakhir. V

e. Penyajiari dan Pengungkapan Persediaan

1)
2)

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan: v

(a) persediaan seperti barang atau perlengkapan yang
digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang
atau perlengkapan yang digunakan dalam proses
produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau
‘diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang
masih dalam proscs produkst yang dimaksudKatl
untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

dan

(b) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi

rusak atau usang.
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6) Aset Untuk Dikonsolidasikan

a. Déﬁnisi Aset untuk Dikonsolidasikan
Aset untuk dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena
adanya hubungan timbal balik antara ';Entitas Akuntansi
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Entitas
Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset
ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD
dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri
dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh
Entitas Akuntansi PPKD sepanjang mempﬁnyai transaksi
dengan seluruh Entitas Akuntansi SKPD. |

'b. Pengakuan Aset untuk Dikonsolidasikan
Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi
transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh Entitas
Akuntansi SKPD.

‘¢. Pengukuran Aset untuk Dikonsolidasikan
Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai
transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan
mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk
dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan
laporan  konsolidasi akun-akun ini akan  saling
mengeliminasi. | |

d. Pengungkapan Aset untuk Dikonsolidasikan |
Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca
dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada
.Entitas Akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini

akan tereliminasi.

C. ASET NON LANCAR
" Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap,
dana cadangan, dan aset lainnya. |
1. Investasi Jangka Panjang
(1) Definisi Investasi Jangka Panjang
1) Investasi jangka panjang adalah investasi yang

dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas)
bulan. .
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2)

3)

4)

S)

6)

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
Péngertian‘ berkelanjutan adalah  investasi yang
dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada
niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali,
tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh
yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga
hubungan kelembagaan.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang
yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

Investasi jangka paﬁjang yang tidak termasuk dalam
investasi permanen adalah invesfasi yang dimaksudkan
untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti
kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12
(dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki
terus menerus atau ada niét untuk memperjualbeiikan
atau menarik kembali.

Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci

diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS)

(2) Pengakuan Investasi Jangka Panjang

1)

2)

3)

4)

Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria

kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau

jasa pbtensial di masa yang akan datang atas suatu

investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah;

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur

secara memadai (reliable).

Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:

a) Deviden Tunai; |

b) Deviden Saham; dan

'c) Bagian Laba.

Pengakuan untuk hasil investasi untuk Deviden dapat

dilakukan dengan cara sebagai berikut: |

'a) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh
dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang

pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat
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S)

sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang Sah).

b) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba

berupa dividen tunai yang diperoleh Pemerintah
Daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi
(dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi
nilai investasi Pemerintah Daerah (dalam jurnal
berbasis akrual).
Pengakuan hasil investasi untuk Dividen dalam bentuk
saham yang diterii’na baik dengan metode biaya maupun
metode ekuitas akan menambah nilai investasi

pemerintah.

Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat

dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a) Hasil investasi yang dipe_roleh dari penyertaan
| modal Pemerintah Daerah berupa bagian laba dari
penerima investasi (jnvestee) yang peﬁcatatannya
menggunakan metode biaya tidak dilakukan
pencatatan.
b) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba
tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan
pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan-investasi.

(3) Pengukuran Investasi Jangka Panjang

1)

2)

Sesuai dehgan sifat investasi, pengukuran investasi

jangka panjang ‘untuk investasi permanen misalnya

penyertaan modal Pemerintah Daerah, dicatat sebesar

biaya perolehan, meliputi harga transaksi investasi itu

sendiri ditambah ‘biaya lain yang timbul dalam rangka

perolehan investasi tersebut.

Sesuai dengan sifat investasi, pengukuran investasi

jangka panjang untuk investasi nonpermanen yaitu':

a) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang
dan inVestasi yang dimaksudkan tidak untuk
dimiliki  berkelanjutan, dinilai sebesar nilai

perolehénnya.
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b)

d)

Yang dimaksudkan untuk penyehatan/
penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai
bersih yang dapat direalisasikan.  Untuk
penyehatan/penyelamatan pefekonomian ‘misalnya
dana talangan dalam rangka penyehatan
perbankan.

Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek
pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar
biaya pembangunan termasuk Dbiaya yang
dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang
dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek
sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari
pertukaran aset Pémerintah Daerah, maka nilai
investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah
sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi
tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan ‘investasi dalam valuta asing yang -
dibayarr dengan mata uang asing yang sama harus
dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan
nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku
pada tanggal transaksi.

Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana

bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk

dikelola  dan digulirkan kepada masyarakat oleh
Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran
yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan

tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam

‘bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih

yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value).

3) Penyisihan Dana Bergulir

a)

Penyisihan Dana bergulir bertujuan untuk
menyajikan nilai bersih dana bergulir yang dapat
direalisasikan (net realize value). Penyisihan dana

bérgulir bukan merupakan penghapusan dana
bergulir. ‘ ‘
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b

d‘)

:

Penghapusbukuan dana bergulir adalah hilangnya
hak tagih dan/atau hak menerima tag’irhyan atés dana
bergulir.‘ 5 4
Penghapustagihan dana bergulir adalah hilangnya
hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana
bergulir. ; | e | |
Kualitas dana bergulir adalah perkiraan. atas
ketertagihan dana bergdlir yé.ng diukur berdasarkan

umur dana bergulir dan/atau upaya tagih

pemerintah kepada debitor.

Dana - bergulir kelola sendiri/langsung adalah
mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola
sendiri Pemerintah Daérah mulai proses menyeleksi,

menetapkan penerimé daria- bergulir, menyalurkan

dan menagih  kembali dana  bergulir serta

~~ menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir.k

Dana . bergulir ‘denga'n “executing agency adalah
mekanisme penyaluran dana  bergulir melélui
Entitas (lembaga keuangan barik, 1erribaga keuangan
buk_an bank, koperasi, ‘modal ventura dan lembaga
keunagan lainnya) = yang - ditunjuk  dan
bertanggungjawab hanya untuk  menyeleksi,
menetapkan penerima dana bergulir, menyalufkan
dan menagih kembali dana bergulir serta
ymenanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir
sesuai ‘perjanj ian. |

Dana bergulir dengan chanelling agency adalah
mekanisme penyaluran dana bergulir melalui
Entitas (lembagé keuangan bank, lembaga keuangan
bukan bank, koperasi; modal veritura dan lembaga
keuangan lainnya)r ‘ yéng ' ',,‘ditunjuk dan
bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana
bergulir. 2

- 4)  Penggolongan Kualitas Piutang Dana Bergulir terdiri atas:

a)

Dana bergulir dengan kelola sendiri:

(1) Kualitas lancar derigan kriteria:
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(@) Umur dana bergulir sampai dengan 1 (satu)
‘tahun; dan/atau o
(b) Ma31h dalam tenggang waktu jatuh tempo;
dan/ atau
(c) Penerima dana bergulir ‘fnenyetujui‘ hasil
| ~pemeriksaaﬁ; dan/atau
~ (d) Penerima dana kooperatif. -
(2) Kualitas kurang lancar dengari kriteria :
| (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 (satu) tahun
sampai dengan 3 (tiga) -tahun; dan/atau
(b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu)
‘ bulan terhltung sejak tanggal Surat Tagihan
Pertama belum melakukan = pelunasan;
dan/atau | |
(c) Penerima dana kurang koorperatif dalam
pemeriksaan; dan/atau ' |
© (d) Penerima dana bergulir menyetujui sebagian
hasil pemenksaan |
(3) Kualitas diragukan dengan kr1ter1a
(a) Umur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) tahun
 sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
- (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan sejak tanggal ‘Surat Tagihan Kedua
belum melakukan pelunkasan' dan/atau
(c) Pene'rima dana - tidak kooperatlf dalam
pemerlksaan dan/ atau
(d) Penerima dana tidak menyetu_]ul seluruh
hasil pemer1ksaan ,
(4) Kualitas macet dengan kriteria:
(a) Umur dana berguhr lebih dari 5 (hma) tahun;
dan/atau | |
(b) Penerima dana bergulir dalam jangka waktu
1 (satu) bulan ferhitung sejak tanggal Surat
Taglhan Ketiga belum melakukan pelunasan '
dan/ atau

68



: (c) Penerima dana tldak d1ketahu1 keberadaanya;
dan/ atau ; 4

- (d) Penerima - dana mengalami kesulitan

| bangkrut dan/ atau menmggal dunia

~ dan/atau N ‘

(e) Penerima daha mengalami musibah (force

majeure).

b)  Dana bergulir dengan éxecuting agency.
(1) Kualitas lancar dengaﬁ kriteria : »

(a) Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga
Keuangan Bukah Bank (kLKBB) , koperasi,
modal ventura dan lembaga  keuangan
lalnnya menyetorkan pengembahan dana |
bergulir scsua1 dengan perjanjian dengan
‘Pemerintah Daerah; dan/atau | ‘

(b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

' (2) Kualitas macet dengan kriteria :

(a) LKB, LKBB, koperas1, modal ventura’ dan
lembaga keuangan lainnya dalam jangka
‘waktu tertentu sesuai dengan rperjanjian

 tidak melakukan pelunaSén; dan/atau |

‘(b) LKB, LKBB, kop‘e‘rasi, modal ventura dan

. lembaga keuangan lainnya ftidak.diketahui
keberadaannya; dan/atau

(c) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan
lembaga keuangan » lainnya  bangkrut;
dan/atau ' o

(d) LKB, LKBB, koperas1, modal ventura dan

lernbaga keuangan lainnya mengalami

musibah.

c) " Dana bergulir dengan chanelling agency :
(1) Kualitas lancar dengan krlterla

() Umur dana bergulir sampai dengan 1 (satu)

tahun; dan/atau
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(b) Masih dalam tenggang wa_ktu jatuh tempo.
(2) Kualitas kUrang iancar dengankriteria :
~ (a) Umur dana berguhr lebih dar1 1 (satu) tahun
S sampai dengan 3 (tlga) tahun dan/atau
(b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan
, " Pertama belum melakukaﬁ pelunasan.
(3) Kualitas diragukan dengan kriteria : :
(a) Umur dana berguhr lebih dari 3 (tiga) tahun ‘
‘ sampa1 dengan 5 (lima) tahun; dan /atau ’
(b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua
belum melaku‘kan pelunasan. |
(4) Kualitas macet dengan kriteria‘:
(a) Umur dana bergulir lebih dari 5 (lima) tahun; '
dan/atau - L '
(b) Penerima dana bergulir dalam jangka Waktu
1 (satu)‘ bulan }terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasah;
dan/atau i |
(c) Penerima dana bergulir tidak diketahui
keberadaanya; dan/atau
(d) Penerimla dana merigalami ~kesulitan
bangkrut dan/ atau meninggal dunia;
dan/atau | |
(e) Penerima dana mengalami' musibah
(force majeure).

5) Bésaran penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih
pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) dengan
ketentuan sebagai berikut : o

(1) Kualitas lancar, sebesar O 5% (ﬁol koma lima
persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
(2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh

persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang

lancar;
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(3) Kuahtas diragukan, sebesar 50% - (lima puluh

persen) dari dana berguhr dengan kualitas

’diragukan' setelah dikurangi .dengan nilai agunan

atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

(4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari

dana berguhr dengan kualitas macet setelah
d1kurang1 dengan nilai agunan atau n11a1 barang

- sitaan (jika ada).

6) Penghapusan Dana Bergulir

a)

b)

'Penghapusan dana bergulir oleh Pemerintah Daerah

terdiri atas: o
(1) Penghapusbukuan  dana bergulir  atau
penghapusan bersyarat dana bergulir; dan |
(2) Penghapustagihan dana | bergulir atau
| penghapusan mutlak dana bergulir,

Penghapusbukuan - dana bergulir atau

penghapusan bersyarat ~ dana | bergulir

sebagaimana dimaksud Vdapat‘ dilakukan dengan
pertimbangan antara lain: | |
(1) Dana - bergulir 'melémpaui batas umur
(kedaluwarsa) yang ditetapkar;' sebagai kriteria
- kualitas dana bergulir macet; dan/atau
(2) Debitor tidak melakukan pelunasan 1 bulan
setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga;k dan/atau
(3) Debitor mengalami musibah (force -majeu're);
dan/atau | B o |
(4) Debitor meninggal dunia dengan tidak
‘'meninggalkan harta warisan dan = tidak
 mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak
diketahui keberadaanya | berdasarkan surat
keterangan dari pejabat yang berwenang;

dan/atau

(5) Debitor tidak mempunyai harta = kekayaan

lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari
pejabat yang berwenang yang menyatakan

bahwa debitor memang ibenar—benaf' sudah
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tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
dan/atau | ‘
(6) Debitor  dinyatakan  pailit = berdasarkan
- putusan pengadilan; dan/atau
(7) Debitor yang tidak diketahui keberadaanya lagi
karena: | |

() Pindah alamat atau alamatnya tidak
jelas/tidak lengkap berdasarkan surat
keterangan/pernyataan dari pejabat yang
berwénang; dan/atau-

(b) Telah meninggalkan “Indonesia
berdasarkan surat keterangan/pernyataan
dari pejabat yang berwenang; dan/atau

(c) Dokumen-dokumen sebagai dasar
penagihan kepada debitor tidak lengkap
atau tidak dapat ditelusuri | lagi
disebabkan keadaan yang tidak dapat
dihindarkan dan sebagainya }berdasarkan
surat Lketerangan/ pernyataan pejabat
yang berwenang; dan/atau |

(d) Objek dana  bergulir hilang dan
dibuktikan dengan dokumen keterangan
dari pihak kepolisian.

c) Tata cara penghapusbukuan dana bergulir atau
penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan. |

d) Perlakuan Akuntansi penghapusbukuan dana
bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir
dilakukan dengan cara mengurangi akun dana
bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak
tertagih.

e) Penghapusbukuan dana bergulir atau
penghapusan  bersyarat dana bergulir tidak
menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu

terhadap dana bergulir = yang sudah
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dihapusbukukan ini masih dicatat secara

ekstrakomtabel dan diuhgkapkan dalam catatan

atas laporan keuangan.

Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan

- mutlak dana bergulir dapat dilakukan dengan

pertimbangan antara lain:

(1)

(2)

Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa
pihak yang berutang/ debitor kepada daerah,
untuk  menolong  pihak  berutang dari
keterpurukan yang lebih dalam, misalnya
kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) yang tidak mampu membayar. |

Penghapustagihan  sebagai  suatu | sikap

- menyejukkan, membuat citra pehagih menjadi

, o

(4)

(7)

lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih
luas menghadapi tugas masa depan. o
Penghapustagihan. ksebagai 'sikap berhenti
menagih, menggambarkan situasi tak mungkin’
tertagih melihat kondisi pihak tertagihA.

Penghapustagihan  untuk restrukturisasi

penyehatan utang, misalnya penghapusan

-denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi

pokok  kredit = baru, reschedulling dan -
penurunan tarif bunga kredit.

Penghapustagihan setelah semua upaya tagih

‘dan cara lain gagal atau ‘ rtidak mungkin

diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi
menjadi 'saham/ ekuitas /penyertaan, dijual,
jaminan dileiang. _ |
Penghapustagihan sesuai | hukum  perdata
umumnya, hukum kepailitan,hukum industri
(misalnya industri keuangan dunia, industri
perbankan), hukum pasar modal, hukum
pajak, melakukah ~ benchmarking
kebijakan/peraturan write off di negara lain.

Penghapustagihén secara hukum sulit atau
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7)

8)

tidak  mungkin = dibatalkan,apabila telah
diputuskan dan diberiakukan,‘ kecuali cacat
hukum. ; | |

g) Tata cara penghapustagihan dana bergulir ‘atau
penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

h) Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan
mutlak dana bergulir - dilakukan dengan cara
kmenutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan
penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas

_ laporan keuangan. | |

Diskonto atau premi pada pembelian  investasi

diamortisasi selama periode dari pembelian sampa1 saat

jatuh tempo sehmgga hasil yang konstan dlperoleh dari
investasi tersebut., ‘

Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut

dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga,

sehingga merupakan penambahan atau pengurangan
dari nilai tercatat investasi (carrying Dalue) tersebut.

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga

metode yaitu:

a) Metode Biaya;

b) Metode Ekuitas;

c) Metode Nilai Bersih yahg dapat direalisasikan.

10) Metode biaya adalah suatu metode Akuntansi yang

mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

11) Metode ekuitas adalah suatu metode Akuntansi yang

mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga
per'olehan.rNilai investasi tersebut kemudian disesuaikan
dengan perubahan bagian investor atas kekayaan
bersih/ekuitas dari badan usaha" penerima investasi

(investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

12) Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari

20% (dua puluh persen). Dengan menggunakan metode

biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan.
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Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar
bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi
besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum
yang terkait. -

13) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% (dua
puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen) , atau
kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi
memiliki pengaruh yang signifikan atau jika kepemilikan
lebih dari S50% (lima puluh persen). Dengan
menggunakan metode  ekuitas Pemerintah Daerah
mencatat investasi awal sebesar Abiaya perolehan dan
ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi
pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba
kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima
Pemerintah Daerah akan mengurangi nilai investasi
Pemerintah Daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi
juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan
investasi ~ Pemerintah Déerah, misalnya adanya
perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing
serta revaluasi aset tetap.

14) Metode ’nila'i‘ bersih yang dapat' direalisasikan jika
kepemilikan bersifat honpermanen. Metode nilai bersih
yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk
kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka
waktu dekat. ,

(4) Penyajian dan Peng\mgkapan Investasi Jangka Panjang
Investasi Jangka Panjang .disajikan dalam Neraca dén
finciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

| (CaLK). Perhi diungkapkan metode penilaian dan jenis

investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
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2. Aset Tetap '

a.

Definisi Aset Tetap

0

3)

s

S)

6)

7)

8)‘

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk

digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau

~ dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2)

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas

‘yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang

diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat
perolehan atau 'konstruksi sampai dengan aset
tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk

dipergunakan.

Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku

‘aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset

setelah dikurangi akumulasi penyusutan

Penyusutan adalah aloka31 yang sistematis atas n11a1

suatu aset tetap yang dapat d1susutkan (depreczable’

assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan

Masa manfaat adalah:

a) Periode suatu aset dlharapkan d1gunakan untuk
aktivitas  pemerintahan dan/atau  pelayanan
publik; atau |

b) Jumlah produksi atau nit serupa  yang

 diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas
pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat

diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setélah

dikurangi taksiran biayé. pelepasan. |

Konstruksi dalam ‘pengerjaan adalah aset-aset yang

~sedang dalam proses pembangunan.

Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan
dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi ‘
Entitas yang terbagi dalam klasifikasi: |
a. Tanah; , v ‘
b. Peralatan dan Mesin;

c. Gedung dan Bangt.inari; _
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9)

10)

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;

e. Aset Tetap Lainnya; dan

f. Kontruksi Dalam Pengerjaan. .

Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud
untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah
Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. -

Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan

_ kcndaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh

11)

12)

inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya
signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua
belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. _'

Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan
bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk
dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah
Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan; irigasi, dan
jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki :
dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam
kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik
sebagai berikut: ‘

a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain

penggunaannya;

c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan

d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
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13)

14)

15)

| 16)

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang'tidak dapat
dikelompokkén ke dalam kelompok aset tetap di atas,
yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan
operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi
siap dipakai.

Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset
Tetélp Renovasi. | : ’
Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang
sedang dalam proses pembangunan namun pada
tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
Konstruksi VDalam Pengerjaan mencakup peralatan
dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan
jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses
perolehannya ~dan/atau - pembangunannya
membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan
belum selesai. _ | _
Klasifikasi aset tetap secara terinci diuraikan dalam

Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan Aset Tetap

1)

2)

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat
ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya
dapat diukur dengan andal.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi |

- kriteria sebagai berikut:

“a) Berwujud;

b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan; |

c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

d) Tidak dimaksudkan untuk'dijual ‘dalam operasi
normai Entitas; dan

e) Diperoleh atau dibanguh déngan ‘maksud untuk
digunakan;

f) Nilai Rupiah pembelian barang material atau
pengeluaran - untuk pembelian barang tersebut
memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap

yang telah ditetapkan.
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3)

4)

S)

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk
digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung
kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan
untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah
diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan
atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila
terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak
kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum,
misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan
kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap
belum didukung dengan bukti secara hukum
dikarenakan masih adanya suatu proSes administrasi
yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih
harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat
kepemilikannya di instansi berwenang, maka éset
tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti
bahwa penguésaan atas aset tetap tersebut telah
berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan

penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik
sebelumnya. |

Pengukuran Aset Tetap

1)
2)

3)

4)

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.

Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan
biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset
tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
Untuk tujuan pernyataan ‘inli, penggunaan nilai wajar
pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf
diatas bukan merupakan suatu proses penilaian
kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya
perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya
diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan
selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila

- terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian
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,’6)>

 aset tetap yang mengldentlﬁka31kan blayanya Dalam
,keadaan suatu aset yang dlkonstruk31/ dlbangun
B send1r1 suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas

‘ b1aya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal

dengan Entitas tersebut untuk perolehan bahan baku,' _

~ tenaga kerja dan b1aya lain yang digunakan dalam

proses konstruksi.

Biaya perolehan suatu ‘aset tetap ‘terdiri dari harga
belinya atau konstruksmya, termasuk bea impor dan
setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung
dalam ~membawa_ aset tersebut ke kondisi yang
‘r‘nembuat aset tersebut dapat bekerja untuk
B penggunaan yang « dimaksudkan. , e
,Komponen blaya perolehan dapat dluralkan sebagax
berlkut
Jenis Aset Komponen Biaya Perolehan
 Tetap R RSl |
Tanah harga perolehan ‘ atau biaya |
| pembebasan  tanah, * biaya yang
dikeluarkan - dalam rangka
memperoleh hak, biaya pematangan,
B pengukuran, penimbunan, di.
Peralatan dan | pembelian, biaya pengahgkutan, biaya
Mesin inStalaéi, serta biaya langsung lainnya
untuk  memperoleh dan
mempersiapkan sampéi peralatan dan
_ mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan harga pembelién atau biaya
Bangunan konstruksi, | termasuk biaya
pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
| Jalan, biaya perolehan atau biaya konstruksi v
Jaringan, dan |dan biaya-Biaya lain yang dikeluarkan
Instalasi B sampai jalan, jaringan, dan instalasi
ERI | tersebut siap pakai.
Aset Tetap seluruh biaya yang dikeluarkan urituk
Lainnya - mempefolch aset tersebut sampai siap
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7)

- 8)

9)

Jenis Aset Komponen Biaya Perolehan
Tetap

pakai. | v

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnyav
yang diperoleh melalui kontrak
meliputi pen‘gcluaran ‘nilai ‘kontrak,
biaya  perencanaan dan pengawasan,
pajak, serta biaya perizinan. |
Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya.
yang diadakan melalui swékelola,
misalnya untuk Aset Tefap Renovasi,'
meliputi - biaya langéung dan tidak
langsung, yang terdiri dari biaya
bahan baku, tenaga kerja, sewa
peralatan, biaya perencanaan dan
pengawasan, biaya perizinan, pajak,

dan jasa konsultan.

‘Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat

dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan
minimal kapitalisasi (capitalization threshold). Batasan
ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi
aset tetap. |

Jika biaya perolehan per satuan aset tetap kurang
dari nilai satuan minimum kapitalisési aset tetap,

maka Entitas mengakui/mencatat biaya perolehan

- sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak

menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun
demikian, - Entitas tetap mengungkapkan perolehan
aset tetap tersebut dalam Catatan atas Laporan
Keuangan. | |

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan
merupakan suatu komponen biaya aset tetap
sepanjang biaya tersebut tidak dapat - didistribusikan

secara langSung pada biaya perolehan aset atau

membawa aset ke kondisi kerjanya.

10) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari
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harga pembehan
| d. Pemlalan Awal Aset Tetap 4
' 'Barang berwujud yang memenuhi kuahﬁkas1 untuk diakui
.sebaga1 suatu aset dan dlkelompokkan sebagau aset tetap, ,
7 pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan
e; ' Perolehan melalui Pembelian dan Pembangunan _
- Perolehan melalui pembehan dan pembangunan dapat‘ -
' _d1lakukan dengan pembehan tunai dan angsuran atau

,pernbayaran termm sesua1 kemajuan pekerjaan (kontrak .

konstruk31)
1) Perolehan melalu1 pembehan tunai

L Apabila perolehan aset tetap dllakukan me1a1u1

pembehan,tunal (tanpa termm), pencatatan kedalam

akun Aset Tetap dilakukan apabila ’pembayarénnya
_langsung lOO% (seratus prosen), nilai yang diakui
o ‘sebagal aset tetap sebesar harga perolehan aset
: termasuk semua biaya yang dikeluarkan sampa1
dengan aset tersebut siap untuk: d1pergunakan
2) Perolehan melalui termin (kontrak konstruksi).

Pada pérolehan “aset tetap ,melaluyi’ termin (kontrak
kdnstruksi), pencatatan ke"‘ akun Konstruksi Dalam
Pengérjaan (KDP) dilakukanf pada  saat pembéyaran .
~termin sebelum pekerjaan selesal Pada saat pekerjaan
telah selesai d11akukan 100 % (seratus prosen) maka
akun Asct. Tetap diakui dan akun- Kontruksi Dalam
Pengerjaan atas aset tetap }bersangkuta‘n'dielirriinasi. |
f. Perolehan Secara Gabungan | | . ;
Blaya perolehan dari masmg-masmg aset tetap yang\'i
dlperoleh - secara  gabungan d1tentukan  dengan
mengalokasikan ' "harga T gabungan s ;tcrsebut‘
'bérdasarkan p’erb‘andingan nilaiﬂwajar masing-masing aset
yang bersangkutan. | . | o .

Simulasi Penghitungan Harga Barang secara Proporsmnal
Dalam kegiatan pengadaan barang dan _]asa peralatan‘

kantor d1peroleh informasi d1bel1 beberapa macam barang
scbagal berikut : ‘
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Komputer PC 10 buah seharga RplOO' 000.000,00
Laptop 3 buah 'seharga Rp30.000.000,00
Meja kerja sebanyak 15 buah seharga Rp15 000.000,00 -

BN SR

. Kursi rapat sebanyak 100 buah seharga
Rp75.000.000,00 '

5. Kepamtlaan sebesar Rp3 500.000, OO

6. PPh dan PPN sebesar Rp6.500.000,00

Total Biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan barang

pei‘alatan kantor tersebut adalah Rp230.000.000,00

dengan rincian RpZQ0.000.000;OO untuk barang dan

Rpl0.0‘O0.000,QO untuk PPN, PPh dan Biaya kepanitiaan.

Maka untuk harga rhasing-rnasing barang dapat'

diperhitungkan sebagai berikut : ‘

1. Untuk komputer :

PPN dan er 100.000. 000 x Rp 10.000. 000 : 10
 Biaya lelang LRp 220.000.000 - :
= 4,545.455,55 : 10
= 454.545,55

Maka harga masing-masing komputer PC adalah
= Rp ( 100.000.000 : 10) + 454.545,55
= Rp 10.454.545,55 ' ’

2. Untuk laptop :

PPN dan ~[Rp 30.000.000 x Rp 10.000.000 : 3
Biaya lelang LRp 220.000.000
| -1.363.636,36  : 3

= 454.545,33
Harga masmg-masmg laptop. '
= Rp ( 30.000.000 : 3) + 454.545,33
= Rp 10.454.545,33

3. Untuk meja kerja

PPN dan . ‘= Rp 15.000.000 x Rp 10.000.000 : 15
Biaya lelang  [Rp 220.000.000 |
‘ : - = 681.818,18 : 15
= 45.454,33

Maka harga masing-masing meja ‘

= Rp( 15.000.000 : 15) + 45.545,33
Rp 1.000.000 + 45.545,33
Rp 1.045.454,33

n
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4. Untuk kursi rapat

PPN dan Rp 75.000.000 x Rp10.000.000

Biaya lelang Rp 220.000.000 ‘
= (3.409.090,91 : 100)
= Rp 34.090,91

Maka harga masing-masing kursi

Rp 750.000 + 34.090,91
Rp 784.090,91

g. Aset Tetap Digunakan Bersama

1)

2)

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas
Akuntansi, pengakuan aset tetap . bersangkutan
dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang
melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan)
terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan
surat keputusan penetapan status penggunaan oleh
Bupati sélaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang
Milik Daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan
(perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas

Akuntansi dan tidak bergantian.

h. Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial Fasilitas Umum

1)

2)

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama
dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas
umum (fasos/fasum), pengakuan ase't tetap dilakukan
setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang
ditanda tangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum

dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita

Acara Serah Terima (BAST). Apabila nilai nominal tidak
tercantum, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai

wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (Exchange of Assets)

1) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran

seluruhnya atau pertukaran sebagian aset tetap yang
tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam

itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh,

84

mﬂ

Rp ( 75.000.000 : 100) + 34.090,91



~ yaitu nilai ekuivalen atas nilai‘tercatat aset yang dilepas
setelah‘ disésuaikan dengan jumlah setiap kas atau
‘setara kas yang ditransfer/ dlserahkan /

2) Suatu aset tetap dapat dlperoleh melalu1 pertukaran
atas suatu aset yang serupa yang mcm111k1 manfaat
yang serupa dan ‘memiliki nilai wajar yang Serupa. |
Suatti aset tetap juga dapa:t'dilépas, dalam pertukaran |
dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan |
tersébut tidak ada keuntungan dan kerugian yang
“diakui dalam transaksi ini Biaya aset yang’ baru
’dlperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) ,
‘atas aset yang dllepas ' :

3) N1la1 wajar atas aset yang dlterlma tersebut dapat‘
: membenkan bukti adanya suatu pengurangan
(impairment) nilai Vatas aset yang 'dilepas.»'Dalam'kondisi
| sepérti 'ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-
bUkukan (written down) dan nilai setelah dviturun nilai-
bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset
yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang
‘serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, dan
' peralatan khusus Apablla terdapat aset lainnya dalam
pertukaran, misalnya kas, maka  hal  ini
mengmdlkamkan bahwa pos yang d1pertukarkan tldak

_mempunyai n11a1 yang sama.

j.  Aset Donas1 :

1) Aset tetap yang diperoleh dar1 sumbangan (donas1) harus
dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

2) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer :
tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu Entlt_as,'

| misalnya perusahaany non pemerintah memberikan
; bangunan yang dimilikinya guntu'k‘ digunakan oleh satu
“unit Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun.
Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila
didukung dengan bukti perpindahan,kepemilikannya
se"ca'ray huknm, sepefti adanya akta hibah. - |

' 3) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset
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»tétap tersebut dihubungkan 'dengan ‘kewajiban Entitas
‘1a1n kepada Pemermtah Daerah. Sebaga1 contoh, satu
| perusahaan swasta membangun aset tetap untuk

Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajlbannya |

kepada Pemerlntah Daerah telah dlanggap selesai..

, Perolehan aset tetap tersebut harus d1perlakukan seperti
' perolehan aset tetap dengan pertukaran ‘

4) Apablla perolehan aset tetap memenuhl kritefia
perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui
sebaga1 pendapatan operas1onal , ‘

j k. Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expendztures)

1) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap |

(subsequent expenditures) adalah pengeluaran yang

~ terjadi _setelah perolehan awal svuatu‘ﬁlaSCt'_ ftretap

- (subsequent experid'itures)’ yang ‘dapat berakibat

memperpanjang masa manfaat. atau yang kemungkman '
besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan
| datang dalam bentuk kapasitas, mutu produks1, atau

pemngkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai

satuan minimum kap1tahsas1 aset tetap atau lebih, harus

ditambahkan pada n11a1 tercatat (d1kap1tahsa31) pada aset
yang bersangkutan ‘ ,

2) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran
‘ pemehharaan akan dlkapltallsa51 Jlka memenuh1 seluruh' :
, kr1ter1a sebaga1 berikut: ;

a) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
(1) bertambah ekonomls/ eﬁs1en, dan/atau -
(2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
(3) bertambah volume, dan/atau
@) bertkambah’kapasitas produksi' ;
b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan
o aset tetap tersebut rnaterial/ ~melebihi batasan
minimal kap1tahsa31 aset tetap yang dltetapkan
\(capztalzzatzon thresholds)
3) Tldak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa

- manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa datang
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dalam  bentuk kapasitas/volume,
peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau

: peningkatan‘

| peningk"atan[ |
standar klnerja adalah pemehharaan/ :
| perba1kan/ penambahan yang merupakan pemehharaan
rutin/ berkala/ terJadwal atau yang dlmaksudkan hanya ~

untuk mempertahankan aset tersebut

tetap agar
berfungsi baik/ normal.: Dikec‘ualikan périgeluaran untuk

' /belarija pemeliharaan jalan 'a‘p‘abila ‘memenuhi kriteria
menambah manfaat ekonomi aset tetap dan batasan
kap1tahsa31 dlcatat sebaga1 aset tetap

4) Batasan m1n1ma1 kap1ta11sa31 aset tetap (capztallzatzon

thresholds) untuk ‘perolehan awal dan pengeluaran

setelah perolehan (subsequent expendztures) dltetapkan‘

‘sebagai berlkut

L ~ Nilai
. Kodefikasi Aset - Uraian Kapitalisasi
_ ‘ : ‘ ' _(Rp)
1 1.3 1 2] 1] 1:|ALAT BESAR DARAT . 500.000,00
1 3 1 2111 2 | ALAT BESAR APUNG 500.000,00
1 3 |'2 11} 3| ALAT BANTU ' 500.000,00
1 3 |21 2] 1 | ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR 500.000,00
1 1-3 -2 | 2.2 | ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR -~ 500.000,00
1 3 1 21 2| 3. |ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR 500.000,00
1 3 12 |2 | .3 | ALATANGKUTAN APUNG BERMOTOR 500.000,00
21 3 121 2 14 | ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR 500.000,00
1 312 J-2 | &5 | ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA 500.000,00
-1 3 2] 3| 1 |ALAT BENGKEL BERMESIN 500.000,00
1 3 12 ] 3] 2 | ALAT BENGKEL TAK BERMESIN 500.000,00
1 321 3| 3 |ALATUKUR 500.000,00
1 3.1 2] 4 | 1 | ALAT PENGOLAHAN 500.000,00
1 3 | 2] 4 [ 1 | ALAT PENGOLAHAN 500.000,00
1 3 1.2 [ 5 ] 1| ALAT KANTOR 500.000,00
‘1 32 | 5 {2 | ALAT RUMAH TANGGA 500.000,00
-1 3 | 2] 5 3 | MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT 500.000,00
1 3.1 2] 6| 1 | ALAT STUDIO : 500.000,00
1 3 | 2] 61 2 | ALAT KOMUNIKASI -500.000,00
1 3 {1 2 | 6| 3 | PERALATAN PEMANCAR 500.000,00
1 3 12 | 6 | 4 | PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI 500.000,00
1 3 | 2} 7| 1 {ALAT KEDOKTERAN 500.000,00
1°1:3 | 2 1.7 | 2 | ALAT KESEHATAN UMUM 500.000,00
1 3 {2 | 8] 1 | UNITALAT LABORATORIUM 500.000,00
1 3121 8 1 1 |UNITALAT LABORATORIUM 500.000,00
1 3 ]2 |8 | 2 | UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR - 500.000,00
1 3 | 2] 8 | 3| ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH 500.000,00
1 3 {2 8| 4 |ALAT LABORATORIUM FISIKA 500.000,00
: - | NUKLIR/ELEKTRONIKA :
1 3.1 2 8 | 5 | ALAT PROTEKSI RADIASI/ PROTEKSI 500.000,00
: _ | LINGKUNGAN® -
1 3 2 8 6 | RADIATION APPLICATION AND NON 500.000,00
o - | DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY
i LAINNYA : :
1.1.8 21 8 7 | ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 500.000,00
1:1-3 {2 -8 | 8 | PERALATAN LABORATORIUM " 500.000,00
HYDRODINAMICA
1 3 2 8 9 ' |'ALAT LABORATORIUM STANDARISASI - 500.000,00
KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI -
-1 3 1 29| 1 | SENJATA API 500.000,00
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© Kodefikasi Aset

Nilai

: ‘Uraian Kapitalisasi
: : (Rp)
1/1.3 1219 1.2 | PERSENJATAAN NON SENJATA APl 500.000,00
1 3 2 | 9 -2 | PERSENJATAAN NON SENJATA API - 500.000,00
1] 3 1219 | 3 | SENJATA SINAR » 500.000,00
1 3 2 19 1.4 { ALAT KHUSUS KEPOLISIAN 500.000,00
113 2.]10] 1 | KOMPUTER UNIT ) 500.000,00
1 3 2 10 [ 2 | PERALATAN KOMPUTER 500.000,00
1] 3 1211111 | ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI 500.000,00
143 |'2 1111 2 | ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA 500.000,00
1 3 2 1121 1 | ALAT PENGEBORAN MESIN _ . 500.000,00
113 1211212 | ALAT PENGEBORAN NON MESIN 500.000,00
113 {2113 1 |SUMUR ' 500.000,00
1 3 2 113 [ 2 | PRODUKSI 500.000,00
1| 3 | 2 13| 3 | PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN 500.000,00
11 3 12114 1 | ALAT BANTU EKSPLORASI 500.000,00
1 3 2 (141 2 | ALAT BANTU PRODUKSI 500.000,00
11-3 2 |'151 1 1'ALAT DETEKSI 500.000,00 |
1: 13 2 {151 2 1'ALAT PELINDUNG 500.000,00
113 2 {151 3. | ALAT SAR ' -500.000,00
1.1 3 12 |15 | 4 | ALAT KERJA PENERBANGAN 500.000,00
1:]1.3 | 2 |16 | 1. | ALAT PERAGA PELATIHAN DAN -.500.000,00
' v ~ PERCONTOHAN - : ;
1 4:3 "2 117 ] 1 | UNIT PERALATAN PROSES/ PRODUKSI . 500.000,00
1 3 2 |18 | 1 | RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT 500.000,00
11 3 2181 2 | RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA ~500.000,00
113 2.118 1 3 | RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT - 500.000,00
1 3 2 1191 1 | PERALATAN OLAH RAGA : 500.000,00
-1 3 3 1 1 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA '15 000.000,00
14313 1 | 2 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL 15.000.000,00
14 3 |31 2| 1 |CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI 15.000.000,00
113 13121 1 ) CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI 15.000.000,00
1 3 312 1 |- CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI 15.000.000,00
‘11 3 13211 |CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI - 15.000.000,00
1] 3 .13} 21 1 ]CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI 15.000.000,00
1.1 3 13 ] 3.1 | BANGUNAN MENARA PERAMBUAN 15.000.000,00
1 3 3 1.4 'l | TUGU/TANDA BATAS 15.000.000,00
1 3 31 4 1 | TUGU/TANDA BATAS 15.000.000,00
1 3 4 1 1 | JALAN 10.000.000,00
1] 3 4 | 1 | .2 | JEMBATAN ~ 10.000.000,00
1 3 4 | 2 1 | BANGUNAN AIR IRIGASI 5.000.000,00
11 3 4 | 2 |2 | BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT 5.000.000,00 |
143 4 | 2 | 3 |'BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN 5.000.000,00
g ‘ POLDER
113 412 {4 |'BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & 5.000.000,00
« PENANGGULANGAN BENCANA ALAM : : o
1 3 41 2 | 5 | BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR : 5.000.000,00
‘ . ' DAN AIR TANAH . :
I ]1-3 4 |.2 | 6 | BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU 5.000.000,00
1| 3 4] 21 6 | BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU 5.000.000,00
1 3 |4 | 217 { BANGUNAN AIR KOTOR 5.000.000,00
1 3 413 1 |'INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU 5.000.000,00
1 3 4 | 3 | 2 | INSTALASI AIR KOTOR 5.000.000,00 | .~
1 3 "4 | 3 | 3 |'INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ~5.000.000,00
1 3 4|1 3 | 4 | INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN 5.000.000,00 |
1] -3 |4 | 3| 5 |INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK" 5.000.000,00
1 3 4| 3 | 6 | INSTALASI GARDU LISTRIK 5.000.000,00
1 3 4 | 31 7 | INSTALASI PERTAHANAN . 5.000.000,00
1 3 4 -3 .| 8 | INSTALASI GAS 5.000.000,00
1|1 3 [ 4] 319 |INSTALASI PENGAMAN 5.000.000,00
1 3 4 | 3 [10 [ INSTALASI LAIN 5.000.000,00
1 3 4.1 -4 1 { JARINGAN AIR MINUM 1.000.000,00
1 3 4 | 4 | 2 |'JARINGAN LISTRIK 1.000.000,00
1] 3 14 ] 4 | 3 |JARINGAN TELEPON 1.000.000,00
1] 3 {4 | 4| 4 |JARINGAN GAS 1.000.000,00
1] 3 [ 5 1 [ 1 | BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAR Tidak dibatasi
1 3 S 1 1 [ BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK Tidak dibatasi
11 35| 1 2 | BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN Tidak dibatasi
‘ ' BENTUK MIKRO '
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: ; S Nilai
Kodefikasi Aset Uraian - Kapitalisasi
SR : ‘ : R
113 1541113 |KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN Tidal(c gi)batasi
1 3 51114 | MUSIK ° , Tidak dibatasi
113 |5 | 11 5 | KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL) * Tidak dibatasi
113 |5 | 1| 6 |THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND Tidak dibatasi
e REALITA
113 1.5 .11 7 | TARSCALT ~ Tidak dibatasi
1 [ 3 | 5[ 2 [ 1 | BARANG BERCORAK KESENIAN Tidak dibatasi
143 | 51 2 | 2 | ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN Tidak dibatasi
1.1 3 5 1 2 | 3 | TANDA PENGHARGAAN Tidak dibatasi
1 1.3 1513 | 1 | HEWAN PIARAAN Tidak dibatasi
1] 315|382 |TERNAK Tidak dibatasi
1 3 5 | 3 | 3 | HEWAN LAINNYA : Tidak dibatasi
1 3 51 4 1 | IKAN BERSIRIP (PISCES/IKAN BERSIRIP) Tidak dibatasi
1|1 3 | 5| 4| 2 | CRUSTEA (UDANG, RAJUNGAN KEPITING, Tidak dibatasi
, DAN SEBANGSANYA) - - v
1 3 S| 4 | 3 | MOLLUSCA (KERANG, TIRAM, CUMI-CUMI, Tidak dibatasi
GURITA, SIPUT, DAN SEBANGSANYA) o :
11 315 4| 4 .| COELENTERATA (UBUR: UBUR DAN Tidak dibatasi
» SEBANGSANYA) - 1o ‘
1113 1.5 | 4| S | ECHINODERMATA (TRIPANG, BULU BABI, DAN | Tidak dibatasi
: . SEBANGSANYA)
1 3 5.1 4 | 6 | AMPHIBIA (KODOK DAN SEBANGSANYA) Tidak dibatasi
‘1.3 5. 4| 7 | REPTILIA (BUAYA, PENYU, KURA-KURA, Tidak dibatasi
: ---{ BIAWAK, ULAR AIR, DAN SEBANGSANYA :
1 3 5 |.4 | 8 | MAMMALIA (PAUS, LUMBA-LUMBA, PESUT, Tidak dibatasi
: DUYUNG, DAN SEBANGSANYA) ‘
11 3 51 4 ]9 | ALGAE (RUMPUT LAUT DAN TUMBUH- Tidak dibatasi
: ' TUMBUHAN LAIN YANG HIDUP DI DALAM AIR) » ‘
1 3 S:1 4 110 | BIOTA PERAIRAN LAINNYA Tidak dibatasi
11 3 1515 |1 |TANAMAN Tidak dibatasi
11 3 5 1:6 | 1 | BARANG KOLEKSI NON BUDAYA Tidak dibatasi
1 3 5 | 7] 1 | ASET TETAP DALAM RENOVASI - Tidak dibatasi

1. Penyusutan

1) Metode penyusutan yang dlpergunakan adalah Metode

garls lurus (strazght line method).

, 2) Metode penyusutan garis lurus d1h1tung dengan rumus

- sebaga1 berlkut

Penyusutan per Perlode = N11a1 yang dapat disusutkan
‘Masa manfaat

; _4)’

3)

9

7)

8)

Pengh1tungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap
dilakukan untuk setiap Aset Tetap;
Periode penghitungan penyusutan aset tetap pahngf

~ sedikit dilakukan per semester;

Hasil penghltungan dan pencatatan penyusutan aset
tetap menjadi bahan penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah;

Nilai penyusutan untuk masmg-masmg periode diakui

‘sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi ;

Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset

- tetap. : :
Penetapan tentang masa manfaat aset tetap sebaga1mana

pada tabel dibawah ini:
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Masa
manfaat
(Tahun)

‘Kodefikasi Aset , L kUr’ai‘an

TRACTOR ‘ : 10

GRADER B ~ 15

EXCAVATOR g ; : 10

PILE DRIVER ST 10

HAULER SR 10

ASPHALT EQUIPMENT — 10

COMPACTING EQUIPMENT : 10

AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT ; 10

LOADER ' 10

—
[«

ALAT PENGANGKAT 10

—
[

MESIN PROSES o 10

o
[

ALAT BESAR DARAT LAINNYA

—
o

DREDGER

FLOATING EXCAVATOR

AMPHIBI DREDGER

KAPAL TARIK

MESIN PROSES APUNG

ALAT BESAR AFUNG LAINNYA

"ALAT PENARIK.

FEEDER

COMPRESSOR

ELECTRIC GENERATING SET

POMPA

MESIN BOR

UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN

ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR

o| | | o] » B W] O] = O] G| Bl W N}

PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEAM GENERATOR

JAFY ECIY Y NN FRPUIY [NV O VY NP ISP ANV (PR QS IS (SN [N S IO S ST S B B Bt B B B

N)RQN)M&)K\)MNNN'NNMNN&DN'R\)N‘MDDMNMNl\)

'www‘wwmwwmwmwnwww.—»—-.-.-a.-.-»-'.-.—._-r..a._.

ool ool | oo} 0| 0] o] o] 0] oo} | cof ) o] o} oof:

—
o

AIR PORT MAINTENANCE EQUIPMENT/ALAT BANTU
PENERBANGAN

[
foory

MESIN TATOO :

—
[

PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN

[
w

PERALATAN SELAM

._.
n

PERALATAN SAR MOUNTENERING

-
[¢4]

PERALATAN INTELEJEN

—
[o)]

ALAT BANTU LAINNYA -

KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN

KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG

KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG

“KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA

KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA

KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS - -

KENDARAAN TEMPUR

ALAT ANGKUTAN KERETA REL

ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA

.KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG

ol ol b ol o ool o ] o] NP NN N
SIS RSN SI RSB SIS I ST A L a ST o B B B Bl B
ol o] ool oo ool o] oo} oo} cof 00| oof 00} 0ol 0o Co} 00} 00

i =l ol ol 9 o] »] o]~

KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG
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Kodefikasi Aset

Uraian

Masa
manfaat
(Tahun)

ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAK BERMOTOR

2

ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BEMOTOR LAINNYA

2 -

(&)

N

w

ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK
BARANG ‘

10

w

N

3o}

(]

N

ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK
PENUMPANG

10

ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS

10

ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR MILITER

10

ps] ) ]

Wi W| Wl W

N N DI N

N N NI N

£l W LW

ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR LAINNYA

10

-l e} A W

ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK
BARANG

3

—

w

N

N

H

N

ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK
PENUMPANG

3

ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS

3

| ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR LAINNYA

3

KAPAL TERBANG

20

et ] et | =] =

Wl Wl W) W W

Nl N N DN

Wl O] O DN

! ) ol B »

=1 N | Pl W

ALAT ANGKUTAN TAK BERMOTOR UDARA LAINNYA

20

PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA
PONDASI :

10

[y

[

N

w

—

N

PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG
TRANSPORTABLE (BERPINDAH]}

10

PERKAKAS BENGKEL LISTRIK

~10

PERKAKAS BENGKEL SERVICE

10

PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN

10

PERKAKAS BENGKEL KAYU

10

PERKAKAS BENGKEL KHUSUS

10

PERALATAN LAS

10

O] | | O | H| W

PERKAKAS PABRIK ES

10

—
o

ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA

—
(@

PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM

PERKAKAS BENGKEL LISTRIK

PERKAKAS BENGKEL SERVICE

PERKAKAS PENGANGKAT

PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS) |

PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS)

PERKAKAS BENGKEL KERJA

PERALATAN TUKANG BESI

PERALATAN TUKANG KAYU

] = .
=l gl o] o N o) af B wf N -

PERALATAN TUKANG KAYU

PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING

—
[>]

PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM

[
w

ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA

ALAT UKUR UNIVERSAL

ALAT UKUR/TEST INTELEGENSIA

ALAT UKUR/TEST ALAT KEPRIBADIAN

ALAT UKUR/TEST KLINIS LAIN

ALAT KALIBRASI

OSCILLOSCOPE

UNIVERSAL TESTER
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ALAT UKUR/PEMBANDING

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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; - "
Kodefikasi Aset : asa

Uraian ' manfaat
‘ (Tahun)

9 | ALAT UKUR LAIN-LAIN

10 | ALAT TIMBANGAN/BIARA

11 | ANAK TIMBANGAN/BIARA

"12 '| TAKARAN KERING

13 | TAKARAN BAHAN BANGUNAN

14 | TAKARAN LAINNYA ,

15 '{ ALAT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

16 | SPECIFIC SET

17 | ALAT PENGUKUR KEADAAN ALAM

18 | ALAT PENGUKUR PENGLIHATAN

19 | ALAT PENGUKUR KETEPATAN DAN KOREKSI WAKTU
20 | ALAT UKUR INSTRUMENT WORKSHOQP .
21 | ALAT UKUR LAINNYA ‘

1 | ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN

2 | ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK

3 | ALAT PANEN ,

4 | ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN

5 | ALAT LABORATORIUM PERTANIAN

6 .| ALAT PROSESING

7 | ALAT PASCA PANEN

8 | ALAT PRODUKSI PERIKANAN

9 | ALAT-ALAT PETERNAKAN

10 | ALAT PENGOLAHAN LAINNYA

"MESIN KETIK

MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH

ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)

ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR

ALAT KANTOR LAINNYA

MEUBELAIR

ALAT PENGUKUR WAKTU

ALAT PEMBERSIH

ALAT PENDINGIN

ALAT DAPUR

ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)

ALAT PEMADAM KEBAKARAN

MEJA KERJA PEJABAT

MEJA RAPAT PEJABAT

KURSI KERJA PEJABAT

KURSI RAPAT PEJABAT

KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT

KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT

LEMARI DAN ARSIP PEJABAT

PERALATAN STUDIO AUDIO

PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM

PERALATAN STUDIO GAMBAR

. —
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PERALATAN CETAK
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‘ ; . R Masa ‘
_ Kodefikasi Aset* ' - “ Uraian manfaat
o : ; (Tahun)
3126|118 PERALATAN STUDIO PEME’I‘AAN /PERALATAN UKUR 5
‘ TANAH' : :
11312611 6 | ALAT STUDIO LAINNYA 5
113126 |2/ 1 | ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE 5
1132} 6 (2| 2 |ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB - 5
1 {34126 12 3 .| ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM. -5
11312162 4 .| ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF 5.
13|26 2| 5 |ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF 5
113]2}6}2| 6 |ALAT KOMUNIKASI SOSIAL 5
11312612 7 | ALAT-ALAT SANDI 5
11312 6| 2| 8 | ALAT KOMUNIKASI KHUSUS 5
1{3|2] .6 [ 2| 9 | ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIONAL 5
113]2{ 6 {2] 10 | ALAT KOMUNIKASI SATELIT ' 5
1132} 6 |2] 11 | ALAT KOMUNIKASI LAINNYA 5
113126 | 3| 1 |PERALATAN PEMANCAR MF/MW 10
1 3|2} 6 |3 2 |PERALATAN PEMANCAR HF/SW 10
113]2{ 6| 3| 3 |PERALATAN PEMANCAR VHF/FM - 10
11312 6| 3| 4 |PERALATAN PEMANCAR UHF - 10
1342 63} 5| PERALATAN PEMANCAR SHF 10
[T [3[26 |3 6 |PERALATAN ANTENA MF/MW 10
1 13|26 3| 7 | PERALATAN ANTENA HF/SW 10
1134126 | 3] 8 | PERALATAN ANTENA VHF/FM - 10
‘113,126 |3} 9| PERALATAN ANTENA UHF 10 =
113 |2| 6 | 3| 10 | PEERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA 10
11312 6 | 3| 11 | PERALATAN TRANSLATOR VHF/VHF 10
1 13]2 6| 3| 12 | PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF 10
11326 }3 | 13 /| PERALATAN TRANSLATGR VHF/UHF 10
132 6 | 3| 14 | PERALATAN TRANSLATOR UHF/VHF 10
113|216 | 3| 15 | PERALATAN MICROWAVE F P U 10
1312 6 |3 | 16 | PERALATAN MICROWAVE TERESTRIAL ‘10
1 13]2 6 |3 | 17 | PERALATAN MICROWAVE TVRO 10
113 |2 6 |3} 18 | PERALATAN DUMMY LOAD 10
11312 6|31 19 | SWITCHER ANTENA 10
113126 |3 |20 |SWITCHER/MENARA ANTENA 10
1 |3|2 6|3} 21 | FEEDER 10 .
11312 6|3 22 | HUMIDITY CONTROL : 10
113 [2] 6 | 3| 23 | PROGRAM INPUT ‘EQUVIPMENT 10
1.13 12 6 . 3| 24 |- PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF 10
113}2] 6.3 | 25 | PERALATAN PEMANCAR LF 10
‘113 12| 6 {3 [ 26 | UNIT PEMANCAR MF+HF = = 10
1713|263} 27 | PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF 10
1 (3|2 6 3| 28 | PERALATAN PENERIMA" 10
1:1 312 6 | 3-] 29 | PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA LF 10
113 ]2 6.} 3| 30 { PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF 10
1 ['312} 6 |3} 31 | PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA HF 10
113]|2| 6|3 | 32 | PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF 10
13i2/ 6 | 3| 33 | PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA VHF 10
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o Masa
Kodeﬁkgsi Aset - - Uraian manfaat
o (Tahun)
T [3[2] 6 | 3| 34 | PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA URF 10
1[3|2| 6 | 3| 35 | PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA SHF 10
T[3|2[ 6 | 3| 36 | PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA LF | 10
113 |2| 6 | 3| 37 | PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF | 10
T|3|2] 6 |3 | 38 | PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA HF | 10
T 13|26 | 3| 39 | PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA 10
MF+HF
T [3[2[ 6 |3 | 40 | PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA 10
VHF | |
T [3|2] 6 |3 | 41 | PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA 10
| i UHF o
T|3|2] 6 | 3| 42 | PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN 10
PENERIMASHF
1|3 |2] 6 | 3| 43 | PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE 10
RESOLUSI RENDAH
T[3|2] 6 | 3| 44 | PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE 10
RESOLUSI TINGGI
T3 |2| 6 | 3| 45 | PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM GAMBARKE | 10
PERMUKAAN
1132} 6 | 3| 46. | PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO 10
1[3]2] 6 | 3| 47 | SUMBER TENAGA _ 0
T[3[2| 6 | 3 | 48 | PERALATAN PEMANCAR LAINNYA 10
T {326 [ 4| 1 |PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI INSTRUMEN 15
o LANDING SYSTEM
T (32| 6 |4 | 2 |VERY HIGH FREQUENCE OMNI RANGE (VOR) 5
T[3|2[ 6 | 4| 3 |DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME] B
13|26 |4 | & | RADAR ; 15
1132 6 | 4| 5 |ALAT PANGATUR TELEKOMUNIKASI 5
T3 |2 6 | 4| 6 |PERALATAN KOMUNIKASI UNTUK DOKUMENTASI 15
T[3|2[ 6 | 4| 7 | PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI LAINNYA 5
T13 2] 7 | 1| 1 | ALAT KEDOKTERAN UMUM 5
T3 ]2 7 | 1] 2 | ALAT KEDOKIERAN GIGI 5
T[22 7 | 1| 3 |ALAT KEDOKIERAN KELUARGA BERENCANA 5
1132 7 | 1| & | ALAT KEDOKTERAN BEDAH 5
T3 |2[ 7 | 1| 5 | ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT 5
| KANDUNGAN
T3 (2 7 | 1| 6 |ALAT KEDOKTERAN THT 5
113 (2] 7 | 1| 7 | ALAT KEDOKTERAN MATA 5
1[5 [2] 7 | 1| 8 | ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM 5
T3 [2] 7 | 1] O | ALAT KEDOKTERAN KAMAR JENASAH/MORTUARY 5
T3 |2 7 | 1| 10 | ALAT KEDOKTERAN ANAK 5
T[3[2[ 7 [ 1] 11 |ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK 5
T[3 (2] 7 | 1| 12 | ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS 5
T3 (2| 7 | 1| 13 | ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI (SYARAF) 5
T3 |2 7 | 1| 14 | ALAT KEDOKIERAN JANTUNG 5
T3]0 7 | 1| 18 | ALAT KEDOKTERAN RADIODIAGNOSTIC 5
T3 (27 [ 1| 16 | ALAT KEDOKTERAN PATALOGI ANATOMY 5
T{3[2] 7 | 1| 17 | ALAT KEDOKTERAN TRANSFUSI DARAH 5
T3 |2 7 | 1| 18 | ALAT KEDOKTERAN RADIOTERAPY 5
T3 |2 7 | 1| 10 | ALAT KEDOKTERAN NUKLIR 5
T3 (2] 7 | 1| 20 | ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN 5
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Kodefikasi Aset

Uraian

Masa
manfaat
(Tahun)

21

ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT

w

22

ALAT KEDOKTERAN JIWA

23

ALAT KEDOKTERAN BEDAH ORTHOPEDI

24

ALAT KEDOKTERANICU

25

ALAT KEDOKTERANICCU

26

ALAT KEDOKTERAN BEDAH JANTUNG

27

ALAT KEDOKTERAN TRADITIONAL MEDICINE

28

ALAT KEDOKTERAN ANAESTHESI

ALAT KEDOKTERAN LAINNYA

ALAT KESEHATAN MATRA LAUT

ALAT KESEHATAN MATRA UDARA

ALAT KESEHATAN KEPOLISIAN

ALAT KESEHATAN OLAH RAGA

ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA
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ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK
PENYEHATAN

o] v ol | ] ] ] anf ] | vl i an

—

w
N}
o]
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N

ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGI TEKNIK
PENYEHATAN '

o]

ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA

ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA

ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI

] | s

(SIS SIS
B B B B

ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN
KONSTRUKSI

—

—

ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA

(o

w] W] W} w] w w

NN
| oo} cof 0oy 0O
—

[od BN o] »nj bW

ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN
BATUAN

oo] oo| 0o oo] 00 Co

ALAT LABORATORIUM COCOK TANAM

ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK

11

ALAT LABORATORIUM UMUM

12

ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI

13

ALAT LABORATORIUM KIMIA

14

ALAT LABORATORIUM PATOLOGI

15

ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI

16

ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI

17

ALAT LABORATORIUM FILM

18

ALAT LABORATORIUM MAKANAN

19

ALAT LABORATORIUM FARMASI

20

ALAT LABORATORIUM FISIKA

21

ALAT LABORATORIUM HIDRODINAMIKA

22

ALAT LABORATORIUM KLIMATOLOGI

23

ALAT LABORATORIUM PROSES PELEBURAN

24

ALAT LABORATORIUM PASIR
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25

ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN
CEKATAN

26

ALAT LABORATORIUM PEMBUATAN POLA

27

ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY

28

ALAT LABORATORIUM PROSES PENGELASAN

29

ALAT LABORATORIUM UJI PROSES PENGELASAN

et pet ] k] k]
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30

ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN LOGAM
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' KOdéﬁkési’Aset :

Uraian:

Masa
manfaat
(Tahun)

31

ALAT LABORATORIUM MBTR‘OLAOGIE
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ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN
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8 .
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ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI TEKSTIL
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ALAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL
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ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI
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ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KULIT,
KARET DAN PLASTIK -

w
N
(o]
—

38
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ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI -
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ALAT LABORATORIUM PERTANIAN
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ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA
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ALAT LABORATORIUM ENERGI SURYA
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ALAT LABORATORIUM KONVERSI BAT UBARA DAN
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ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI
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ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN

47

ALAT LABORATORIUM BIOLOGI PERAIRAN
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ALAT LABORATORIUM BIOLOGI
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ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA

50

ALAT LABORATORIUM TAMBANG

51

ALAT LABORATORIUM PROSES/TEKNIK KIMIA

52

ALAT LABORATORIUM PROSES INDUSTRI

53

ALAT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA -
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LABORATORIUM KEARSIPAN
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LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN URINALISIS
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ALAT LABORATORIUM' HERMODINAMIKA MOTOR
DAN SISTEM PROPULASI :
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ALAT LABORATORIUM PENDIDIKAN

59

ALAT LABORATORIUM TEKNOLOGI PROSES ENZYM

60

ALAT LABORATORIUM TEKNIK PANTAI

61

ALAT LABORATORIUM SUMBER DAYA DAN ENERGI

62

ALAT LABORATORIUM POPULASI
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'ALAT PENGUKUR GELOMBANG

UNIT ALAT LABORATORIUM LAINNYA
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ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI:
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ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI
MATEMATIKA
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. . . Masa
Kodefikasi Aset Uraian manfaat
(Tahun)
11312 8 3 3 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : k 10
IPA DASAR -
113121 8 3 4 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : 10
IPA LANJUTAN o
11312 813 5 | ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : 10
IPA MENENGAH
1i{3]2 8 3 6 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : 10
: ) IPA ATAS : :
1132 8 3 T ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : 10
: 1PS
11312 8 3 8 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BlDANG STUDI : 10
AGAMA
113128 |3 9 | ALAT PERAGA PRAKTEK Q'EKOLAH BIDANG STUDI : 10
‘ KETERAMPILAN
1]13]|2] 8|3 ]| 10 | ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : 10
KESENIAN
113121 8 3 11 | ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : 10
OLAH RAGA
113|2f 8 | 3| 12 | ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : 10
PKN
113]2| 8 3 | 13 | ALAT PERAGA LUAR BIASA (TUNA NETRA, TERAPI 10
FISIK, TUNA DAKSA, TUNA RUNGU)
1 (1312813 14 | ALAT PERAGA KEJURUAN 10
113]2 8 3 15 | ALAT PERAGA PAUD/TK 10
113]12] 8 3 16 | ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH LAINNYA 10
1113121 8 4 1 RADIATION DETECTOR 15
113121 81 4 2 MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC 15
1 {32! 8 4 3 ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM 15
1131218 |4 4 RECORDER DISPLAY 15
113]2/ 814 5 SYSTEM/POWER SUPPLY‘ 15 .
1:1312| 8 4 6 MEASURING/TESTING DEVICE 15
113121 8 4 7 OPTO ELECTRONICS 15
1[3|2] 8 4] 8 | ACCELERATOR 15
11312814 9 REACTOR EXPERIMENTAL SYSTEM 15
11312 814 10 .| ALAT LABORATORIUM FISIKA _ 15
: NUKLIR/ELEKTRONIKA LAINNYA
11312 8 5 1 ALAT UKUR FISIKA KESEHATAN 10
11312 8 S 2 | ALAT KESEHATAN KERJA 10
11321 8 5 3 PROTEKSI LINGKUNGAN 10 |
11312 8 5 4 METEOROLOGICAL EQUIPMENT 10
11312 815 5 SUMBER RADIASI 10
113([2] 8 5 6 ALAT PROTEKSI RADIASI/ PROTEKSI LINGKUNGAN 10
LAINNYA
1132 8 6 1 RADIATION APPLICATION EQUIPMENT 10
113|286 2 NON DESTRUCTIVE TEST (NDT)} DEVICE 10 .
11312 816 3 PERALATAN HIDROLOGI 10
1 (3218 6 4 RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE 10
. TESTING LABORATORY LAINNYA
113]2] 8 7 1 ALAT LABORATORIUM KWALITAS AIR DAN TANAH 8
113 2 8 7 2 ALAT LABORATORIUM KWALITAS UDARA 8
11312 8‘ 7 3 ALAT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN GETARAN 8
113]21 8 7 4 LABORATORIUM LINGKUNGAN 8
173]2 8 7 5 ALAT LABORATORIUM PENUNJANG 8
11312 8 7 6 ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA 8
11312 8 8 1 TOWING CARRIAGE 15
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: ‘ : Masa
Kodefikasi Aset Uraian manfaat
: ’ , {Tahun)
113 2 8 8 2 WAVE_GENERATOR_ AND ABSORBER 15
1132818 3 | DATA ACCQUISITION AND ANALYZING SYSTEM 15
113(2 818 4 | CAVITATION TUNNEL 1547
113|128 |8 5 | OVERHEAD CRANES 15
1713|2818 6 | PERALATAN UMUM 15
11312 818 7 | PEMESINAN : MODEL SHIP WORKSHOP 15
11312 8|38 8 | PEMESINAN : PROPELLER MODEL WORKSHOP 15
11312 8|8 9 | PEMESINAN : MECHANICAL WORKSHOP 15
11312 8 | 8] 10 | PEMESINAN : PRECISION MECHANICAL WORKSHOP 15
1|32 8 (8| 11 | PEMESINAN : PAINTING SHOP 15
11312 8| 8 {12 | PEMESINAN : SHIP MODEL PREPARATION SHOP 15 -
1|32 8 | 8] 13 | PEMESINAN : ELECTICAL WORKSHOP 15
11328118} 14 | MOB 15
1|3|2f 8 | 8§ 15 | PHOTO AND FILM EQUIPMENT 15
113 |2} 8 8] 16 | PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA 15
' LAINNYA
1131|2819 1 | ALAT LABORATORIUM KALIBRASI ELECTROMEDIK 8
: DAN BIOMEDIK
113|2{ 819 2 | ALAT LABORATORIUM STANDARD DAN KALIBRATOR 8
1132 819 3 | ALAT LABORATORIUM CAHAYA, OPTIK DAN AKUSTIK 8
1 (312 819 4 | ALAT LABORATORIUM LISTRIK DAN MEKANIK 8
11312/ 819 5 | ALAT LABORATORIUM TEKANAN DAN SUHU . 8
1132/ 819 6 | ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI 8
DAN INSTRUMENTASI LAIN
11312 89| 7 | ALAT LABORATORIUM NATIUS 8
113([2{819 8 | ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN 8
TELEKOMUNIKAS] PELAYARAN
11312819 9 | ALAT LABORATORIUM SARANA BANTU NAVIGASI 8
) PELAYARAN
-1 13 (2] 819 10 { ALAT LABORATORIUM UJI PERANGKAT 8
1]312] 8 | 9] 11 | ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI 8
DAN INSTRUMENTASI LAINNYA
113i2/91}1 1 | SENJATA GENGGAM 10
113]2] 971 .2 | SENJATA PINGGANG 10
113291 3 | SENJATA BAHU/SENJATA LARAS PANJANG 10
1131209 1}1 4 | SENAPAN MESIN 10
1132911 5 |[MORTIR 10
1131219 1|1 6 | ANTI LAPIS BAJA 10
11312 91}1 7 | ARTILERI MEDAN (ARMED) 10
1132/ 911 8 | ARTILERI PERTAHANAN UDARA (ARHANUD) 10
11312911 9 | KAVALERI 10
11312 91| 10 | SENJATA LAIN-LAIN 10
11312912 1 | ALAT KEAMANAN - 4
11312 92 2 | NON SENJATA API 4
113129 2 3 ALAT PENJINAK BAHAN PELEDAK (ALJIHANDAK) 4
113120912 4 | ALAT NUKLIR, BIOLOGI DAN KIMIA 4
1132 9 2 5 PERSENJATAAN NON SENJATA API_LAINNYA 4
11312/ 93| 1 |LASER , 4
1{3(2/9 {3 2 | SENJATA SINAR LAINNYA 4
113121914 1 | ALAT KHUSUS KEPOLISIAN 4

98




: Masa
Kodefikasi Aset Uraian manfaat
; (Tahun)

1 13(2]9 14 2 | ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA 4
113|294 3 | ALAT WANTEROR (PERLAWANAN TEROR) 4
11312914 4 | PERALATAN DETEKSI INTEL 47
113129 /|4 5 | ALSUS LANTAS 4
113294 6 | ALSUS RESERSE . 4
11312 9 | 4| 7 |ALSUSFOTOGRAFI KEPOLISIAN 4
1132 94! 8 | ALSUS DAKTILOSKOPI 4
1 {312 9|4 9 | INSTRUMEN ANALISIS LABORATORIUM FORENSIK 4
11312 9 |4 10 | ALAT KHUSUS KEPOLISIAN LAINNYA 4
113(|2/10}1 1 KOMPUTER JARINGAN 4
11312101 2 PERSONAL KOMPUTER 4
113(2/10{1 3 | KOMPUTER UNIT LAINNYA 5
11312110} 2 1 | PERALATAN MAINFRAME 4
1131201012 2 | PERALATAN MINI KOMPUTER 4
1131210} 2 3 | PERALATAN PERSONAL KOMPUTER 4
1 (3210 2 4 | PERALATAN JARINGAN .4
113]2/10}) 2 5 | PERALATAN KOMPUTER LAINNYA 4
113412011 ]1 1 | OPTIK - ' )
113]2111}1 2 | UKUR/INSTRUMENT . 5
1§1312(11 (1 3 | ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI LAINNYA 5
1]3]|2/11]2] 1 |MEKANIK , 10
113)2{11]|2| 2 |ELEKTRONIK/ELECTRIC 10
1321112} 3 | MANUAL 10
1 13|2{111{2 4 | ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA LAINNYA 10
113]212]1 1 | BOR MESIN TUMBUK 10
1131211211 2 | BOR MESIN PUTAR 10
1131211211 3 | ALAT PENGEBORAN MESIN LAINNYA 10
11312121 2 1 | BANGKA 10
1132112} 2 2 | PANTEK 10
113[2]12)2 3 | PUTAR 10
113212} 2 4 | PERALATAN BANTU 10
113(2f12]:2 5 | ALAT PENGEBORAN NON MESIN LAINNYA 10
1 (32131 1 | PERALATAN SUMUR MINYAK 10
113j2/13]1 2. | SUMUR PEMBORAN 10
1113|2131 3 | SUMUR LAINNYA 10
1131213 ]2 1 |RIG 10
11312132 2 | PRODUKSI LAINNYA 10
113)2/13}3 1 | ALAT PENGOLAHAN MINYAK 15 .
1132|1313 2 | ALAT PENGpLAHAN AIR 15
11312/13}3 3 | ALAT PENGOLAHAN STEAM 15
1 {3(2(1313 4 | ALAT PENGOLAHAN WAX 15
113]2/13]3 S PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN LAINNYA 15
113(2/14]1 1 MEKANIK 10
11321411 2 | EEKTRIC 10
11312141 3 | ALAT BANTU EKPLORASI LAINNYA 10 -
11312142 1 | PERAWATAN SUMUR 10
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: b v Masa
" Kodefikasi Aset Uraian manfaat
“ {Tahun)
T[3]2[14] 2| 2 |TEST UNIT ERt 10
T[3[2[14 ]2 3 |ALAT BANTU PRODUKSI LAINNYA 10°
1132/ 15] 1] 1 | RADIASI 5
1[3]2/15| 1| 2 |SUARA , 5
1|3 |2[15| 1| 3 |ALAT DETEKSI LAINNYA 5
113 |2[15| 2| 1 |BAJUPENGAMAN 5
[T[3]2[15 |2 2 |MASKER 5
1]3|2[15|2| 3 | TOPIKERJA ‘ 5
1|3 [2[15]| 2| 4 | SABUK PENGAMAN _ 5
132152 | 5 |SEPATU LAPANGAN 5
T [3[2[15] 2| 6 |ALAT PELINDUNG LAINNYA 5
{T[3[2[15|3[ I |ALATPENOLONG 2
1(3[2[15( 3| 2 | ALAT PENDUKUNG PENCARIAN 2
T3 |2/ 15| 3| 3 |ALAT KERJA BAWAH AIR 2
1[3[2[15]3 | 4 |ALAT SAR LAINNYA 2
1|3 [2[15| 4 | 1 | PERALATAN FASILITAS KOMUNIKASI PENERBANGAN | 10
1[3[2[15| 4| 2 | PERALATAN FASILITAS NAVIGASI DAN PENGAMATAN | 10
| PENERBANGAN
T [3[2[15[ 4 | 3 | PERALATAN FASILITAS BANTU PENDARATAN 10
1 [3|2|15| 4| 4 | PERALATAN FASILITAS BANTU PELAYANAN DAN 10
PENGAMANAN BANDAR UDARA
1|3 [2[15| 4| 5 | PERALATAN FASILITAS LISTRIK BANDAR UDARA 10
1]3|2[15|4 | 6 |ALAT UKUR PERALATAN FASLEKTRIK 10
1 [3[2[ 15| 4| 7 |ALAT KERJA PENERBANGAN LAINNYA 10
T [3|2[16| 1| 1 |ALAT PERAGA PELATIHAN 10
T3 ]2/ 16 | 1| 2 | ALAT PERAGA PERCONTOHAN 10
132 16| 1| 3 |ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN 10
| LamNNyA
T [3[2[17 [ 1| I |LIQUID-LIQUID CONTRACTOR EQUIPMENT 8
132 17| 1] 2 |SOLID-SOLID MIXING EQUIPMENT 8
1|3 [2[17[1] 3 | SOLD-SOLID SCREENING EQUIPMENT 8
1312/ 17| 1| 4 | SOLID-SOLID CLASSIFIER 8
T (31317 1| 5 | SOLID-LIQUID MIXING EQUIPMENT 8
1132/ 17| 1| 6 | SOLID LIQUID CRYSTALLIZATION EQUIPMENT 8
1 (3|2 17| 1] 7 |IONEXCHANGE ABSORTION EQUIPMENT 8
13 |2[17 | 1| 8 |LEACHING EQUIPMENT . g
T {3217 | 1| S | GRAVITY SEDIMENTATION EQUIPMENT 8
T |3 217 | 1| 10 | SOLID LIQUID FILTERING EQUIPMENT 8
1|32/ 17| 1| 11 | CENIRIFUGE FOR SOLID LIQUID 8
1 (3|2 17 | 1| 12 | LIQUID FROM SOLID EXPELLING (EXPRESSOR}- )
2 | EQUIPMENT -
1|32/ 17| 1] 13 | GAS-SOLID DRYING EQUIPMENT 8
1|3 (2] 17 | 1 | 14 | GAS - SOLID FLUIDISED BED EQUIPMENT 8
T [3[2[17 | 1| 15 | GAS - SOLID SEPARATION EQUIPMENT 8
1|3 [2[ 17| 1| 16 | GAS - LIQUID DISTILLATION EQUIPMENT )
T [3[2[17 [ 1| 17 | GAS - LIQUID SEPARITION EQUIPMENT 8
T [3[2[17 | 1| I8 | ISOTOPE SEPARATION EQUIPMENT 8
T(a[217]1]19 '{FQA&%PORTAND STORAGE EQUIPMENT FOR 8
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P : Masa
" Kodefikasi Aset Uraian manfaat
(Tahun)
113([2{17{ 1| 20 { SOLID MATERIAL HANDLING EQUIPMENT 8
1131217 | 1| 21 | SIZE REDUCTION SIZE BALARGEMENT EQUIPMENT 8.
18321711 | 22 | HEAT GENERATING EQUIPMENT 8
1131217 | 1| 23 | HEAT TRANSFER EQUIPMENT 8
133(2{171{ 1| 24 | MECHANICAL PROCES , 8
1183|2717 11| 25 | CHEMICAL REAKTION EQUIPMENT : 8
1 3 2{ 17 | 1.| 26 | UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI LAINNYA 8
1.13i2/1811 1. | RAMBU BERSUAR 8
113 (2/18)1 2 | RAMBU TIDAK BERSUAR 8
113]2 1811 3 | RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT LAINNYA 8
113121821 1 |RUNWAY/THRESHOLD LIGHT 5
113]2/18]2 2 | VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR (VASI) S
113|218 21} 3 | APPROACH LIGHT 5
13]2/ 18} 2| 4 | RUNWAYIDENTIFICATION LIGHT (REILS) 5
1 1]3[2(1812]| 5 {|SIGNAL 5
11321821 6 FLOOD LIGHTS ) S
1132118 (2 7 | RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA LAINNYA 5
1973]2 18| 3| 1 | RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT 15
11320183 2 |RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT LAINNYA 15
113421191 1 | PERALATAN OLAH RAGA ATLETIK 3
11312191 2 | PERALATAN PERMAINAN 3
113j2(19|1 3 | PERALATAN SENAM 3
113121191 4 PARALATAN OLAH RAGA AIR 3
113|2[19]1] 5 | PERALATAN OLAH RAGA UDARA 3
1132/ 19| 1 6 |PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA -3
1131311 1 1 | BANGUNAN GEDUNG KANTOR 50
1133 1|1 2 |BANGUNAN GUDANG 50
113(3 1 |1]| 3 |BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR 50
11331 1 4 | BANGUNAN GEDUNG INSTALASI 50
1131311 1 5 | BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM 50
1133 1|1]| 6 | BANGUNAN KESEHATAN 50
11313 1 ]1]-7 | BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM 50
1331 ([17-8 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH 50
113131 1 9 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN S50
133 1]1] 10 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN 50
11313/ 1|1} 11 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA 50
11313 1 |1} 12 | BANGUNAN GEDUNG 50
PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR
1 13|31 j1] 13 { BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA 50
113311 1 | 14 | BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL 50
113]3 1|13 15 | BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN 50
1 [3[3 1 ]1] 16 | BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN 50
11313 1|1} 17 | BANGUNAN GEDUNG MUSIUM 50
11313111 18 | BANGUNAN GEDUNG S0
' TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA
113131 1 19 | BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN 50
1133 171} 20 | BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN 50
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Kodefikasi Aset Uraian manfaat
: ‘ (Tahun)
113|131 1 | 21 | BANGUNAN RUMAH TAHANAN 50
1[3[3] 1| 1| 22 | BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM 50,
1[3]311 1 { 23 | BANGUNAN PEMBAKARAN BANGKAI HEWAN 56
113|131 1 | 24 | BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN ‘ 50
113]311 1 | 25 | BANGUNAN TERBUKA 50
113131 1 | 26 | BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM 50
1 13(3j1 1 | 27 | BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) 50
113131 1 | 28 | BANGUNAN INDUSTRI 50
1 [3}13]1 1] 29 _BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN 50
11373 1 |1] 30 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA 50
1133 111] 31 | BANGUNAN PERALATAN GEOFISIKA 50
113|311 1 | 32 | BANGUNAN FASILITAS UMUM 50
113131 133 BANGUNAN PARKIR S0
13|31} 1] 34 | BANGUNAN GEDUNG PABRIK 50
11313/ 111} 35 | BANGUNAN STASIUN BUS 50
1133 11}1] 36 | TAMAN ' 50
1 13}3] 1] 1] 37 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA 50
1[3]3| 1 | 2| 1 | RUMAH NEGARA GOLONGAN I 50
113131112 2 | RUMAH NEGARA GOLONGAN II 50
11313112 3 | RUMAH NEGARA GOLONGAN III 50
1133/ 1]2) 4 | MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT 50
PERISTIRAHATAN
1 13}3/1]2 5 | ASRAMA 50
113|312 ] 6 |HOTEL 50
11313112 7 |MOTEL 50
1[3({3 1|2 8 |FLAT/RUMAH SUSUN - 50
113131 ]2 9 | RUMAH NEGARA DALAM PROSES PENGGOLONGAN 50
1{3}3| 1 |2] 10 |PANTI ASUHAN 50
13§31 ]|2] 11 | APARTEMEN 50
1 [3{3/ 1 |2} 12 | RUMAH TIDAK BERSUSUN 50
13|83 1|2/ 13 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA 50
11313 211 1 | CANDI 50
1133 2 1 2 | TUGU S0
11332 1 3 | BANGUNAN PENINGGALAN 50
1 (3132 1 4 | CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI LAINNYA 50
11313 3|1 1 BANGUNAN MENARA PERAMBUAN PENERANGAN 40
11313 3 1 2. g‘:ﬁg‘ﬁ;NAN PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI 40
11313 3 |1] 3 | BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI 40
1/3}]3 3|1} 4 | BANGUNAN MENARA PENGAWAS - 50
11313 3|1} 5 | BANGUNAN MENARA PERAMBUAN LAINNYA 50
113]3f 4 1! 1 | TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI S0
1 13]3 4 1 2 TUGIU/TAND_A»JARING KONTROL GEODESI 50
113]3| 4 1 3 | PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA - 50
1133 4 1 4 PAGAR. 50
1133 4 1 5 | TUGU/TANDA BATAS LAINNYA S0
13[4/ 1 1 1 | JALAN NASIONAL ' 10
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Kodefikasi Aset DR , . Uraian manfaat
e e (Tahun)

T[3[4] 1 1] 2 |JALAN PROPINSI N 10
T (3[4 1 | 1| 3 |JALAN KABUPATEN B 10,
T[3[4] 1| 1| & |JALANKOTA ; YT )
T34 T [1] 5 |JALANDESA ' ~10
T34 1 |1] 6 |[JALANTOL — , 10
T|3[4] 1 || 7 |JALANKERETA AR 10
T [3[4[ T [ 1| 8 |LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG 10
T34 1 [ 1| 9 |JALAN KAUSUS — 10
T[3 |4 1 1] 10 |JALANTAINNYA 10
113]4] 1 | 2| 1 |JEMBATAN PADA JALAN NASIONAL 50
T|[3[4[ 1|2 | 2 | JEMBATAN PADA JALAN PROPINSI T 50
T (3[4 1 |2 | 3 |JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN ~ 50
13[4 1|2 | 4 | JEMBATAN PADA JALAN KOTA , 50
T]3|4 I |2| 5 |JEMBATAN PADA JALAN DESA 50
13 |4 1 |2 | 6 |JEMBATAN PADAJALANTOL ‘ 50
T [3 |4 1|2 ]| 7 |JEMBATAN PADA JALAN KERETA API 50
T3 (4] 1 |2 8 | JEMBATAN PADA LANDASAN PACU PESAWAT 50
TERBANG |
T[3[4] T |2 9 |JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS =X 50
T (314 T |2 [ 10 | JEMBATAN PENYEBERANGAN 50
1|34 1|2 Il | JEMBATAN LABUH/SANDAR PADA TERMINAL 50
1|3 [4] 1 | 2| 12 | JEMBATAN PENGUKUR ; 50
T34 1|2 13 | JEMBATAN LAINNYA ; 50
T |3[4 2 | 1] 1 |BANGUNAN WADUK IRIGAST 50
T[3]4| 2 | 1| 2 | BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI. 50
13[4 2 | 1| 3 | BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI 50
13[4 2 | 1| 4 | BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI _ 50
T[3[4 2 | 1| 5 | BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI _ ' 50
T34 2 | 1| 6 | BANGUNAN PELENGKAP IRIGAST 50
113 14] 2 | 1| 7 | BANGUNAN SAWAH IRIGASI . 50
T3 [4[ 2 | 1| 8 | BANGUNAN AIR IRIGASI LAINNYA 50
T T34 2 |2 | | BANGUNAN WADUK PASANG SURUT 10
T {342 | 2| 2 | BANGUNAN PENGAMBILAN PASANG SURUT 10
1134 2 | 2| 3 | BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT 10
T 1314 2 | 2| 4 | SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT 10
T[3[4 2 | 2| 5 | BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT ‘ 10
T (3[4l 2 | 2| 6 |BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT 10
T 13[4 2 | 2| 7 | BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT 10
T34 2 | 2| 8 | BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT LAINNYA 10
T3 [4[2 [3| 1 | BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN RAWA )
T [3 |4 2 | 3| 2 | BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN RAWA | 10
T (3[4 2 | 3| 3 | BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN RAWA 10
13[4 2 [ 3| 4 | BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN RAWA 10
113 |4 2 [3] 5 | BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN RAWA 10
13[4 2 | 3| 6 | BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA 10
T34 2 [3| 7 | BANGUNAN SAWAH PENGEMBANGAN RAWA 0
T34 2 | 3| & | BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER 10
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Kodefikasi Aset E

' Masa

INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN
PERCONTOHAN : .

g Uraiém; manfaat
L (Tahun)
: . LAINNYA : .
11314 2 4-11 "|'BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI / PANTAI & “10
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
11314l 2 {4 2 BANGUNAN PENGAMBILAN PENGAMAN 10
: SUNGAI/PANTAI :
1] 3 2 4 3 BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI/ PANTAI 10
113 2 BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI 10
1 1314] 2 4 S5 BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN 10
. | SUNGAI/PANTAI - s
11314214 6 BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI ‘10
113 -2 41 7 BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & 10
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LAINNYA Y
113 2 S5 1 BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN SUMBER AIR 30
113141 215 2 BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN 30
: ___| SUMBER AIR ~
11314 2 5 3 BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN SUMBER 30
) AIR i ‘
1.1:314].2:]1 5} .4 BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN SUMBER 30
: ~ AIR ,
1413141 2 5 BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN SUMBER 30
' AIR L
11314} 2 S 6 BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER 30 ’
: : AIR ' i
1_, 31412 1'5 7 BANGUNAN SAWAH IRIGASI AIR TANAH 30
1-1°'3|4| .2 5 8 BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR 30
i ~ TANAH LAINNYA ~
11314 2 6 1 BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU 10
1 1314] 2 1.6 2 BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/AIR BAKU - 10
11314 2 6 3 BANGUN['\N PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU 10
11 "3 412 : 6 4 BANGUNAN PEMBUANG AIR BERSIH/AIR BAKU 10
1131412 6 5 BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU -10
1 314 2 6 6 BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA 10
113 (4] 2 7 1 BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR - .10 -
B 113|427 2 ‘| BANGUNAN WADUK AIR KOTOR 1’0‘
113 14 2 713 BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTQR 10
113 ]4f 2 7 4 BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR - 10
11314 2 7:1.5 BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR - 10
143 41 2 7 6 . BANGUNAN AIR KQTOR LAINNYA 10
113414 3 1 1. | INSTALASI AIR PERMUKAAN 30
1 3 4 3 1 2 | INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR . 30
113]4} 3 1 3 INSTALASI AIR TANAH DALAM 30
1314} 3 1 ‘ ‘4 | INSTALASI AIR TANAH DANGKAL’ - 30
113141 3 1185 INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA 30
1 ,3 413 2 1 | INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK 30 :
11314 3 2 2 "' INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI 30
11314 3 2 3 INSTALASI AIR BUANGAN PERTANIAN 30
1°1:3:[4[ 3 12 4 - INSTALASI AlIR KOTOR LAINNYA i ) 30
1131413 3v 1 INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK C 410
1 314313 2 INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK ‘ 10
113 4|3 3 |3 | BANGUNAN P‘ENAMPUNG SAMPAH .- 10 -
11314 °3:{34 4 INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH LAINNYA - 10
113141 3 4. 1

10
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Masa °

-. Kodefikasi Aset UraianV manfaat
[ , . : : (Tahun)
11314131 4 2 | INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN 10

| ' | PERINTIS

11 3{4] 3 4 3 INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN 10#
I TERAPAN ) ‘
11314 3 4 4 INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN 10
: -1 LAINNYA - )
113141 3 5 1 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) 40
1413143 5 2 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL " 40
| (PLTD) ] .
11:314 3 5| 3. | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO 40
HIDRO (PLTM) T ‘ s
113}4] 3|5 4 1'INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN 40
(PLTAN) - ;
11314 3 S5 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP 40
) (PLTU)
113143 5 6 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR 40
. 5 | (PLTN) -
=113 143" 5 7 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS 40
5 . | (pLTG) | _
11314 3 51 .8 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS 40
i ' BUMI (PLTP)
1 |:314} 3 S 9 | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA 40
: | (PLTS) ~
11314 3-1'5 10 .| INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS 40
' | (PLTB) : -
1:1-1:3141 3 5 11 |'INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA 40
s : o SAMUDERA / GELOMBANG SAMUDERA
111314 3 5 12 -1 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK LAINNYA 40 .
11314 3 6; 1 INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK 40
113141316 2 INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI 40 -
1‘ 314 .3 6 '3 | INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK .40 .
13[4 3 | 6| 4 | INSTALASI GARDU LISTRIK LAINNYA ~40
113143 7 1 INSTALASI PERTAHANAN DI DARAT - 30
1131413 17 2 INSTALASI PERTAHANAN LAINNYA L 30 o
11.314] 3 811 INSTALASI GARDU GAS 30
11314 3 8 2 INSTALASI JARINGAN PIPA GAS 30
1 3’ 41 3. | 8 3 INSTAIf.ASI PENGOLAHAN GAS 30
1131413 18 4 INSTALASI GAS LAINNYA ’ 30
11314 3 9 1 INSTALASI PENGAMAN PENANGKAL PETIR 20
1 3 41 3 91 2 INSTALASI REAKTOR NUKLIR 20
11314319 3 INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RADIO AKTIF 20
113143191 4 INSTALASI PENGAMAN LAINNYA 20
1 1231413 1 1 INSTALASI LAIN 20
- : 0 ‘ .
1 {314 4 |11 1 JARINGAN PEMBAWA 30
113 4/ 4 |1 2 JARINGAN INDUK DISTRIBUSI 30
113 14| 4 1 3 JARINGAN CABANG DISTRIBUSI 30
1:1314] 4 1 4 | JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH 30
1°1.3:]4f 4 1 5 |' JARINGAN AIR MINUM LAINNYA 30
1[3[4] 4 | 2| I |JARINGAN TRANSMISI 40
1|3 |4] 4 | 2| 2 | JARINGAN DISTRIBUSI 40
1 3 41 4 2 3 JARINGAN LISTRIK LAINNYA 40
113|414 3 1 JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH 20
1 (344 |3 2 JARINGAN TELEPON DIBAWAH TANAH 20
1.1314 4 3 3 JARINGAN TELEPON DIDALAM AIR - 20
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. Masa
Kodefikasi Aset a ~Uraian manfaat
: : ' (Tahun)
113144 (3| 4 | JARINGAN DENGAN MEDIA UDARA» 20
1134 4 (3 S | JARINGAN TELEPON LAINNYA : 20
113144 1|4 1 | JARINGAN PIPA GAS TRANSMISI 30
11314 4|4 2 | JARINGAN PIPA DISTRIBUSI - 30
13[4 4. |4 3 | JARINGAN PIPA DINAS . 30
134 4|4 | 4 |JARINGAN BBM 30
11314 41 4 S5 | JARINGAN GAS LAINNYA- 30

- 9) Aset tetap yang tidak disusutkan yaitu Tanah,
- konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya
selain aset tetap renovasi. |
10) Aset Tetap Lainnya selain aset tetap renovasi tidak
dilakukan penyusutan secara perlodlk melainkan
diterapkan penghapusan pada saat aset Tetap lainnya
tersebut sudah tidak dapat dig’unakém atau mati.
11) Untuk penyusutén aset tetap lainnya- aset tetap renovasi
dilakukan sesuai umur ekoriomis mana yang lebih
~pendek antara _masa."‘manfaat aset . dengan mésa
sewa/pm_]aman | |
12) Aset Tetap yang dlrekla51ﬁka81kan sebagai Aset Lainnya
dalam neraca berupa Aset‘ Kemitraan Dengan Pihak

Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya

Aset Tetap. | |

13) Penyusutan tidak dllakukan terhadap Aset Tetap yang
~ direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan
berita acara, pernyataan oleh pengguha baran_g'atau
dokumen sumber yang _sah dan telah diusulkan
kepada Pengelola Barang untuk dilakukan
penghapusannya; dan |

b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau -

| usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang
untuk dilakukan penghapusan.

14) Penyusutan aset tetap yang diperoleh pada pertengahan

tahun berkenaan maka penyusutan atas aset tersebut

dihitung sesuai dengan tanggal perolehan atas aset yang
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'bersangkutén' déngany m’e"t‘ode» :péngukuran adalah -

~ tanggal penggunaan.

~ tanggal 1 s.d. 15, ‘bulan bersangkutan d1h1tung Sebaga1

Perh1tungan penyusutan untuk aset tetap yang diperoleh

faktor pengali nilai penyusutan ,
Untuk aset tetap yang d1per01eh tanggal 16 s.d. 31 bulan

bersangkutan tidak d1h1tung sebaga1 faktor pengali nilai
penyusutan.

B ‘Contoh: meja kerja d1per01eh pada tanggal 1 Mei 20XX

8 Nilai Peralehan~ :
x
12 Masa Manfaat

15) Pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan "

penerapan  basis  akrual terhltung seJak tahun -

perolehannya.

m. Renovasi Aset Tetap

Y

9

Pengeluaran setelah - perolehan awal suatu aset tetap :
yang 7 bers1fat direnovasi dan memenuh1 kriteria
kapitalisasi dan namun kbkukan mlhk suatu satker atau
SKPD, maka renovasi tersebut dicatat sebagai aset
| tetap lainnya.  Biaya 'ya‘mg 'dikéluarkan ; untuk :
kmelakukan renovas1 ‘umumnya adalah belanja modal ‘
aset terkait. '

Berdasarkan obyeknya, 'renovaSi "aset tetap di

. llngkungan satuan kerJa atau SKPD dapat dibedakan

menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

a) Renovasi aset tetap milik sendiri; "

o Renovasi as'ef 'tetap --‘.rnilibk sendiri merupakan
perbaikan aset tetap Vdi‘lirigkunygan satuan kerja
atau SKPD yang memenuhi ‘s'yakrat kapitalisasi.
Renovasi semacam ini akan dicatat sebagai

' Apenambah nilai peﬁroleha_n:r aset tetap terkait.
Apabila sampai déngank tanggal pélaporah renovasi
 tersebut belum selesa1 dlkexjakan, atau sudah
selesai = pengerjaannya - hamun belum |
diserahterlmakan, maka akan dicatat sebagai KDP.

'~ b) Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup
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| entitas pelaporan.

Renovasi bisa kdilakukén antair UPT dalam satu

SKPD atau renovasi m111k SKPD lain, yaitu

" !d1mlsalkan suatu SKPD plnjam paka1 atas gedung S

perkantoran dari SKPD lain dan untuk menunjang T

~ kelancaran kerja maka dilakukan renovasi.

Maka renovasi semacam ini, pada satuan kerja

yang melakukan renovasi tidak dicatat sebaga1

~ penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena -

kepemil_ikan aset tefap tersebut ada pa_da' pihaky
lain. ' : Rt

Renovasi'ferScbut apabila telah selesai dilakukan

kse’belum' tanggal pélaporari ‘akan dibukukan

~ sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan

disajikan di neraca sebagai keio’mpok aset tetap.

~ Pada akhii“ta.hun anggaran dilakukan penyerahan

pekerjaan pada ~ SKPD pemilik aset  sesuai

ketentuan peraturan yarig be_rlaku dan dilakukan

koreksi ‘p'engurangan pada neraca SKPD yang

,melakukar\ renovasi pada aset tetap lamnya -aset

renova31 dlkeluarkan dari Neraca dan berdasarkan

BAST SKPD pemlhk akan mencatat sebagai aset

tétap dalam neraca sesuai fkelompok asetnya.

Namun apabila ksampyai akhir periode. pelaporan |

- belum dilakukan penyerahan (mutasi aset tetap)

~ maka SKPD yang melakukan renovasi akan

, entitas pelaporan

‘mencatat pada kelompok aset tetap lainnya - aset :

I‘CI’lOV&Sl

Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasl

tersebut belum “selesai dikerjakan, maka akan

'~ dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan (KDP)

pada SKPD yang melakukan renovasi  dan

d1Je1askan dalam CALK.

Renovas1 aset tetap bukan rmhk diluar hngkup
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Dimisalkan pemerintah dae'ré.h"‘p:i‘njam pakai atau |

'memp‘ergunak‘a’n‘ gedung perkantoran - milik

L pemerintah pusat atau - provms1 dan guna

: memperlancar pelaksanaan pekerjaan  dilakukan

- renovasi, dan dlanggarkan di belanja modal aset

~ tetap lalnnya aset renovas1

Pada akhir tahun anggaran akan dilakukan

penyerahan pekerjaan_pada pemermtah pusat’atau :

" provinsi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku

dan berdasarkan BAST yang berlaku, maka. aset
tetap lalnnya— aset tetap renova31 tersebut akan

d1korek31 d1keluarkar1 dar1 neraca dan mencatat di

: Lapo_ran opers;onal (LO) sebagai beban hibah.

Berdasarkan BAST pemerintah pusat atau provinsi

~akan mencatét sebagai aset tetap dalam neraca

sesuai kelompok asetnya dan mencatat di Laporan

o »Operasmnal (LO) sebagai pendapatan hibah.

Namun apab1la sampau dengan tanggal pelaporan»

belum d1lakukan serah terima pada pemerlntah

| pusat atau prov1ns1 maka pemermtah daerah
4 ’pada satuan kerJa terkaut akan mencatat di Aset
~ tetap lamnya aset renovasi sesuai dengan belanja' B
ﬁ kmodalnya 3 ,
‘Apabﬂa renova51 tersebut belum selesai dlkerjakan ‘

sampai dengan tanggal pelaporan, maka akan

' 'id1cata,t sebagal konstruksi dalam pengerjaan (KDP)V

pada pemeriﬂtah daerah di satuan kerja terkait
yang‘ melakukan renox}asi ‘dan’ dijelaskan dalam
CALK. | G

Penetapan tentang penambahan masa manfaat

aset ; tetap o aklbat FEan perbaikan

(renovas1/ restora31/ overhaul) sebagaimana pada -

tabel dlbawah ini:
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prosentase

renovasi/restor
asi/ overhaul
’ dari nilai ;1: ena&n ba
Kode Aset ~Uraian Jenis perolehan s.d U
, : «+ Periode manfaat
sebelumnya (Tahun)
batas batas
. bawah atas
1 2 3 4 5 6
113 2 11 1| ALAT BESAR DARAT Overhaul -0 30 1
113 2 1] 1| ALAT BESAR DARAT Overhaul 30 50 3
113 2 1 1 | ALAT BESAR DARAT Overhaul > 50 5
113} 2 1} 2| ALAT BESAR APUNG Overhaul 0 30 1
113 2 1 2 | ALAT BESAR APUNG Overhaul 30 50 2
113 2 1| 2| ALAT BESAR APUNG Overhaul | > 50 - , 4
113 2 1 3 | ALAT BANTU Overhaul | - 0 30 1
13| 2 1| 3| ALAT BANTU Overhaul 30 50 2
113 2 1 3] ALAT BANTU Overhaul | - > 50 4
113] 2 2| 1| ALAT ANGKUTAN DARAT Overhaul 0 25 1
BERMOTOR
1{31 2 2| 1| ALAT ANGKUTAN DARAT Overhaul 25 50 2
BERMOTOR
113 2 2] ‘1| ALAT ANGKUTAN DARAT Overhaul 50 75 3
.| BERMOTOR | : f
113] 2 2| 1| ALAT ANGKUTAN DARAT Overhaul | >75 4
BERMOTOR
113 2 2 2 | ALAT ANGKUTAN DARAT TAK | Overhaul 0 30 0
BERMOTOR
1 (3] 2 2| 2| ALAT ANGKUTAN DARAT TAK | Overhaul 30 50 1
: BERMOTOR
113] 2 2 2 | ALAT ANGKUTAN DARAT TAK ] Overhaul > 50 2
BERMOTOR
113 2 2 3 | ALAT ANGKUTAN APUNG Overhaul 0 25 2
BERMOTOR ] '
113 2 2 3 | ALAT ANGKUTAN APUNG Overhaul 25 50 3
BERMOTOR
113 2 2 3 | ALAT ANGKUTAN APUNG Overhaul 50 75 4
BERMOTOR :
1132 2 | 3| ALAT ANGKUTAN APUNG Overhaul | >75 6
a | BERMOTOR : :
13| 2 2 | 4 | ALAT ANGKUTAN APUNG TAK | Overhaul 0 30 0
BERMOTOR
113} 2 2| 4 | ALAT ANGKUTAN APUNG TAK | Overhaul 30 50 1
BERMOTOR i
113] 2 2 | 4| ALAT ANGKUTAN APUNG TAK | Overhaul | > 50 2
: BERMOTOR ;
13 2 2 5 | ALAT ANGKUTAN Overhaul 0 25 3
BERMOTOR UDARA
113]: 2 2| 5| ALAT ANGKUTAN Overhaul 25 50 6
BERMOTOR UDARA
113 2 2 S | ALAT ANGKUTAN Overhaul 50 75 9
BERMOTOR UDARA
113 2 2 5 | ALAT ANGKUTAN , ;‘ Overhaul >75 12
BERMOTOR UDARA ) ’
113 2 3 1 | ALAT BENGKEL BERMESIN Overhaul 0 25 1
113 2 3 1 { ALAT BENGKEL BERMESIN Overhaul 25 S0 2
113 2|.3 1 | ALAT BENGKEL BERMESIN Overhaul S0 75 3
113 2] 3 1 | ALAT BENGKEL BERMESIN Overhaul >75 4
1|3 2 3 2 | ALAT BENGKEL TAK Overhaul 0 25 0
BERMESIN
1713} 2 3 2| ALAT BENGKEL TAK Overhaul 25 50 0
BERMESIN
113 2 3 2 | ALAT BENGKEL TAK Overhaul S0 75 1
"BERMESIN
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prosentase
renovasi/restor
“asi/ overhaul = |
| | | darinilaj | Penamba
Kode Aset o~ Uraian - Jenis perolehan s.d an v'asa
. , - 1 " Periode - manfaat
sebelumnya (Tahun)
batas | batas
; bawah | -atas
‘ 1 , 2 3 4 5 6
1131 21 3] 2| ALAT BENGKEL TAK 1 Overhaul | > 75 1
BERMESIN ‘ R e
113 21 31 3| ALAT UKUR Overhaul 0 ’25 1
113 2| 3| 3] ALAT UKUR ’ v | Overhaul 25" 50 2
113 2| 3| 3 |ALAT UKUR o Overhaul 50 75 2
113] 2{3]| 3|ALAT UKUR: . Overhaul .| >75 3
113} 2| 4| 1|ALATPENGOLAHAN Overhaul |- 0. 20 1
1]3 214 1| ALAT PENGOLAHAN Overhaul 20 50 2
113 2] 44 1]ALAT PENGOLAHAN Overhaul 50 75 )
113]°21{ 4| 1|ALAT PENGOLAHAN Overhaul | '>75 5
113 2} 5] 1|ALAT KANTOR ! Overhaul | = O 25 0
11371 2|85 1. | ALAT KANTOR ! Overhaul 25 S0 1
13| 2|51 1|ALAT KANTOR Overhaul 50 75 2
1[3]:2} 5] 1}iALATKANTOR Overhaul | >75 3
113 2151 2 ALAT RUMAH TANGGA " Overhaul’ : 0 25 ‘ 0
113| 2| 5] 2| ALAT RUMAH TANGGA " 1 Overhaul| 25 50 -1
113| 2| 5| 2| ALAT RUMAH TANGGA" Overhaul 50 75 L2
113} 2| 5] 2| ALAT RUMAH TANGGA: Overhaul | >75 | 3
113 21 51 3| MEJA DAN KURSI . Overhaul 0 25 0
: KERJA/RAPAT PEJABAT : , ' ,
113 21 5| 3] MEJADANKURSI = ! Overhaul | =~ 25 50 0
- KERJA/RAPAT PEJABAT : - ~
1131 25| 3| MEJADAN KURSI : Overhaul 50 75 0--
' , KERJA/RAPAT PEJABAT , .
113 21| 5| 3| MEJA DAN KURSI : Overhaul >75 0
: : - | KERJA/RAPAT PEJABAT ' ‘
1131} 2|6 1] ALAT STUDIO Overhaul 0 25 0
113 216 1| ALAT STUDIO Overhaul 25" 50 1
113 21 6 1 | ALAT STUDIQ Overhaul 50 .75 20
1|.3] 2| 6| 1|ALATSTUDIO = | Overhaul | >75" 3.
11:3 216 2 | ALAT KOMUNIKASI -~ Overhaul 0 25 0
113 2 1.6 |. 2| ALAT KOMUNIKASI Overhaul 25 50 1
1:[3| 2] 6] 2| ALAT KOMUNIKASI Overhaul | 50 75 2
113} 2| 6] 2|ALAT KOMUNIKASI - | Overhaul | > 75 =3
"1].38 ; 216 3 | PERALATAN PEMANCAR Overhaul 0 25 2
1(3 21.6.| 3| PERALATAN PEMANCAR .Overhaul 25 50 3
1.3 2 1:6'| 3 | PERALATAN PEMANCAR Overhaul 50 75 4 .
13| 26| 3|PERALATAN PEMANCAR Overhaul | >75 5
1.3 2|7 1 | ALAT KEDOKTERAN . Overhaul 0 25 0
‘1131 2| 7| 1| ALAT KEDOKTERAN , Overhaul 25 50 1
143 217 1"| ALAT KEDOKTERAN Overhaul 50 75 2
113 217 1 | ALAT KEDOKTERAN ‘ ‘Overhaul >75 3
113| 2| 8| 1|UNITALAT LABORATORIUM | Qverhaul 0 25 1
113 218 1 | UNIT ALAT LABORATORIUM Overhaul 25 50 2
1.13 218 1| UNIT ALAT LABORATORIUM Overhaul | - - 50 75 3
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prosentase
renovasi/restor
asi/ overhaul :
e | darinilai | Fenamba
Kode Aset o Uraian : Jenis perolehan s.d han Masa
_ v : | ‘Periode manfaat
sebelumnya (Tahun)
batas | batas
: g bawah | atas
1 2 3 4 S 6
3 2|8 1 | UNIT ALAT LABORATORIUM Overhaul | -> 75 4 .
3| 21 8| 2| UNITALAT LABORATORIUM Overhaul|{ 0. | 25 1
KIMIA NUKLIR ‘ '
3| 2| 8} 2| UNITALAT LABORATORIUM Overhaul 25 50 2
KIMIA NUKLIR
13] 2181 2] UNIT ALAT LABORATORIUM Overhaul 50 75 3
KIMIA NUKLIR ‘
3| 2| 8| 2 |UNIT ALAT LABORATORIUM Overhaul | > 75 4
KIMIA NUKLIR .
3 218 3 | ALAT PERAGA PRAKTEK Overhaul 0 25 1
SEKOLAH
3 21 8| 3| ALAT PERAGA PRAKTEK Overhaul 25 50 2
, SEKOLAH RE ,
3| 21| 8| 3|ALAT PERAGA PRAKTEK Overhaul | > 50 3
SEKOLAH
3| 2| 8| 4| ALAT LABORATORIUM Overhaul 0 25 1
FISIKA :
NUKLIR/ELEKTRONIKA
3] 2|8} 4}ALAT LABORATORIUM Overhaul 25 50 2
FISIKA : '
NUKLIR/ELEKTRONIKA
3 2 18] 4| ALAT LABORATORIUM Overhaul 50 75 3
FISIKA - . :
NUKLIR/ELEKTRONIKA )
3 21 8| 4| ALAT LABORATORIUM Overhau! >75 4
FISIKA :
NUKLIR/ELEKTRONIKA :
3| 2| 8| 5|ALAT PROTEKSI ; Overhaul 0 25 1
RADIASI/PROTEKSI
LINGKUNGAN :
3| 2| 8| 5|ALAT PROTEKSI ; Overhaul 25 . 50 2
: RADIASI/PROTEKSI
‘ LINGKUNGAN ‘
3| 2| 8| 5 |ALAT PROTEKSI ; Overhaul 50 75 3
. RADIASI/PROTEKSI ' '
LINGKUNGAN ’
3| 2| 8| 5] ALAT PROTEKSI Overhaul | >75 4
RADIASI/PROTEKSI
.. { LINGKUNGAN ‘
3| 2| 8| 6 | RADIATION APPLICATION Overhaul 0 25 1
AND NON DESTRUCTIVE :
TESTING LABORATORY -
: ‘| LAINNYA ‘ :
3 2| 8| 6 | RADIATION APPLICATION Overhaul 25 50 2
A AND NON DESTRUCTIVE c '
TESTING LABORATORY
LAINNYA :
3| 2 8! 6| RADIATION APPLICATION Overhaul 50 75 3
.| AND NON DESTRUCTIVE : ’
TESTING LABORATORY
LAINNYA
3| 2| 8| 6| RADIATION APPLICATION Overhaul | > 75 . 4
AND NON DESTRUCTIVE SR
TESTING LABORATORY
LAINNYA : :
3 218 7 | ALAT LABORATORIUM Overhaul 0 25 1
LINGKUNGAN HIDUP :
3|1 2| 8| 7|ALAT LABORATORIUM Overhaul 25 50 2
: LINGKUNGAN HIDUP
31 2| 8| 7| ALAT LABORATORIUM Overhaui 50 75 3
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prosentase
renovasi/restor
asi/ overhaul

; dari nilai gzza&r; bsz
Kode Aset Uraian .Jenis perolehan s.d
: -Periode manfaat
sebelumnya (Tahun)
batas batas
bawah atas
1. 2 3 4 5 6
v LINGKUNGAN HIDUP :
113 2 8 7| ALAT LABORATORIUM Overhaul >75 4
LINGKUNGAN HIDUP -
113 2 8 | 8 | PERALATAN LABORATORIUM { Overhaul 0 25 1
’ HYDRODINAMICA !
113 2 8 | 8 | PERALATAN LABORATORIUM | Overhaul 25 50 2
HYDRODINAMICA
13 2 8 | 8 | PERALATAN LABORATORIUM | Overhaul 50 75 -3
HYDRODINAMICA ‘
13 21 8| 8| PERALATAN LABORATORIUM .| Overhaul >75 4
HYDRODINAMICA 1
113 2 9 1 | SENJATA APl Overhaul 0 25 1
13 2 9 1 | SENJATA APl Overhaul 25 50 2
13 2 9 1. 1| SENJATA API Overhaul 50 75 3
113 2 9 1 | SENJATA APl Overhaul >75 4
113 2 9| 2 | PERSENJATAAN NON; Overhaul 0 25 0
SENJATA API 1 :
113 2 9 | 2 | PERSENJATAAN NON Overhaul 25 50 1
: SENJATA API :
113 2 9 | 2 | PERSENJATAAN NON Overhaul 50 75 2
. SENJATA APl
113 2 9| 2 | PERSENJATAAN NON: Overhaul >'75 3
SENJATA API
113 2 9 | 3 | SENJATA SINAR Overhaul 0 25 0
113 2 9 | 3 | SENJATA SINAR Overhaul 25 50 1
113] 2 91 3 | SENJATA SINAR Overhaul 50 75 2
113 2 9 3 | SENJATA SINAR Overhaul >75 3
1|13} 2| 10| 2 | PERALATAN KOMPUTER Overhaul 0 50 1
1|3 2 10| 2 | PERALATAN KOMPUTER Overhaul >50 2
113 2|18 1| RAMBU-RAMBU LALU Renovasi 0 25 1
LINTAS DARAT ‘
113 2| 18 1 | RAMBU-RAMBU LALU Renovasi 25 50 2
LINTAS DARAT ‘ :
113 2| 18 1 | RAMBU-RAMBU LALU Renovasi 50 75 3
, LINTAS DARAT : :
113 21 18 1 | RAMBU-RAMBU LALU Renovasi >75 4
LINTAS DARAT
113 21 18| 2} RAMBU-RAMBU LALU Renovasi 0 25 1
LINTAS UDARA
113 2| 18! 2| RAMBU-RAMBU LALU Renovasi 25 50 2
LINTAS UDARA ! oo
113 2| 187 2] RAMBU-RAMBU LALU Renovasi 50 75 3
LINTAS UDARA
113 2| 18| 2| RAMBU-RAMBU LALU Renovasi >75 4
LINTAS UDARA :
113 3 1 2 | BANGUNAN GEDUNG Renovasi 0 30 5
TEMPAT TINGGAL :
113 3 1| 2 | BANGUNAN GEDUNG Renovasi 30 50 10
- TEMPAT TINGGAL | E
113 3 1.1 2 | BANGUNAN GEDUNG Renovasi > 50 15
TEMPAT TINGGAL
1{3] 3 21 1| CANDI/TUGU Renovasi 0 30 0
PERINGATAN/PRASASTI
113 3 2 1 | CANDI/TUGU ‘ Renovasi 30 - 50 0
: PERINGATAN/PRASASTI ’
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. prosentase
renovasi/restor
asi/ overhaul e
; RUREA R D ae | darinilai | femamba
“Kode Aset |- v7 0 Uraian j -~ Jenis - | perolehan s.d
% L [ : | ; . manfaat
' ' J - Periode (Tahun)
N - sebelumnya e
~batas | batas
' - ! bawah | atas ,
1 e -2 [ .3 4 S | 6
31 .3)]21.:1 CANDI/TUGU | Renovasi | > 50 s 0
: ~ | PERINGATAN/ PRASASTI ‘
31 313} 1|BANGUNAN MENARA | Renovasi 0 30 5
PERAMBUAN 5 B i R ' ‘
3| 3} 3| 1|BANGUNANMENARA | Renovasi |-~ 30 50 10
' PERAMBUAN RS R : : L
31 3] 3| 1|BANGUNANMENARA . = - Renovasi | > 50 » 15
- | | PERAMBUAN Ll . :
1137 3| 4| 1|TUGU/TANDA BATAS. | Renovasi-{ - -0 25 5
“11°3] 3} 4.| 1| TUGU/TANDA BATAS - |/ Renovasi | 25 50 10
1138 3} 4| 1|TUGU/TANDA BATAS | Renovasi | . 50 75 15
1131 3] 41 1| TUGU/TANDA BATAS | Renovasi | > 75 20
1y3y:4{1} 1jJALAN = | Renovasi 0 30 2
"1 3] 43.11 1]|JALAN: S Renovasi 30 - 50 5
Y131 4| 1| 1L|JALAN - | Renovasi:| >50 , 10
1.13] 411]| 2! JEMBATAN Renovasi 0. 30 5
13| 4%:1) 2| JEMBATAN Renovasi 30 50 10
113| 4| 1} 2|JEMBATAN P Renovasi | >'50 18
1131 4|2]| 1|BANGUNANAIR IRIGASI’ Renovasi 0 30 2
1|13 4| 2] 1|BANGUNAN AIRIRIGASI - Renovasi |. 30 50 5
113]| 4| 2| 1|BANGUNAN AIR IRIGASI Renovasi | > 50 100
211:3] 412} 2| BANGUNAN PENGAIRAN Renovasi 0 30 2 .
' ~ PASANG SURUT i ; oo of :
‘37 4| 2| 21 BANGUNAN PENGAIRAN Renovasi 30 S0 5
PASANG SURUT ‘ o R ‘
3| 4.2} 2| BANGUNAN PENGAIRAN ‘Renovasi | > 50 Lo 10
.1 PASANG SURUT i | ‘
31 4]:2/]-3 | BANGUNAN: - - Renovasi 0 - 30 -2
R PENGEMBANGAN RAWA DAN ' :
POLDER | : : ERE :
3| 4|2} 3|BANGUNAN | Renovasi 30 - 50 5
- | PENGEMBANGAN RAWA DAN . -
, POLDER - =
3| 41 2] 3{BANGUNAN ! Renovasi | > 50 S 10
: : PENGEMBANGAN RAWA DAN o :
-POLDER S U -
3 441 2] 4| BANGUNAN PENGAMAN Renovasi’ 0 30 2
' SUNGAI/PANTAI & : : ‘
PENANGGULANGAN-
- BENCANA ALAM S ' Tl
314 2 4] BANGUNAN PENGAMAN - -| Renovasi -30.~ 50 | .5
: “| SUNGAI/PANTAI & ' R : ‘
PENANGGULANGAN
: , 'BENCANA ALAM . '
3.4} 2| 4|BANGUNAN PENGAMAN Renovasi | - > 50 : - 10
B SUNGAI/PANTAI & ~ |~ S '
PENANGGULANGAN ,
. BENCANA ALAM T SR ‘
3412 5 | BANGUNAN : oo Renovasi 0 30 2
- » PENGEMBANGAN SUMBER . : .
- | AIR DAN AIR TANAH | - : : ‘
37 412 5} BANGUNAN , | Renovasi 30 50 5
, ' -PENGEMBANGAN SUMBER ' : ’ ‘
' | AIR DAN AIR TANAH | L '
34 4| 2| 5| BANGUNAN | Renovasi | > 50 | 10
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prosentase

renovasi/restor |
asi/ overhaul '
R : o dari nilai }I::;laﬁzaa
Kode Aset Uraian Jenis |- perolehan s.d: £
e ' S - “Periode - maniaat
. Pefebuivivn (Tahun)
.. sebelumnya
batas | batas
o bawah ‘|- atas
1 ’ 2 ; 3 4. 5 6 -
PENGEMBANGAN SUMBER ,
AIR DAN AIR TANAH | ; . o
~113 412 6 | BANGUNAN AIR BERSIH/AIR Renovasi 0 30 - 2
. BAKU )
113142 6 BANGUNAN AIR BERSIH/AIR Renovasi 30 S0 )
-1 BAKU - T 2 ;
113 4.1 2] 6 BANGUNAN AIR BERSIH/ AIR Renovasi > 50 10
' ~| BAKU o :
113 412 6| BANGUNAN AlR BERSIH /AIR Renovasi 0 .30 2
‘ BAKU - -
11:3] 4(721i 6|BANGUNAN AIR BERSIH/AIR Renovasi: 30 . 50 5
| BAKU .- R 3
1131 .4]2 6 BANGUNAN AIR BERSIH /AIR Renovasi > 50 10
s : - | BAKU- )
113 412 7-| BANGUNAN AIR KOTOR‘ Renovasi (VU 30 2
1[-3] 4} 2} 7|BANGUNAN AIR KOTOR - Renovasi | ©30 50 5
113 42| 7|BANGUNAN AIR KOTOR - Renovasi‘| >.50 10
1131 4} 3| 1]INSTALASI AIR BERSIH / AIR | Renovasi 0 30 2
: i BAKU : o
1]13] 4| 3| 1|INSTALASIAIR BERSIH / AIR Renovasi | 30~ 50 5
o : | BAKU - co , :
113 41 31 1) INSTALASI AIR BERSIH / AIR | Renovasi >50 ~10
i " |-BAKU : ; : S
1431413 2 INSTALASI AIR KOTOR Renovasi 0 30 2
1[3 413 2 INSTALASI AIR KOTOR | Renovasi.| 30 50 5
113 413 2 INSTALASI AIR KOTOR ‘ Renovasi > 50 10
113 413 3 INSTALASI PENGOLAHAN Renovasi | 0 30 2
' : | SAMPAH S : : :
13 413 3 | INSTALASI PENGOLAHAN Renovasi 30 50 5
SAMPAH : -
11|13 4.1 3| 3| INSTALASI PENGOLAHAN -Renovasi > 50, 10
SAMPAH ' : )
113 41314 | INSTALASI PENGOLAHAN Renovasi 0 30 2
: ‘ : BAHAN BANGUNAN ? s g L
1|3 4 1 31 4 INSTALASI PENGOLAHAN - Renovasi 30 50 S
‘ | BAHAN BANGUNAN : :
113 4| 3| 4 | INSTALASI PENGOLAHAN Renovasi | >50.° i0
- | BAHAN BANGUNAN = | e : ,
137413} 5|INSTALASI PEMBANGKIT ‘ Renovasi 0 30 -5
: g LISTRIK Lo '
113 4 |31 5| INSTALASI PEMBANGKIT -Renovasi | ."30 50 10
g LISTRIK . ' U :
113 41 3 5 | INSTALASI PEMBANGKIT Renovasi > 50 15
o ‘ LISTRIK : : ‘
113 4|3 6 | INSTALASI GARDU LISTRIK Renovasi -0 30 5
113]| 4| 3| 6| INSTALASI GARDU LISTRIK Renovasi 30 50 10
13| 4| 3| 6|INSTALASI GARDU LISTRIK Renovasi | > 50 : 15
113|411 3| 7 ]INSTALASI PERTAHANAN Renovasi 0 30 2
143 413 7.| INSTALASI PERTAHANAN Renovasi 30 5\0 5
113 4 ‘ 3| 7 | INSTALASI PERTAHANAN Renovasi | > 50 10
1131 413 8 | INSTALASI GAS J} Renovasi -0 30 .5 -
1:1-3 4 1:3 | 8| INSTALASI GAS 'Renovasi 30 - 50 10
113 413 8 | INSTALASI GAS ‘Renovasi > 50 15
113 4| 3| 9(INSTALASI PENGAMAN ‘Renovasi 0 30 2
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! prosentase
renovasi/restor’ ;
asi/ o.ver.ha'tul Penamba
. o A 1 . dari nilai han Masa
~Kode Aset .  Uraian | - |/ “Jenis | ‘perolehan s.d f
1 » ‘ *Periode n;an aat
sebelumnya (Tahun) v
batas { batas
i ~ ! : | bawah atas
e 1 i 2 i _ 3 4 5
1'1'3 4 3| 9 | INSTALASI PENGAMAN - Renovasi 30 50
113] 4 3| 9|INSTALASI PENGAMAN Renovasi | > 50 10
113 4 4 1 | JARINGAN AIR MINUM I Renovasi 0 30
113 4 4| 1| JARINGAN AIR MINUM Renovasi 30 50
113} 4 4 | 1} JARINGAN AIR MINUM . ‘Renovasi-| > 50 : 10
113 41 4| 2|JARINGAN LISTRIK - | . | Renovasi o 30 :
113} 41 4| 2|JARINGANLISTRIK .- Renavasi 30 . 50 -5
113} 4| 4| 2| JARINGAN LISTRIK = ‘ Renovasi | > 50 10
1:1:3.f -4} 4] 3| JARINGAN TELEPON S Renovasi 0 30
13| 4] .4 3|JARINGAN TELEPON ; Renovasi B 30 . 50
113 4| ‘4| 3|JARINGAN TELEPON "1 Renovasi | > 50 ' 10.
1[3] 4] 4] 4]JARINGAN GAS z ~I'Renovasi | - 0 | 30
113 4| -4 | 4| JARINGAN GAS" A Renovasi 30 50 :
13| 4| 4] 4|JARINGAN GAS i Renovasi | > 50 10
113 5 7 11| ASET TETAP DALAM Renovasi | . 0~ 30 2
" - | RENOVASI S [ S . : i :
113| 5| 7| .1 ASETTETAP DALAM .. . . .| Renovasi 30 ° 50 3
, RENOVASI: | S .
113] 5 7| 1| ASET TETAP DALAM s “{ Renovasi | > 50 5
R - RENOVASI - L : o

e) Jika penambahan masa manfaat meleb1h1 ‘batas
makS1mal sebagalmana tercantum dalam tabel
fpenetapan masa manfaat, maka yang digunakan

adalah batas tertmggmya.

n. Penilaian Kembah Aset Tetap (Revaluatton)

‘Pemlalan kembah atau  revaluasi ‘aset  tetap tidak
dlperkenankan ‘karena Kebljakan Akuntansi Pemermtah,

Daerah menganut pemlalan aset berdasarkan blaya

- perolehan atau harga pertukaran.;

~Peny1mpangan dari ketentuan ini’ mungkm dilakukan
berdasarkan ketentuan pemermtah yang berlaku secara

nasional.

 Dalam hal ini; laporan keuangan harus menjelaskan

mengé'n’ai penyimpangan dari ‘konsép biaya perolehan

, didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan_

tersebut terhadap gambaran keuangan suatu Entitas.

Sehslh antara n11a1 revaluasi dengan n11a1 tercatat aset
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tetap dibukukan kdala‘m ekuitas. ,
0. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap -

1) Suatu aset tetap dan akumula31 penyusutannya
dieliminasi dari neraca dan dlungkapkan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset
secara *pefmanen‘ ‘dihentikan, penggunaannya dan
Adiranggap tidak fnemiliki manfaat - ekonomi/sosial

' signiﬁk’an, dimasa yang akan datang setelah ada
‘Keputusan dari Kepala Daerah dan/ atau dengan
persetujuan DPRD. ‘

2) Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari
pemmdahtanganan dengan cara  dijual atau '

- dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi

o belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan
,habls dlsusutkan, maka selisih antara harga jual atau
- harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap
- terkait  diperlakukan sebagal _ surplus/ defisit
‘penju'alén/ pertukaran aset non lancar dan disajikan :
pada ';Laporan‘Operé’sional (LO),"aipabila harga jual diatas
. nilai Buku dicatat sebagai surph.is penjualan/pertukaran
aset tetap1 apab1la harga _]ual dibawah nilai buku dicatat
sebagai defisit penjualan / pertukaran aset. Penerimaan |
kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan

~ dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). |
- 3) Aset tetap hilang harus dikeltiarkan dari neraca setelah
ditérbitkannya‘ penetapan “oleh pimpinan Entitas yang

' bérsanjgkutan berdasarkan keterangah dari pihak yang
berwenang sesuai dengan " ketentuan perundang- ~
undangan Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan-

 proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur
kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan
ganﬁ rugi. i | |

Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai
buku. Apabila terdapat perbeydaari ‘waktu antara

p‘enetapan‘ aset hilahg 'déngan" penetapan ada atau |
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tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap
diﬁyatakan hilang, Entitas melakukan reklasifikasi aset
tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang
masih dalam proses tuntutan ganti ruél) Selanjutnya,
apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan
dipastikan terdapat tuntutan ‘ganti rugi kepada
perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut
direklasiﬁkasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi.
Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset
lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.
p. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap
- 1) Aset Tetap ;disajik’an dalam Neraca dan rinciannya
dijelaskan cialam Catatan atas Laporan Keuangan

(CaLK).

2) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk
masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

a) Dasar penilaian yang dfgunakan untuk menentukan
nilai tercatat (carrying amount), apabila telah
dilaksanakan sensus; |

b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada. awal dan akhir
periode Yang mé_nunjukkan:

" (1) penambahan;
(2) pelepasan;
(3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai,
jika ada; .
(4) mutasi aset tetap lainnya.
¢) Informasi penyusutan, meliputi:
(1) nilai penyusutan;
(2) metode penyusutan yang digunakan; .
(8) masa manfaat atau tarif penyusutan yang
digunakan,;
(4) nilai tercatat bruto dan akumulasi pényusutan
i | pada awal dan akhir periode. |
3) Haﬂ—hal yang perlu dipérhatikan dalam pengungkapah
aset tetap adalah sebagai berikut:

a) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan
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 operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi

deﬁnisiaset tetap dan harus disajikan di pos aset

lamnya sesuai dengan n1la1 tercatatnya ',

b) Jika penyelesalan penger_]aan suatu aset tetap

c)

, meleb1h1 ‘dan atau melewat1 satu periode tahun

anggaran, maka aset’ tetap yang belum = selesai

ktersebut dlgolongkan dan dllaporkan sebagau‘

konstruk31 dalam pengerjaan sampax dengan aset

tersebut selesa1 dan 51ap d1paka1
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap

yang memperpanjang masa manfaat atau yang'

: kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi  di

~masa yang akan datang dalam bentuk kapas1tas
mutu produk31, atau penlngkatan standar kmerja
dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus
ditambahkan pada nilai = tercatat aset ya}ng"

bersangkutan

d) Pemerintah Daerah tidak harus menyajlkan aset

‘bersejarah (heritage assets) dl‘neraca namun aset

 tersebut harus dlungkap'kan’ dalam_ Catatan atas

: :’e)

ﬂ

Laporan Keuangan. -
Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi
manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain

n11a1 seJarahnya sebagal’ contoh bangunan

 bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran‘

Untuk kasus tersebut, aset ini akan chterapkan A
pr1n31p pr1ns1p yang sama sepert1 aset tetap lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dlhentlkan atau

- dilepas = harus d1e11m1na31 dari Neraca dan
| diﬁngkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
g

- dilepaskan atau bila aset secara permanen

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika

dihentikan ‘ penggunaannya dan tidak ada manfaat
ekonomls masa yang akan datang Ehm1na31 aset,
tetap tersebut dldasarkan pada tanggal transaksi

yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
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h) Aset tetap yang dihénti_kah dari 'pengguhaan aktif
Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset
4' tetap dan ,hamé dipindahkan ke, pos aset lainnya

sesuai dengan niiéi tercatatnya (ca‘rryi}ng amount);
i)' ‘Aset. tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan
- aset tetap terseb‘yut‘ dikurangi akumulasi penyusutan.
" Apabila terjadi kondisi yang memﬁngkinkan penilaian
A‘ké‘mbali, ‘m‘aka} 3asét‘ tetai: akan dis'ajikan dengan
penyesua1an pada masmg-masmg akun aset tetap

. dan akun ekuitas. ‘
q. Akuntansu Tanah S 3

1) Tanah yang d1m111k1 dan/‘a‘tau' dikuasai pemerintah
daerah tidak dlperlakukan khusus, dan pada prinsipnya
merigikuti ketentuah seperti'yang,diatﬁr pada kebijakan

akuntans1 tentang aset tetap. L :

2) Tidak seperti 1nst1tu31 nonpemermtah Pemermtah tldak'
dibatasi vsatu perlqde tertentu untuk_ kepemilikannya
dan/ atkallk,l, penguasaén tériah yaﬁg'dépat berbentuk"hak

‘ pakai hak pengelolaan dan hak atas tanah lainnya yang

, dlmungkmkan oleh peraturan perundang—undangan yang
berlaku. Oleh karena itu setelah  perolehan awal,
Pemermtah Daerah t1dak memerlukan blaya untuk
mernpertahankan hak atas tanah tersebut. 7

- 3) Pengadaan tanah pemermtah yang sejak semula -
dimaksudkan untuk dlserahkan kepada plhak lain tldak
dlsapkan sebagai aset tetap tanah melamkan dlsajlkan‘
sebagai persediaan. L o

)Pada , praktlknya ‘masih banyak  tanah-tanah
pemerlntah yang d1kuasa1 atau dlgunakan oleh kantor-

- kantor pemermtah ‘namun belum d1sert1ﬁkatkan atas

, nama pemerintah. Atau pada kasus lain, terdapat‘
taknah'“ milik pemeriﬁtah yang dikuasai atau digu_nakan -
oleh pihak laiﬁ ‘kar'éhak, tidak terdapat bukti
kepemilikah, yan'gk sah atas tanah térsebut. Terkait “

“de'ng'an késus-kasus kepemilikan tanah ~ dan
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penyajlannya, dalam laporan -kéUangan, sebagai
berlkut ; e | :
a) Dalam hal tanah belum ada buktl kepemﬂ kan
= yang sah ‘namun d1kuasa1 dan/atau digunakan
oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus "
dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah
pada neraca pemerintah, serta diungkapkan
| 'secara - memadai dalam Catatan atas Laporan
Keuangan. | | ”
b) Dalam hal tanah d1m111k1 oleh pemermtah namun
d1kuasa1 dan/ atau digunakan oleh plhak Iam, maka
. tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan
' sebagau aset tetap tanah- pada neraca pernermtah
’scrta ‘dlungkapkan, secara- memadal dalam
Catatan atas Laporan | 'Keua‘ri:gar‘l, bahwa tanah
- tersfebvut dikuasai atau diguxiakan bleh pihé.k lain.
c) Dalam hal ta{n_ah’ ,d,imilik‘i : ‘olehv suatu ‘eri’rc’it'as
. pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan
okl'ehy e‘ntitask pemerintah yang lain, maka tanah
tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas
pemérintah' yang mempunyai biikti kepemilikan,
serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan
atas Laporan Keuangan. Entitask, pemefintah yang .
ménguasai dan/atau menggunakan ‘tanah cukup
'mengungkapkan tanah tersebut secara ‘memadai
dalam Catatan atas Laporan Keuangan |
5) Perlakuan tanah yang masxh dalam sengketa atau proses‘
pengadllan » RN | ,
a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah
~ yang sah, tanah tersebut  dikuasai dan/atau
digiinakan oleh pemérintah, I.nyaka tanah tersebut
tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap
~ tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan
secara memadai d’alam‘, Catatan* atas Léporén

“Keuangan.
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b. Dalam hal pemerintah belum mémpﬁnyai bukti
-'kepemilikan' tanah | yang sah, ‘tanah tersebut,
dikuasai dan/atau digunakan oleh 'pihak’lairrl, maka
tanah tersebut dicatyatAdén 'disajikah ‘Sebagai aset
’tetap tanah pada , nera}ca; pemerintah serta
o dmngkapkan secara memada1 dalam Catatan atas

Laporan Keuangan

¢. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun

tanah terrsebut' dikuasai ‘dan/ atau digunakan oleh
pemerintah; maka [tanah tersebut tetap harus
rdicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada
‘neraca Vpémerint'ah, - serta diungkapkan' secara
memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Dalam hal bukti kepemilikan' tanah ganda, namun
tanah tersebut dikuasai dan/ atau digunakan oleh
plhak la1n, maka tanah tersebut tetap harus
‘dicatat dan dlsa_ukan sebagal aset tetap tanah
pada 'neraca,‘ 'pemerin'tah ‘namun adénya sertifikat
ganda harus dlungkapkan secara memadal dalam

Catatan atas’ Laporan Keuangan

r. Akuntansi Konstruk31 Dalam Pengerjaan |

1) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang

- sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal

 neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi

3)

dalam pengerjaan rﬁencakup peralata'n dan’ mesin,
gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan

aset tet,apk lainnya yang proses peroléhannya dan/atau

pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu

tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak

konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode

waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa

lebih dari satu periode Akuntansi. ;
Perolehan aset dapat dﬂakukan dengan mernbangun '

sendiri (swakelola) atau melalui plhak ketiga dengan

kontrak konstruksi.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan
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B "Sua"‘cii'bénda berwujud harus 'd‘iakiii':'éébagai Konstruksi

Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan 1aporan

keuangan Jlka

‘a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa

 yang ‘akan datang berkaitan dengan aset tersebut

" akan diperoleh; dan

b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;

4

VrDaerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam

~ dan ,
c) fAse,t tersebut masih dalam pro‘ses"p‘engerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaah merupakan aset yang

dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah

jangka panjang dan oleh karenanya vd1kla31ﬁkas1kani

5)

V6)

dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengefjaany apabila telah selesai

 dibangun dan sudah  diserahterimakan akan

direklasifikasi menjadl aset tetap  sesuai - dengan

kelompok asetnya

'Pengukuran Konstruksi Dalam'Pengérj aan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan. biaya

- perolehan.

8

Nilai konstruk31 yang dikerjakan secara swakelola antara

lain: v

a) Biaya yang bérhubungan klangsyung dengan kegiatan
- konstruksi; ‘ ' '

b) ’~Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada

umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi

: ‘tersebut;

) Biaya lain - yang Sécara khusus ‘dibayarkan

0

sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung ~dengan

R kegiatan konstruksi antara lain'meliputi:

a)’ Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;

. b) Biaya bahan yang digunakan dalam konsfruksi;

~c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan

dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
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d) Biaya penyewaaan sarana dan pfasarana;

e) Honorarium panitia/pejabat yang terkait langsung
dengan proses pengadaan barang dan jasa (PA, KPA,
PPHP, Tim teknis khusus PTK);

f) Biaya persiapan tempat,seperti = biaya ganti
rugi/pindah bongkar ~ hunian, biaya
'pengufukan/ perataan tanah, pensertifikatan tanah;

g) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara
langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti>
biaya konsultan perencana dan konsultan pengawas.

h) ‘Biaya' ATK, pengumuman lelang, penggandaan dan

 makan minum rapat. | |
10) B1aya—b1aya yang dapat d1atr1bu81kan ke dalam kegiatan
konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke
| konstruksi tertentu, meliputi:

1. Asuransi; ,

2. Biéya rancangan dan bantuan teknis yang secara
tidak langsung berhubungan dengan konstruksi
tertentu; ; ‘

3. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk
keglatan konstruksi yang bersangkutan seperti blaya

| 1nspek31
11)Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan ,

Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara

dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP

dihentikan pembangunanriya untuk sementara waktu,
maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca
dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalarh

Catatan Atas Laporan ‘Keuangan. Namun, apabiia

pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan

pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP
tersebut harus dikeluarkan dari neraca dan kejadian ini

diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas

Laporan Keuangan
12) Pengungkapan Konstruksi Dalam Penger_]aan

Suatu Entitas harus mengungkapkan informasi
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rriengehai Konstruksi Dalam ‘Pengerjaan pada - akhir

periode Akuntansi: |

a) Rihcian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut
tingkat penyelesaian dan jangka waktu
penyelesaiannya; '

b) Nilai koritrak - konstruksi dan sumber
pembiayaannya;

c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;

d) Uang muka kerja yang diberikan; dan

e) Retensi.

3. Dana Cadangan

‘a. Definisi Dana Cadangan

1)

2)

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk
menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif
besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggaran. | |
Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan
diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana
cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan ’yang
lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakén
untuk pembangunan aset, misalriya rumah sakit, pasar
induk, atau gedung olahraga. -

Dana cadangan dapét dibentuk untuk lebih dari satu
peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu
peruhtukan, ‘r‘naka dana cadangan dirinci menurut

tujuan pembentukannya.

b. Pengakuan Dana Cadangan

Dana Cadangan diakﬁi pada saat terjadi pemindahan

klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

c. Pengukuran Dana Cadangan

1)

2)

3)

Dana Cadangan diukur sesuiai dengan nilai nominal dari
kas yang diklasifikasikan ke dana 'cadangan.

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan
yang bersangkutan.

Pembentukan Dana Cadangan mené.mbah Dana
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4)

Cadangan yang bersangkutan.
Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana
Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah

Dana Cadaﬁgan.

d. Pehyajian dan Pengungkapan Dana Cadahgah

1)

2)

4, Aset Lainnya

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok
Aset Non Lancar. = Rinciannya dijelaskan dan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK). | |

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana
Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos
pendapatan asli daerah lainnya, kemudian ditambahkan
dalam Dana Cadangan_ dengan mekanisme pembentukan ~
Dana Cadangan dengan nilai sebesar haéil yang
diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu
diungkapkan dalam dalam Catatan atas Laporan

Keuangan (CaLK).

a. Definisi Aset Lainnya

1) Aset Laimj'a merupakan aset Pemgrintah Daerah yang

tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar,
investasi jangka panjang, aset tetap dan dana

cadangan.

2) Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

~a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

3)

b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

d) Aset Tidak Berwujud;

e) Aset Lain-lain. 3

Tagihan_ penjualan angsuran nienggambarkan jumlah
yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah
Daerah secara angsuran kepada pegawali Pemerintah
Daerah. Qontoh tagihan penjualan angsuran antara lain

adalah pehjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan

dinas.
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4) Jems Aset Kemltraan dengan plhak ketiga adalah

a)

Aset KerJasama/Kem1traan adalah aset tetap yang

£ 'j dlbangun atau digunakan untuk menyelenggarakan

‘ b)

a3

kegiatan kerjasama/ kem1traan

Bangun, Guna, Serah - BGS "(Build, Operate,
* Transfer — BOT), adalah pemanfaatan tanah milik
pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan

v bangunan dan/atau Sarana, berikut fasilitasnya,

kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut

dalam jangka waktu tertentu* yang telah disepakati,

‘u‘ntuk selanjutnya = tanah beserta bangunan

~ dan/atau sarana, berlkut fas1l1tasnya, diserahkan

kembali  kepada pengelola barang setelah
berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS. |
Bangun, Serah, Guna - BSG (Build, Tfansfer,

| ,Operat‘e ~ BTO) adalah pemanfaatan tanah milik
~ pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan

:‘ban‘gunan dan/atau sarana, berikut faysilitasnya,

dan setelah vséleséi pembangun}arnnya diserahkan
kepada  pengelola baréng' ‘u'ntukft kemudian
didayagunakan oleh pihak lain ters‘ebut selama
jangka waktu terténtu yang disepékati. o

Kerjasama  Pemanfaatan  (KSP) adalah

- pendayagunaan Barang Milik Negéra oleh pihak lain -

dalam jangka waktu tertentu - dalam rangka

pemngkatan penerlmaan Negara bukan paJak dan

sumber pembiayaan lainnya. ’ = ,
Masa kerjasama/ kem;traan ‘adalah jangka waktu

- dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih

terlkat dengan j perJ anjian ker_] asama/ kemltraan

5) Aset tldak berwujud adalah aset nonkeuangan yang

dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik

serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan

- barang atau jasa atau digunakdn untuk tujuan lainnya
termasuk hak atas kekayaan intelektual.
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6) Jenis Aset Tidak Berwujud adalah:

~ a)

b)

d)

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh
suatu  Entitas  akibat  adanya  pembelian
kepentingan/ sezham di atas nilai buku. Goodwill
dihitung berdasarkan selisih antara nilai Entitas
berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi
per’alihan /penjualan képentingan /saham dengan
nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada

“dasarnya diperoleh karena' adanya kepemilikan

kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan
teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan
manfaat bagi Entitas. Di samping itu dengan adanya
hak ini dapat r_nengendalikan pemanfaatan aset
tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak
berhak untuk memanfaatkannya.

Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang
akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak
paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan

dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan
lain.

~ Software komputer yang masuk dalam kategori Aset

Tidak Berwujud adalah software yang bukan
merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware
komputer tertentu. Jadi r-software, ini adalah yang
dapat digunakan di komputer lain.

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten
atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain
berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk

menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak

Kekayaan - Intelektual yang diberi perlindungan

dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat

- jangka panjang adalah suatu kajian atau

pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis
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7)

8)

dan/atau sosial dimasa yang 'akan datang yang
dapat diidentifikasi sebagai aset. |

g) Aset Tidak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset

Tidak Berwujud yang tidak‘dapat dikelompokkan ke

dalam jenis Aset Tidak Berwujud yang ada.

‘h) Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan.

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset
Tidak BerWujud yang diperoleh secara internal yang
jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun
anggaran atau pelaksanaan pengembangannya
melewati tanggal pelapdfan. Dalam hal terjadi seperti
ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam
rangka pengembangan tersebut sampai dengan
tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak
Berwujud dalam Pengerjaan (intangible ‘asset - work
in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian
‘akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud
- yang bersangkutan. |
‘Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan
untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah
direklasifikasi ke dalam Aset ‘Lain-lain. Hal ini dapat
disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset
tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu
proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli,
penghibahan, penyertaan modal)
Klasiﬁkasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam
Bagan Akun Standar (BAS).

b. Pengakuan Aset Lainnya

1)

2)

Aset - lainnya diakui = pada. saat diterima atau
kepemilikannya dan/ afau kepenguasaannya berpindah.
Tagihan '_ penjualan angsuran diakui saat trans‘aksi
penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset
lainnya 'kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen
sumber Memo Penyesuaian (MP).‘ Memo iniv dibuat
berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau

BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumabh,
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kendaraan dinas dan lain-lain.

3) Tuntutan Ganti Rugi  diakui bila telah memenuhi

4)

kriteria:

(a)

Telah ditandatanganinya Surét keterangan Tanggung
Jawab Mutlak (SKTJM); atau

(b) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan

Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang
dikenakan Tuntutan Ganti Rugi. o '

Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:

(a)

(b)

@

(e)

Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi
perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan
perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi
aset kerjasama/kemitraan. |

Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau
sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerjasama

BSG,. diakui 'pada saat pengadaan/pembangunan

Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai

dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus -

~diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, |

yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan
telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat
proses pembangunan selesai.

Setelah masa perjanjian kerjasama befakhir, aset
kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat
pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada
Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
Penyerahan kembali objek kerjasama beserta
fasilitasnya kepada Pengelola Barahg dilaksanakan
seteléh berakhirnya perjanjian dituangkan dalam
berita acara serah terima barang.

Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta
bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan

ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola
Barang.
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o

(g) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kémitraari berubah |
dari “Aset Lainnya” menjadi “Asét Tetap” . sesuai
“Jenlsnya setelah berakhirnya perjanjlan dan telah

d1tetapkan status penggunaannya oleh Pengelola
Barang s '

Aset Tidak Berquud diakui pada saat:

Manfaat ekonomi d1 masa datang yang dlharapkan atau |

 Jasa potensxal yang diakibatkan dari Aset Tldak

6)

2)

g

4

Berwujud tersebut akan mengahr kepada/d1n1kmat1 oleh

Entitas; dan

Pengakuan AsétLain-lain diakui pada saat dihentikan

“dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan

ke dalam aset lain-lain.

. 'Pengukuran Aset Lainnya
1)

Aset lainnya diukur sesuai dengan blaya perolehan atau

sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

- Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan

berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara
penjualan aset yang bersangkutan. - '

Pengukuran  Tuntutan Ganti  Rugi  dilakukan

berdasarkan nilai nominal dari Surat keterangan

Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan

Pembebanan Penggantlan Kerugian Sementara (SKP2K)

;Pengukuran aset berdasarkan Kem1traan dengan Plhak ‘

Ketlga dinilai berdasarkan ‘ :

a) - Aset yang d1serahkan oleh Pemermtah untuk

- diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan
“harus dicatat sebagai aset kérjasama/kemitraan o
sébésar nilai bersih yang- tercatat pada saat
pérjanj’ian ataﬁ nilai wajar pada saat perjanji_an;

~ dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uj.

'b) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam

 Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan
 Kerjasama/Kemitraan. Di  sisi lain, investor

mencatat‘ dana yang diteri:ria ini sebagai kewajiban.
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c) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada
pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah -
ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar
nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar
‘pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang
paling objektif atau paling berdaya uji. |

5) Asét Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan,
yaitu harga yang harus “dibayar Entitas untuk
memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap
untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut
mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa
datang atau jasa potensial yang melekat pada aset
tersebut akan mengalir masuk kedalam Entitas tersebut.

6) Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan
pembelian terdiri dari:

a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak,

setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan’ secara

langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi

yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk

penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara

langs'ung adalah: |

(1) Biaya staf yahg timbul secara langsung agar aset
tersebut dapat digunakan;

(2) Biaya profesional yang timbul secara langsung
agar aset tersebut dapat digunakan;

(3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut
dapat berfungsi secara baik.

7) Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara
internal adalah:
a) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan ﬁerigembangan
yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar.
~biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan

sejak memenubhi kriteria pengakuan.
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8)

9)

10)

b) ‘Pengeh»laran atas unsﬁr tidak berwujud yang awalnya
telah diakui oleh Entitas sebagai beban tidak boleh
diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak
Berwujud di kemudian hari.

c) Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari
pengembangan software komputer, maka
pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah
pengeluarah tahap p¢ngembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset

Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat

ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

Pengeluaran setelah pefolehan yang dapat diatribusikan

langSung terhadap Aset Tak Berwujud tertentu, maka

pengeluafan tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai

Aset Tak Berwujud dimaksud. Kapitalisasi terhdap

pengehiéran setelah perolehan terhadap software

komputer harus mefnenuhi salah satu kriteria:

a) meningkatkan fungsi software;

b) meningkatkan efisiensi software.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak menuhi salah

satu kriteria di atas maka pengeluaran harus di anggap

sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya.

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam

mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun

demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan
dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan
penghentian ATB antara lain adalah penjualan,
pertukaran, hibah, atau‘berakhirnya masa manfaat ATB
sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum,

penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau

- ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa

depan yang diharapkan dari penggunaan atau

pelepasannya. Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah

. lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Pemerintah

dapat melakukan pemindahtanganén BMD yang di
dalamnya termasuk ATB dengan cara:
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1)

a) dijual;

c) dipertukarkan;

d) dihibahkan; atau

e) dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapatv digunakan karena
ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan
organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa
kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut
hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa
depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.
Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik
karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya

masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi,

" maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus

dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas
dapat mengajukan proses penghapdsan ATB sesuai

dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB

~ dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian

penghapusan ATB'k sebesar nilai"tercatat neto.

1) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari
penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam
‘Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. |

2) Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset

| tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan
aset tetap. R |

3) P_rdses penghapuéan ‘terhadap aset lain - lain
dilgkukan paling lama 12 (dua belas) bulan séjak
direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut

ketentuan perundang-undangan.

~ d. Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya

1)

2)

Secara_umum Aset lainnya disajikan ,c_ialam Neraca pada}
kelompok Aset Non Lancar. Rinciannyav dijelaSkan dan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK).

Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan

-‘Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan
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3)

4)

6)

(CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya
klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.

Pengungkapan Tuntutan = Ganti Rugi di ‘Laporan

Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan

4(CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya
klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai.

Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di

-Lap'orein Keuangan maupun Catatan atas ‘Laporan

Keuangan (CalK) disesuaikan dengan kebutuhan
daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak
ketiga menurut jenisnya.

Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai

‘bagian dari Aset Lainnya. Hal-hal yang diungkapkan

dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud
antara lain sebagai berikut:

'a) Masa manfaat dan metode amortisasi;

b) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai

. sisa Aset Tidak Berwujud;

~¢) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada :

awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan
peiepasan Aset Tidak Berwujud.
Aset Lain-lain dis'ajikan' di dalam kelompok Aset Lainnya
dan diungkapkan' secara memadai di dalam CaLK. Hal--
hal yé.ng- perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-
faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian

penggunaan, jenis aset tetap vyang dihentikan

- penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Amortisasi Aset Lainnya

1) Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara

2)

3)

‘bertahap dalam jangka waktu tertentu pada
setiap periode Akuntansi. |

Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset

Tidak = Berwujud yang memiliki masa manfaat tak
terbatas. |

Pengakuan Amortisasi Aset Lainnya

Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat
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akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan
keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah

tangankan kepemilikannya.

f. Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya

1) Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan

metode garis lurus.

2) Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan
hukum, peraturan atau koﬁtrak.

3) Apabila masa manfaat amortisasi tidak dibatasi oleh
ketentuan ‘hukum, peraturan atau kontrak maka
Amortisasi aset tak berwujud ditetapkan

4 (empat) tahun

. Pengungkapan Amortisasi Aset Lainnya

Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam
akun Akumulasi Amortisasi yang akan mengurangi nilai

buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga

‘akan diungkapkan dalam Laporan ‘Operasional sebagai

- Beban Amortisasi.

~ VI. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. UMUM

1.

Tujuan .
Tujuan Kebijakan Akuntansi kewajiban adalah mengatur
perlakuan Akutitans_i kewajiban meliputi saat pengakuan,

penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan -
terhadap kewajiban tersebut. |

2. Ruang Lingkup

a. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh Entitas

Pemerintah Daerah yang menyajikan laporan keuangan

~untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan

Akuntansinya, termasuk  pengakuan, pengukuran,

penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

b. Kebijakan Akuntansi ini mengatur:

1)' Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewéjiban

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang
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ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar
Negeri.
2) Perlakuan Akuntansi untuk biaya yang timbul dari

utang pemerintah.

3. Definisi Kewajiban

a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa
lalu yéng penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar
sumber daya ekonomi pemerintah.

b. Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang
diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12
bulan.

c. Kéwajiban jangka panjang adalah semua kewajiban
Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari

12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan

B. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
1. Utang Perhitungan Pihak Ketige_l (PFK)‘
a. Definisi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
- 1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut
Utang PFK merupakan utang Pemerintah Daerah
kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan
'Pemerintah‘ Daerah sebagai pemotong pajak atau
pungutaﬁ lainnyé., seperti Pajak Penghasilan (PPh),
Pajak  Pertambahan Nilai (PPN), iuran BPJS
kesehatan, Taspen, dan Taperum. | ‘
2) Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan
keypada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak,
PT Taspen, PT Asabri, Bapeftarum, dan BPJS)
sejumlah yang sama dengan jumlah yang
dipungut/dipotong. ‘
b. Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongén oleh
Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari
kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan
tunjangén pegawai serta pengadaan barang dan jasa

termasu}{ barang modal atau pada saat terbitnya SP2D

i
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(Surat Perintah Pencairan Dana).

'¢. Pengukuran Utang Perhitungan F1hak Ketiga (PFK)

‘Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini
adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh

" Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan

kepada yang berkepentingan

| d. Penyajiah dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK) '

1)

=

- Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang

harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang
semacam ini disajikan di neraca dengan
klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.

Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat
saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan
kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan
tersebut harus dicatat pada laporan keuangan

sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

2. Utang Bunga (Accrued Interest)

a. Definisi Utang Bunga (Accrued Interest)

Il)

Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang
harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang

karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek

yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan

Negara utang jangka panjang yang berupa utang luar

negeri, utang obligasi negara, utang jangka panJang

~ sektor perbankan, dan utang jangka panjang lamnya

2)

Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang
commitment fee, yaitu utang yang timbul sehubungan
dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati

dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh
debitur. |

b. Pengakuan Utang Bunga: (Accrued Interest)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok

utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang

telah

terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya

berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi
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dem1 kepraktlsan d1aku1 pada setlap akhlr perlode ;
pelaporan ‘ .
'c”.’ Pengukuran Utang Bunga (Accrued Interest) |

‘Nilai yang dlcantumkan dalam neraca untuk akun ini
adalah sebesar kewajlban bunga atau commztment feeyang

telah terJadl tetapi belum dlbayar oleh pernermtah ,

| Besaran kewa31ban tersebut pada naskah perjahjien
,pmjaman biasanya dmyatakan dalam persentase dan

; pcr1ode tertentu yang telah d1sepakat1 oleh para pihak.
d. Penyajlan dan Pengungkapan Utang Bunga (Accrued

Interest) ‘ D ,
Utang bunga maupun ' commitment fee merupakani :

\ kewajlban jangka pendek atas pembayaran bunga sampali |

‘ dengan tanggal pelaporan. Rmman utang bunga maupun
commltment fee untuk masmg-masmg jenis utang'

: dlungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CalK).
Utang bunga maupun utang commitment fee dlungkapkan

- dalam CaLK secara terplsah

3. Utang Jangka Pendek Lainnya ;
a. Definisi Utang Jangka Pendek Lamnya ; t
Utang Jangka Pendek Lainnya adalah Jems utang yang
| tldak dapat d1k1as1ﬁka31kan dalam klasifikasi utang _]angka
pendek sebagalmana telah d1defin1s1kan sebelumnya. :

'Rincian utang Jangka pendek lalnnya ini’ _rnisalnya

Pendapatan yang dltangguhkan | | , | |
b, Pengakuan Utang Jangka Pendek Lalnnya ’

Pengakuan ‘utang - jangka pendek lalnnya pada saat
terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal v
pelaporan belum dapat dlakul sebagai pendapatan. '

_c Pengukuran Utang Jangka Pendek Lamnya _
| Pengukuran atas utang Jangka pendek lainnya berdasarkan |
dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan
~ pada akhir periode Akuntansi atau tanggal pelaporan
d. Pengungkapan Utang J angka Pendek Lalnnya |

'Utang’k Jangka pendek lainnya dlungkapkan dalam neraca

‘dalam Kklasifikasi kewajiban jangka pendek.
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4. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

a. Definisi Kewajiban untuk D1konsohdas1kan ;

1) Kewajlban untuk dlkonsollda81kan adalah kewajlban
yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik
antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
(SKPKD) yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD).

2) Kewajlban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi
antara SKPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk
dikonsolidasikan hé.nyav terdiri dari satu rincian yaitu
R/K SKPKD atau Rekening Koran SKPKD. Akun ini
hanya ada pada umt SKPKD yang ‘dipimpin oleh
SKPKD.

3)Akun ini menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri

. Nomor 64 Tahun 2013 diakomodasi dalam akun
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.

- 4)Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi
timbal balik dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan
sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar
kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan
terelimiriasi dengari akun Aset untuk dikonsolidasikan
pada saat penyuSunan laporan keuangan. |

b. Pengakuan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan -

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi

transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.

c. Pengukuran Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

‘1) Pengukuran kéwajiban uhtuk - dikonsolidasikan

berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.

2) Kewajiban uﬂtuk dikonsolidasikan ini  akan

mcrripunyai nilai yang sama dengan Aset untuk
dikonsolidasikan' sehingga pada saat dilakﬁkan
penyusunan laporan konsolidasi akun- akun ini akan
saling mengehmma& ,

d. Pengungkapan Kewajiban untuk D1konsol1das1kan

‘Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada
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Neraca dalam Klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun
' ini disajikan hanya pada SKPKD. Pada laporan konsolidasi
akun ini tereliminasi.
5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
a. .Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang |

Bagian Lancar Utang Jéngka Panjang merupakan bagian

utang jangka panjang 1baik pinjaman dari dalam negeri

maupun luar negeri. yang akan jatuh tempo vdan
diharapkan akan d1bayqr dalam waktu 12 (dua belas) bulan |
setelah tanggal neraca.

b. Pengakuan Bagian Lancjar Utang J angka Panjang

1) Akun ini diakui pr;lda saat melakukan reklasifikasi

| pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam
waktu 12 (dua bélas} bulan setelah tahggal neraca pada -
setiap akhir periode? Akuntansi, kecuali 'bagian lancar
utang jangka panjarig yang akan didanai kembali.

2) Termasuk dalam Bag1an Lancar Utang Jangka Panjang
adalah utang Jangka panjang yang persyaratan
tertentunya telah dllanggar seh1ngga kewajiban tersebut
menjadi kewaJ1ban Jangka pendek (payable on demand).

c. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian- laﬁcar

ufang jangka panjangf adalah sebesar jumlah yang akan

jatuh tempo dalam Waktu 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal neraca. |

Dalam kasus kewajiba‘n jangka pendek yang terjadi karena
payable: on demand, "nilai yang dicantumkan di neraca

adalah éebesar saldo utang jangka panjang beserta denda .

~dan kewajiban lainr;ya yang harus ditanggung oleh

‘»peminjax.n sesuai perjahjian | , |

d. Penyajian dan Pengungkapan Baglan Lancar Utang Jangka

Pan_]ang j

Baglan Lancar Utang Jangka Panjang disajikan dmeraca

sebageu kewajlban Jangka pendek Rincian Bagian Lancar

Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis

utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLX.
| ‘
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6. Pendapatan Diterima Dimuka

a. Definisi Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang
timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi
sampai dengan tanggal neraca ‘seluruh atau sebagian
barémg/ jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah
kepada pihak lain.

b. Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat
terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Pemerintah
Daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga

" tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari Pemerintah

Daerah.

c. Pengukuran Pendapatah Diterima Dimuka
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini
adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan

- oleh Pemerintah Daerah kéﬁada pihak ketiga sampai

dengan tanggal neraca.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka
disajikan sebagai kéwajiban jangka pendek di neraca.
Rincian Pendapatan Ditefima Dimuka diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK).

7. Utang Beban

a. Definisi Utang Beban
1) Utang Beban adalah utang Pemerintah Daerah yang

timbul karena Entitas mengikat kontrak pengadaan

barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya

akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal

pelaporan belum dilakukan | pembayaran. Dalam

klasifikasi utang beban Iini termasuk di dalamnya adalah

utang kepada pihak ketiga (Account Payable). |

- 2) Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:

a) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi

- sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan
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pémbayéra'n. _

b) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik
menyediakan barang atau jasa dimuka dan
melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh,
penyediaan barang berupa listrik, air PDAM, telepon
oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan
baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada Entitas
selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan
berikutnya. |

c) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan
fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau

 peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana
dituangkan dalam  berita acara kemajuan
pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan
tanggal pelaporan belum dibayarv.

d) Pihak ketiga menyediakan barang atau' jasa sesuai
dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal
pelaporan belum dibayar.

b. Pengakuan Utang Beban

Utang Bebah diakui pada saat:

1) Beban secara peratﬁran perundang-undangan sudah
terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum
dibayar. . |

2) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam
bentuk surat penagihan atau invoice, kepada Pemerintah
Daerah terkait penerlmaan barang/jasa yang belum
diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah.

3) Barang yang d1be11 sudah diterima tetapi belum dibayar
atau pada saat barang sudah diserahkan kepada
rperusahaan Jjasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi

sampai dengan tanggal peléporah belum dibayar.

c. Pengukuran Utang Beban
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini
adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh Pemerintah

Daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan
tanggal neraca.
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d. Penyajian dan pengungkapan Utang Beban
Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban
jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan (CaLK).

8. Utang Jangka Pendek Lainnya

a. Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya
| Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka
péndek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban
jangka pendek seperti pada akun di atas.

b. Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/
timbul klaim kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang
telah diterima tetapi “belum; ada pembayaran/pengakuan
sampai dengan tanggal pelaporan.

c. Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya ,
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini
adalah sebesar kewajiban 'yang belum dibayar/diakui
sampai dengah tanggal neraca. )

d. Pényajian dan Pengungkaiaan Utang Jangka Pendek

" Lainnya 4 | |
Utang Jangka | Pendek Lainnya disajikan sebagai
kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

C. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG.

1. UTANG DALAM NEGERI
é.. Definisi Utang Dalam Negeri
1) Utang’ Dalam Negeri adalah semua kewajiban
Pemerintah Daerah yang wéktu jatuh temponya lebih

dari 12 (dua belas) bulan dan diperoleh dari sumber-

sumber dalam negeri.

2) Yang termasuk dalam utang dalam negeri

diantaranya adalah:

a) Utang Dalam Negeri—sektor perbankan;
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'b) Utang Dalam Negeri—sektor lembaga keuangan

non bank; |
é) Utang Dalam Negeri-obligasi;
d) Utang pemerintah pusat;
e) Utang pefncrintah provinsi; dan

f) Utangpemerintah kabupaten/kota.

b. Pengakuan Utang Dalam Negeri

1)

)

Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam
perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada
saat dana diterima di Kas Daerah/ saat terjadi
transaksi penjualan obligasi. ‘ _

Sehubungan dengan transaksi penjualan utang
obligasi, bunga atas utang obligasi diakui Sejak saat
penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal
pembayaran bunga' terakhir, sampai saat terjadinya

transaksi.

c. Pengukuran Utang Dalam Negeri

1)

3)

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah
perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah
pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman.
Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh
jumlah pendanaan tersebﬁt, sehingga jumlah yang
dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam
negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah
ditarik oleh penerima pinjaman.

Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran

pokok pinjarr}an akan mengurangi jumlah hutang

- sehingga jurﬁlah yang dicantumkan dalam neraca

adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan
p,eluvnasan. |

- Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai
‘nominal/pari, ditambah premium atau dikurangvi
diskon yang 'dis'ajikan pada akun terpisah. Nilai
nominal Utang leigasi tersebut mencerminkan
nilai yang tertera pada lembar surat utang

Pemerintah Daerah dan merupakan nilai yang akan
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dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri
Utang Dalam Ne‘gei‘i disajikan sebagai kewajibén jangka
panjang. Rincian utang diungkapkan di Catatan atas
Laporan Keuangan (CalK) berdasarkan pemberi

, ~pinjaman.

2. UTANG LUAR NEGERI

Pasal 3 Peréturan' Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah
serta Penerusan Pinjaman dan/ atéu Hibah Luar Negeri
menyatakan Perherintah Daerah dilarang melakukan perikatan
dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban
~untuk melakukan pinjaman luar negéri. |

"Pasal 20 ayat (1) dan (3) dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah
dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri. dengan
cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah.
a. Definisi Utang Luar Negeri

1) Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah
pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan
sé.lah satu instrumen yaﬁg diambil oleh Pemerintah
Daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.

2) Nilai nominal adalah nilai kewajiban Pemerintah Daerah
pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai
yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

3) Nilai tércatat (carrying amount) kewajiban adalah nilai
buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah
dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang -
belum diémortisasi. S

4) Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini
kewajiban (present value) dengan nilai jatuh .tempo
keizvajiban (maturity value) karena tingkat bunga nominal

. lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.

5) Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini
kewajiban = (present value) dengan nilai jatuh tempo
kewajiban (maturity value) dari suatu utang karena tingkat

“bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.
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b. Pengakuan Utang Luar Negeri

Sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan

(PSAP) 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui

pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat

kewajiban timbul.

c. Pengukuran Utang Luar Negeri

1)

2)

Sesuai -paragraf 32 Peraturan Standar Akuntansi
Pemerintahan (PSAP) 9, Utang dicatat sebesar nilai
nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan
dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai
tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang
Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi
berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat
utang Pemerintah Daerah. Aliran ekonomi setelahnya,
seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian
dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan
perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar,
diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat

(carrying amount) utang tersebut.

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri

)

2)

3)

Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat
(carrying amount). |

Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung
dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah
diskonto atau premium yang belum diamortisasi. |
Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-
pos Neraca yaitu rincian dari maSing-masing jenis
utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu

halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo,

‘tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan

selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi

antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.
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3. UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

a. Definisi Utang Jangka‘ Panjang Lainnya _

1

2)

- 5)

Utang jangka' panjang lainnya adalah utang jangka
panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang
Dalam dan Ufang Luar Negeri, misalnya Utang
Kemitraan ‘

Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan
dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak
ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).
Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada
perrierintah disertai dengan pembayaran kepada inveétor
sekaligus atau secara bagi hasil.

Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila
pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran
atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset
kemitraan. S ,

Utang Kemitraén disajikar} pada neraca sebesar dana

yang dikeluarkan investor untuk membangun aset

~ tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi

hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang
dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi
hasil yang dibayarkan

b. Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya

1)

9)

Utang kemltraan d1aku1 pada saat aset dlserahkan oleh
pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya
akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara
angsuran. | |

Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada

kebijakan aset lainnya - kemitraan dengan pihak ketiga.

c. Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya

1)

2)

Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang

disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai
yang belum dibayar.
Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat

pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak
ketiga.
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lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4. Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodaSi ,
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo
Anggaran Lebih) sesuai dalam Peraturan Menteri Dalafn
Negeri Nomor 64 Tahun 2013. , |

5. Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri
dari R/K SKPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan
'Daefah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk
Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertifnbangan
bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja
Perangkét : Daerah) ada pada Kklasifikasi Aset untuk

Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset

adalah akun kewajiban. ,
6. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk
Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim

untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang
sebenarnya.

'C. Pengakuan Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan

kewajiban.

D. Pengukuran Ekuitas

- Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan

kewajiban.

E. Pényajian dan Pengungkaban Ekuitas
~ Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)].
VIIL. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN—LRA
| A. UMUM | |
1. kTujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran
pendapatan pada Entitas Pelaporan dalam rangka
memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan

oleh peraturan perundang-undangan.
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Perbandingan an‘tar'a anggaran dan realisasi pendapatan

menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah |

“disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan

peraturan perundang- undangan.

2. Ruang Lir{gkup

a.

Kebijakan ini diterapkan dalam ‘Akun‘tansi Pendapatan- i
LRA dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.

Pérnyataan kebijakan ini berlaku untuk Entitas

~ Akuntansi/pelaporan  Pemerintah  Daerah,  yang

memperoleh anggaran 'berdasarkan APBD, tidak

termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi Pendapatan LRA

a.

‘Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening

Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran
Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu

dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening ‘tempat,

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala
daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank -
‘yang ditetapkan. |
Saldo Anggaran Lebih adalah jumlah saldo yang berasal
dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran
sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain

yang diperkenankan.

. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-

LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran

pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelapoi‘an.

. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara

pendapatan-LRA dan bélanja selama satu periode
pelaporan.

Pendapatan LRA terdiri dari: |
1) Pendapatan Asli Daerah - LRA

- 2) kPendapatan Transfer - LRA
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3)  Lain-lain PendapatanDaerah Yang Sah - LRA
4. Pengakuan Pendapatan LRA
a. Sesuai dengén Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I
‘Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan
~ Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran. II PP Nomor 71
Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah
| dinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan
Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum
Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan
semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)
sebagai salah satu tempat penampungannya. |
b. Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daéfah
‘ pada saat: |

1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada
RKUD.

2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh

~ Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal
pelaporan belum disetorkan ke RKUD.

3)k Kas atas  pendapatan tersebut telah diterima
satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor
ke RKUD, dengan syarat Entitas penerima wajib
melaporkannya kepada BUD.

4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah
langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk

- mendanai pengeluaran Entitas ‘telah diterima,
dengan  syarat  Entitas  penerima  wajib
| melaporkannya kepada BUD. |

5) Kas atas péndapatan yang diterima Entitas lain di
luar Entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang
diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai
pendapatan. '

S. Pengukuran Pendapatan LRA
a. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
- yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan

dengan pengeluaran).
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b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA
bruto (blaya) bersifat var1abel terhadap pendapatan
d1maksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu
dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto
dapat dikecualikan. |

6. - Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA

a. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata
uang rupiah. Rinciannya dijelaskan’ dalam Catatan atas
Laporan Keuangan (CaLK).

b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas
Laporan Keuangan (CalK) terkait dengan pendapatan
adalah:

1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah

- tanggal berakhirnya tahun anggaran.

2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun
pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang
bersifat khusus.

3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapalnya target
penerimaan pendapatan daerah.

'4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

B. PENDAPATAN ASLI DAERAH-LRA

1. Definisi Pendapatan Asli Daerah-LRA

a.Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA adalah pendapatan
yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan
Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang—
undangan srang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
bersih dalam periode anggaran tertentu  dan
mencerminkan kemandirian daerah.

b.Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak

Daerah, RetribUSi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah

(meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan

selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan

153



komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat
dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau

jasa qleh Daerah). | ; |
2. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LRA ... - \ ‘
‘Pendapatan Asli Daerah-LRA diakui pada saat kas atas
pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara

Penerimaan dan RKUD.

Pendapatan JKN yang sumber dananya ditransfer langsung
| dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi diakui pada
~ saat diterbitkannya dokumen pengesahan pendapatan oleh

BUD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku. |

3. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LRA

Penda'pa:ltan Asli Daerah-LRA diukur sesuai dengan jumlah

nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan

atau Surat Tanda Setoran atau sebesar nilai penerimaan

yang tercantum dalam dokumen permohbnan pengesahan

. pendapatah yang dilaporkan SKPD pénerima langsung dan
“telah disahkan oleh BUD. »

4. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah-LRA

4 Pendapatan Asli Daerah-LRA disajikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam

mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan

- atas Laporan Keuangan (CaL_K). ,

- C. PENDAPATAN TRANSFER-LRA

1. Definisi Pendapatan Transfer-LRA
Pendapatan Transfer-LRA atau sering disebut Dana
Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai
kebutuhan  Daerah  dalam  rangka  pelaksanaan

~Desentralisasi. 7
2. Pengakuan Pendapatan Transfer-LRA

a. Pengakuan Pendapatan Transfer-LRA adalah pada saat
diterimanya Pendapatan Transfer-LRA pada Rekening

Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat
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dldasarkan pada dokumen Nota Kredit dar1 Bank yang‘,
- ditunjuk sebaga1 RKUD.
b. Pendapatan Transfer-LRA ini hanya diakui dan dicatat di
Bendahara Umum Daerah (BUD) .atau - dicatat oleh
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
3 Pengukuran Pendapatan Transfer~LRA
Pengukuran Pendapatan Transfer-LRA sesuai dengan
jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.
. 4. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer-LRA
| Peﬁdapatan Transfer-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang
- rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan (CaLK).

D. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA

- 1. Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA
a. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan |
seluruh pendapatan daerah  selain Pendapatan  Asli
Daerah-LRA dan Pendapatan Transfer-LRA (dana
perimbangan). |
b. Lain-lain Peridapatan Daerah yang Sah terdiri dari:
1) Pendapatan Hibah-LRA; |
2) Dana Darurat-LRA; |
3) Pendapatan Lainnya-LRA.

2. Pengakﬁan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA
a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA diakui pada
saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada
Rekening' Umum Kas Daerah (RKUD) dan rekening
bendahara Dana BOS.
Pendapatan BOS yang sumber dananya ditransfer

langsung dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi
diakui pada saat diterimanya SPTMH oleh BUD sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Lain-lain Pend‘apata'n Daerah yang Sah-LRA diakui oleh
SKPKD.
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3.

Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yéng Sah-LRA

- Pengukuran Lain-lain Pendapataﬁ Daerah yang Sah-LRA

- (RKUD) atau  sebesar nilai penerimaan yang tercantum °

sesuai dengan’ jumlah nilai  kas yang diterima  atas

pendapatan tersebut pada Rekemng Umum Kas Daerah
dalam dokumen SPTMH yang dilaporkan SKPD penerima.,

Peﬁyajian dan Pengungkapan Lain—lain Pendapatan Daerah

yang Sah—LRA

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis
kas dan disajikan‘dalam mata uang rupiah. Rinciannya

dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).’

. IX. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

A UMUM
1. TuJuan

: Kebl_]akan Akuntansi ~belanja mengatur  perlakuan

Akuntansi atas  belanja ‘yang meliputi pengakuan,
pengukuran, "pényajiayn dan- pengungkapannya dalam
penyusunan L'a'porah Keuangan Pemerintah Daerah. |
Ruang Lingkup | o g

Kebijakan ini diterapkan - dalam Akuntansi beban yang

disusun dan disajikan dengan menggunakan Akuntansi |

berbasis akrual.

B, DEFINISI BELANJA

1.

BelanJa adalah semua pengeluaran dam Rekemng Kas

_Umum ' Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang

mengurang1 Saldo Anggaran Leblh dalam perlode tahun
anggaran bersangkutan yang tldak akan dlperoleh

pembayarannya kembah oleh pemermtah

. BelanJa merupakan unsur/ komponen penyusunan Laporan

_ Reahsa31 Anggaran (LRA)
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Pelaporan ke Eﬁtitas Péiaporan lain seperti pengeluaran
dana penmbangan oleh pcmerlntah pusat dan dana bagi
~ hasil oleh Pemcrmtah Daerah.

4, Pendapatan Transfer (LO)- adalah pendapatan berupa

penerlmaan uang atau hak untuk menerima uang oleh ,

Entitas Pelaporan dari suatu entintas pelaporan 1a1r1 yang

dlwajlbkan oleh peraturan perundang-undangan
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pendapatan daerah berdasarkanf dokumen. yang sah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

1 Untuk kepentmgan penyajlan transfer keluar pada
Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer

St keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban
. anggaran transfer keluar. - o L
/2. Untuk kepentingan penyajian beban . transfer pada
o penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban
~ transfer pada perlode berjalan dilakukan. bersamaanl
,Mdengan pengeluaran kas yaitu - pada  saat
diterbitkannya SP2D. Sedangkan _pengakuan beban

. ‘tra’nsfer pada saat penyusunan laporan keuangan
- dilakukan penyesuaian - berdasarkan dokumen yang
menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Daerah

_ yang bersangkutan kepada Pemerlntah - Daerah

- rlamnya/ desa

' D. PENGUKURAN
1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

a. Untuk kepentmgan penyajlan transfer masuk pada
! Laporan Realisasi Anggaran transfer masuk dxukur dan
dicatat berdasarkan Jumlah transfer yang masuk ke

- Rekenmg Kas Umum Daerah ‘
b. Untuk kepentmgan penyusunan penyajlan pendapatan
transfer pada Laporan Operasmnal pendapatan transfer
" diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan

transfer bagi Pemerintah Daerah. o

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

a. Untuk kepentmgan penyusunan Laporan Reahsas1

Anggaran, transfer keluar diukur dan: dicatat - ‘'sebesar

~ nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer.
keluar.

b Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional,

beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban
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berdasarkan azas bruto.
Penyajiah»dan Pengungkapan Pengeluéran Pembiayaan
Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran

(LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan (CaLK).

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR
1.

Bantuan yang diberikan kepada keldmpok masyarakat yang
diniatkan akan dipungut/ ditarik kembali oleh Pemerintah
Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya
akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat
lainnya sebageu dana bergulir.

Pemberian dana bergulir untuk kelqmpok masyarakat yang.
mengurangi rekening Kkas umumr daerah dalam APBD
dikelompokkan péda Pengeluaran Pembiayaah

Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang
menambah rekemng kas umum daerah dalam APBD
dlkelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan. |

Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana

,tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah,

maka dana tersebut sejatinya merupakan p1utang Bagian
yang Jatuh tempo dalam satu tahun d1sa31kan sebagai
piutang dana bergulir, dan yang Jatuh tempo lebih dari 12
(dua belas) bulan disajikan seb‘agavin investasi jangka panjahg.
Dana berg\ilif yang mekanisrhe _p‘engembalian dan
penyaluran kembaii dana bergulir yang dilakukan oleh
Entitds Akuntansi/badan iayanan umum daerah yang
dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas
umum daerah), seluruh dana tersébut disajikan sebagai
investasi jangka 'panjang, dan tidak dianggarkan dalam

penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

E. SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

1.

Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL) -
a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah jumlah saldo yang
berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun

anggaran sebelumnya ~dan tahun berjalan serta
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c.Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.
S. Dapat diuraikan sebagai berikut : |

a.Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas’ dapat
dilakukan apabila dalam hal prdscs ’_tran'saksi
pehdapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara
penetapan hak pendapatan dan penerimaanrkas, dimana
penetapah hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka
pendapatan—LO diakui pada‘vsaat terbit atau diterimanya
dokumen penetapan Walaupun kas belum diterima

b.Pendapatan - LO diakui bersamaan dengan penerimaan
kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi

T TAK BERWUJUD penetapan hak pendapatan dan

- penerimaan kas/ ‘penetapan hak pendapatan dilakukan
bersamaan dengan diterimanya kas,v maka pendapatan -

LO diakui pada saat kas diterima. |

Kebijakan Akuntansi terkait pengakuan pendapatan -LO

bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga

dilakukan atas transaksi dengan pertimbangan: =«

1) Ketidakpastian jumlah peherimaan yang cukup }tinggi
Beberapa jenis  penerimaan mempunyai tingkat
kefidakpast_ian jumlah pendapatannya cukup tinggi.

~ Oleh sebab itu sesuai dengan pri_nsip kehati-hatian
serta prinsip pengakuan peridapatan yang dilakukan
secara konservatif, maka atas transaksi yang
mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan
pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat
dilakukan perlakuan Akuntansi pengakuan
peridapatan"vsecara bersamaan saat diterimanya kas.
 2) Tidak ada dokumen penetapan )
Beberapa pendapatan . tidak ‘memerlukan dokumen
-~ penetapan seperti pajak dan retribusi daerah dengan
| sistem self assesment atau dokumen penetapan
‘tidak diterima oleh fungsi Akuntansi sampai kas
diterima, maka atas transaksi tersebut dapat

dilakukan perlakuan Akuntansi pengakuan
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pendapatah_ LO secara bersamaan saat diterimanya
~kas, |
~‘Se1ain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan
yang dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas
didasarkan atas pertimbangan kepraktiSan dan
pertimbangan biaya dan ma;nfaat‘ : i
c.Pendapatan—LO diakui setelah penerimaan kas dapat
dilakukan apabila  dalam hal bproses transaksi
‘pendapatan daerah tei‘jadi perbedaan waktu antara
penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas
daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahuly,
namun,penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi,
maka Pendapatan- LO diakui pada saat terjadinya

penetapan/pengakuan pendapatan.

- D.. PENGUKURAN PENDAPATAN-LO

'a..« PcndapatanéLO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah
netonyyay (setelah dikompensasikan"dehgan beban). v

b, Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan—LO‘
bruto © (biaya) ,bersifat variabel «terhad’ap pendapatan
 dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu
dikarenakan"proses belum selesai, maka ‘asas‘, bruto dapat

dikecualikaﬁ.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN-LO
Pendapatan—-LO disajikajn dalam Laporan Operasional (LO).

Rincian dari pendapatan—-LO dijelaSkan dalam Catatan atas

laporan Keuangan (CaLK).

F. PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO

1. Definisi Pendapatan Asli Daerah - LO -
~ a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO adalah pendapatan
yang diperbleh Daerah berdasarkan Peraturan Daerah

| ysesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
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diakui sebagai!penambah ekuitas dalam periode tahun

-anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar

kembali.

"b.Pendap'atan ‘Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak

Daergh,v Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

2. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LO

1. Péndapatan Asli Daerah-LO diakui pada saat telah

menjadi hak bagi Pemerintah Daerah.

2. Jika dihubungkan dengan penerimaan kas pengakuan

atas Pendapatan Asli Daerah-LO dilakukan sebagaimana

kondisi berikut ini:

1)

2) r.Pendapatan Asli Daeliah—LO diakui bersamaan

3)

4)

Pendapatan Asli Daerah - LO diakui sebelum
penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada saat hak
Pemerintah Daerah sudah terjadi meskipun kas

belum diterima. Kondisi ini diakui pada saat

terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat

Ketetapan Retribusi maupun terbitnya Bukti

‘Memorial Lainnya.

penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada beberapa
pendapatan asli daerah ~LO yang tidak ada dokumen
penetapan sehingga dapat diakui bersamaan dengah

penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan

~berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan

Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti
setoran pendapatan lainnya yang sah. , | |
Pendapatan Asli Daerah - LO diakui setelah
penefimaan kas. Kondisi ini terjadi ketika.
pendapatan asli daerah - LO belum menjadi hak
pada periode Akuntansi namun kas sudah diterima.
Kondisi ini diakui berdasarkan Nota Kredit, Surat
Tanda Setoran, atau Bukti lain yang sah. Bukti
Memorial, ataupi.m dokumen lainnya yang sah.

Pengakuan yang dilakukan dengan = kondisi

‘bersamaan dengan penerimaan kas memperhatikan
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jperlakuah ' Akuntansi (dccounting | treatrhe’nt) pada
akhir perlode Akuntan31 atau pada saat penyusunan
: laporan keuangan agar hak yang_disajikan dalam
"Laporan Keuangan waJar tldak dlsapkan kurang Sajl
~ (understated) maupun lebih sa_u (overstated)

Pengakuan per _]erus Pendapatan Ash Daerah LO dapat dluralkan
sebaga1 berikut : ‘

1) Pendapatan Pajak Daerah LO ‘
a. Pendapatan PaJak Daerah yang _]umlah pajaknya d1h1tung
send1r1_oleh Wajlb pajak ( (self assessment) seperti Pajak
Hotel,' Pajakk,Réstorani, Pajak Hiburan, Pajak' Penerangan
Jalan, "Pajak Parkir , Pajak Mine’ral ‘Bukan Logam dan |
‘Batuan, dan BPHTB, Pendapatan LO diakui bersamaan
Hder’lgan’ v‘pene'rimaan ‘kas. berdasarkan | ’bukti setoran
: séperti Bukti Penérimaan Kas, ‘S'u'rat Tanda Setoran, Nota
Sk Kred1t serta bukti setoran pendapatan lamnya yang sah,
b. Pendapatan PaJak Daerah yang Jumlah paJaknya
| ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (official assessment)
~ seperti Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi ,‘
dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PfBB P2),
Peridapatan LO diakui pada saat tsrbitnya' " Surat
~ Ketetapan Pajak Daerah maupun terbitnya Bukti
Memorial Lamnya '

2) Pendapatan Retrlbu31 Daerah-LO. ‘ |
Sesuai dengan karakteristik retnbum, ‘secara umum
pendapatan retribusi-LO diakui ketika pembayaran telah
diterima Bendahara Penerimaan/ PetugaS,Pemungut atau Kas B

" Daerah kecuali  untuk Pendapatan-LO yahg diperéleh ’
-sebagai imbalan atas suatu pelayanan yaﬁg telah selesai
diberikan diakui pada saat t1mbu1nya hak untuk' menagih
dmbalan yaltu setelah dlserahtenmakannnya barang atau
jasa dari Pemerintah Daerah kepada p1hak ketlga. Contoh"
-dari Pendapatan-LO inj adalah pendapatan yang diterirha
_dari biaya ’penguruéan ‘-dokume'n, perijjinan seperti IMB,’ |

Retribusi pemakaian kekayaanv 'daerah yang - ditetapkan
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dengan perjanjiari sewa diakui berdasarkan prinsip

terhimpunnya (accrued) pehdapatan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendépatan dividen diakui ketika telah terbit pengumuman

pembagian laba BUMD serta pengumuman pembagian laba

tersebut telah diterima oleh Pemerintah Daerah.

4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan -LO

1.

2.

Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kafegori ini adalah Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah. | ,
Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah
diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan | |

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain hasil
penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito,
Komisi, Potorigan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah,
Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan
Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan
Pendidikan ~dan  Pelatihan, Pendapatan dari
Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan
Kekayaan Daerah, Péndapatan Denda atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan
Pendapatan Denda Retribusi, Lain-lain PAD yang Sah-LO
tanpa Penetapan Lainnya. o
Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak
terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.

. 3. Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak
ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pengakuan
pendapatén ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi
yang sah telah diterbitkan. Lain-lain PAD yang Sah-LO
yang ditetapkah dengan perjé.njian sewa diakui

berdasarkan prinsip terhimpunnya (accrued) pendapatan.

3. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah — LO

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LO diukur sesuai
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jumlahthak_ Pem’erint’ah' Daerah atas‘} bendapatan tersebut

yang dilakukan berdasarkan azas bruto dan tidak dikuréngi

terlebih 'dahUludeIngan biaya—biaya untuk i}}gndapatkannya.
”4‘. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatén Asl'iq Déerah -LO
 Pendapatan Asli Daerah - LO disajikan‘ dalam Laporan

‘Operasional (LO). Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

,ZG. PENDAPATAN'TRANSFER -LO

1. Deﬁms1 Pendapatan Transfer - LO
o a, Pendapatan Transfer-LO - adalah pendapatan , yang
~ bersumber dar1 pendapatan APBN yang dialokasikan
: kepada Daerah untuk mendana1 kebutuhan Daerah
| dalam rangka pelaksanaan Desentral1sa51 :
“b. Aloka51 Pendapatan Transfer-LO  untuk Pemermtah
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Tentang Dana Bag1
 Hasil Pajak/Bukan Pajak-LO, Dana Alokasi Umum-LO,
Dana Alokasi Khusus-LO dan Dana Penyesuaian - LO |
bagi! (yang diterbitkan tiap téhun) dan didistribusikan
- setiap periode berdaéarkan Nota,Kredit dari Bank. |
2. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO
a. Pengakuan Pendapatan TransferQLO diakui pada-saat
kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

b. Pengakuan Pendapatan Transfer - LO hanya dllakukan o
di SKPKD P

3. Pengukuran Péndapatan Tfans‘fer - LO
, Pengukuran‘ ~ Pendapatan | Transfer-LO dilakukan

berdasarkan jumlah yang diterima di RKUD.

}4.‘ Peny’éljian_dan Pengungkapan Pendapatan Transfer - LO
Pendapatan’ﬂ Transfer - LO | disajikan dalam Laporah
‘ Operasional (LO) Rmc:lan dar1 Pendapatan Transfer——LO
d1Jelaskan dalam CalK.

“H. LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH ~ LO

1. Deﬁms1 Lam-lam Pendapatan yang Sah LO , :
Laln-lam Pendapatan_ yang - Sah -LO adalah
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seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah -
LO dan Pendapatan Transfer - LO.

. Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO terdiri dari:
a. Pendapatan Hibah-LO;
b, Dana Darurat-LO;

c. Pendapatan Lainnya-LO.

Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

a.

Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah
pada saat pendapatan ini di terima di RKUD, kecuali
untuk pendépatan—LO yang sumber dananya berasal non
APBD (misal dana BOS dari pusat yang melalui provinsi)
pengakuan pendapatan pada saat pendapatan tersebut
telah menjadi me‘njadi hak Pemerintah Daerah/sekolah
berdasarkan dokumen yang sah.

Pendapatan Hibah - LO diakui pada' saat di terima di
RKUD. |

Dana Darurat-LO terkait dengan sifat ketidakpastiannya
maka diakui dengan kondisi bersamaan dengan
diterimanya Kas di Kas Daerah ,

Pendapatan Lainnya-LO diakui pada saat telah ménjadi

hak Pemerintah Daerah berdasarkan dokumen yang sah.

Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

a.

Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO
dilakukan sebesar jumlah nominal yang diterima di
RKUD. |

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO diukur dengan azas
bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya

yang timbul karena pendapatan tersebut.

. 'Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan yang

Sah -LO
Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO disajikan dalam Laporan

Operasional (LO). Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah - LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan

Keuangan (CaLK).
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[.  PENDAPATAN NON OPERASIONAL-LO

L.

1.

Definisi Pendapatan Non Operasional-LO

a. Pendapatan Non Operasional — LO adalah pendapatan
yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan
kegiatan utama Pemerintah Daerah dan diterima secara
t_'idak rutin tergantung dari tirribulnya suatu transaksi.

b. Pendapatan Non Operasional-LO terdiri dari:
1) Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO.
2) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang -

LO.

3) Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya ~ LO.

Pengakuan Pendapatan Non Operasional - LO

a. Pengakuan Pendapatan Non Operasional - LO pada saat
hak atas pendapatan timbul.

b. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen
sumber berupa Berita Acara} kegiatain (misal: Berita
Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan

- Aset Non lancar) telah diterima.

Pengukuran Pendapatan Non Operasional - LO

Pendapatan Non Operasional — LO diukur dengan azas bruto
yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul
karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak

yang diterima.

Penyajian dan Pengﬁngkapah Pendapatan Non Operasional-
LO _

Pendapatan Non Operasional-LO disajikan dalam Laporan
Operasional (LO) setelah pendapatan operasional sebehimA
pos luar biasa. Rincian dari Pendapatan Non Operasional-LO
dijelaskan dalam CaLK.

PENDAPATAN LUAR BIASA - LO

Definisi Pendapatan Luar Biasa - LO
Pendapatan luar biasa adalah pendapatan luar biasa yang

terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan

i
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merupakan operasi biasa, tidak diharapkan se’ring atau
rutin - terjadi, idran berada di luar kendali atau pengaruh

Entitas bersangkutan.

Pengakuan Pendapatari Luar Biasa — LO

a. Pendapatan Luar Biasa-LO diakui pada saat hak atas
pendapatan luar biasa timbul.

b. Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar
kendali atau pengaruh Entitas yang bersangkutan maka
pendapatan ini diakui dengan kpndisi bersamaan dengan

diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir
periode Akuntansi.

Pengukuran Pendapatan Luar Biasa - LO

Pendapatan Luar Biasa - LO diukur berdasarkan azas
bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-
biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur

berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan Péndapatan Luar Biasa- LO

‘Pendapatan Luar Biasa-LO disgjikan dalam Laporan

OperasionaI (LO) setelah pendapatan Non Operasional.
Rincian dari Pendapatan Non Operasional — LO dijelaskan
dalam CaLK. ' '

XIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

A.  UMUM

1.

- Tujuan

Kebijakah‘Akuntansi beban mengatur perlakuan Akuntansi-
atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran,
penyajian dan pengungkapannya dalam pényusuhan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Ruang Lingkup ’ ;
Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi beban yang
disusun dan disajikan dengan menggunakan Akuntansi

berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk Entitas
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Akuntans1/ Entltas Pelaporan Pemermtah Daerah ‘tidak
termasuk perusahaan daerah.
B DEFINISI BEBAN ,
1, Beban adalah penurunan manfaat ekonomx atau potensi
jasa dalam perlode pelaporan yang menurunkan ekuitas,
ok yang dapat berupa pengeluaran atau konsum31 aset atau
t1mbulnya kewajlban
2 Beban terdiri dari:
a. Beban Opera51 V
b. Bcban Trénsfer
C. Béban Non Operasional o
e d. Bebén Luar Biasa "
' C. PENGAKUAN BEBAN
: 1. Beban dapat diakui pada saat
: a Tlmbulnya kewajiban; 4
b. Ter_]adlnya konsumsi aset dan :
C. TerJadmya penurunan manfaat ekonom1 atau potenS1 S5
~fasar ‘ o
| Dapat d1ura1kan sebagai berlkut ,
a Saat tlmbulnya kewaJ1ban artmya beban diakui pada saatL '
‘ temadmya perahhan hak darlf plhak lain ke Pemerintah
Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dafi kas umum
~ daerah. S : e | S
- b. Saat' térjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada
saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak
d1dahulu1 t1mbu1nya kewajiban dan/ atau konsumsi aset
non kas dalam kegiatan operasmnal Pemermtah Daerah

c Saat terJadmya penurunan manfaat ekonomi atau potensi

jasa_ artmya beban diakui pada saat penurunan nilai aset v

sehubungan ﬁ’ y dengan ' penggunaan aset
bersangkutan /berlalunya waktu Contoh penurunan
: ’manfaat ekonom1 atau poten31 Jasa adalah penyusutan '
, atau amortlsa31 :
2. Bila d1ka1tkan ‘dengan pengeluaran kas maka pengakuan
~ beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu: |

a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
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‘b, Beban d1aku1 bersamaan dengan pengeluaran kas dan
C. Beban d1aku1 setelah pengeluaran kas.

Dapat d1ura1kan sebaga1 berikut :

a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila
dalamvhe’ﬂ ‘proses transaksi pehgeluaran daerah terjadi
yperbed‘aan 7‘ ~wakt1‘,1 antara pengakuan beban dan

| pengeluéran kas, dimana pengakuan beban d‘aérah '
dilakukan lebih dulu. Kebijakan Akuntansi uﬁtuk
pengakuari beban dépat dila_kukan pada . saat terbit

f 4dokume‘n, | pénetapan/pengakﬁan ~beban/kewajiban
walauplin- kas'; belum dike‘luarkan. Contoh dari transaksi
ini misalnya ditandatanganiﬁya 'B}e"rita Acara Penyerahan
‘Barang / diterimanya tag1han dar1 plhak ket1ga dan
dokumen transaksi lamnya : ' : :

~b. Beban d1aku1 bersamaan dengan pengeluaran ‘kas
dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat
'pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak
31gn1ﬁkan dalam periode 'pelapo‘rém Beban diakui
bersamaan dengan saat pengeluaran kas yaitu pada saat

| Bendahara Pengeluaran rnengmputkan bukti pengeluaran
_dalam mekanisme SPP-GU. Perlakuan Akuntansi terkait
pengakuan beban yang bérsamaan dyengan pengeluaran_
kas ini dapat juga dilakukan dengan pertlmbangan'
manfaat dan biaya, transaksl ini akan memberikan
manfaat yang sama dibanding' déngan perlakuan
Akuntansi ('accounting treatment) yang harus dilakukan. 7
c. Beb'an diakui setclah pengeluaran kaé dilakukan apabila
k‘dalam hal ‘proses transaksi pengeluaran daerah terjadi
 perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan
pengakuan beban, dimana pengakuan beban d1lakukan :
setelah pengeluaran kas. ‘ ;
Perlakuan Akuntansi pengakuan beban dapat d1lakukan
pada ‘saat barang atau jasa belum d1manfaatkan
~walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran -
kas mendéhului dari saat barang atau jasa d}ima'n‘faatkanr,

pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. - -
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Pengeluarari kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai
Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan
Aset Lainnya. Pengelola Dana BOS Regulér, Dana Kapitasi
JKN dan BLUD beban diakui pada saat penerbitan SP2B.

D. PENGUKURAN BEBAN

Beban diukur sesuai dengan:

~ a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas
kewajiban yang timbul, konsui'nsi aset, dan penurunan
manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan
menggunakan mata uang rupiah. |

~b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal
transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga

perolehannya.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BEBAN
Beban disajikan dalam Laporan Operasibnal (LO). Rincian dari

‘Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK).

F. BEBAN OPERASI

1. Definisi Beban Operasi ‘ ,

a. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban

untuk mengeluarkan uang dari Entitas dalam rangka
| kegiatan operasional Entitas .agar Entitas dapat
melakukan fungsinya dengan baik.

b. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang
dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah,
Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan
Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-
lain. | | |

Dapaf diuraikan sebagai berikut :

1) Beban pegawai merupakan kbmpensasi terhadép pegawai
baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus
dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil,

- dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah

yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan
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yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang
berkaitan dengan pengadaaan aset tetap.

2) Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat
ekonomi dalam période pelaporan yér;g menurunkan
ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi

aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi
pengadaan barang dan jasa y'éng habis pakai, perjalanan
dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium
’kegviatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas
kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

- 3) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah
Daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang
dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang

- (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-
biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang
diterima Pemerintah Daerah seperti biaya commitment fee
dan biaya denda. ’

4) Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi
ahggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada
perusahaan/lembaga terteﬁtu agar harga  jual
produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh
masyarakat. ' |

5) Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk

~ uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah
Daerah lainnya, perusahaan' daerah, masyarakat, dan
“organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan
tidak mengikat.

6) Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah
Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan
kepada - individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat.

7) Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang
terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan
dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

8) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan piutang
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yang harus‘ dibentuk sebesar persentase tertentu dari.

 akun piutang terkait kolektibilitas piutang.

9) Beban' Lain-lain adalah beban opera31 yang tidak

termasuk dalam kategon tersebut di atas L

2. Pengakuan Beban Operas1 '

‘ _a.‘

,Beban Pegawa1 diakui pada saat t1mbulnya kewaﬂban‘ .

“atau perahhan hak kepada——-—pegawm. Timbulnya

kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan

: dokumen yang sah.

. Beban ‘Pegawai dengan mekanlsme LS akan d1aku1

: berdasarkan tanggal tagihan.

Beban Pegawa1 dengan mekamsme UP/ GU/TU akan

o - diakui pada saat Bendahara Pengeluaran mengmputkan

‘bukti pengeluaran.

Beban Barang dan Jasa d1aku1 pada saat tlmbulnya
kewajlban atau peralihan hak kepada plhak ketlga yaltu
ketika bukti penenmaan barang/ jasa atau Berita Acara
Serah Terima d1tandatangan1 Dalam hal pada akhir -
tahun masih terdapat barang persedlaan yang belum
terpakai atau jasa yang belum dltenma, rnaka dlcatat‘ |

sebagai pengurang beban.

\Beban Bunga diakui saat bunga tersebut Jatuh tempo

. ,untuk _dlbayarkan. Untuk ~ keperluan pelaporan

keuangan, nilai beban bungar diakui sampai dengan

tanggal pelaporan Walaupun saat Jatuh tempo melewati |

tanggal pelaporan.

Beban subsidi diakui pada saat kewajlban Pemermtah‘

. Daerah untuk memberikan subs1d1 telah t1mbu1

Beban Hibah diakui pada saat . perJanjlan hibah atau

. NPHD - dlsepakatl/d1tandatangam - meskipun mas1hf |

melalui proses verifikasi. Pada saat hibakh telah diterima

'maka pada akhir periode Akuntan51 harus dllakukan
_ penyesuaian. : R ‘
. Pengakuan beban bantuan sos1al dllakukan ‘bersamaan

k‘dengan,penyaluran belanja bantuan sos1a1 atau diakui

dengan ‘kondisi bersamaan déngan pengeluaran kas
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(bésis kas), ‘méngingat kepayst‘ian“beban tersebut belum

dapat ditentukan sebelum dilakukan verlﬁka31 atas

”persyaratan penyaluran bantuan somal Pada akhir
. periode - Akuntans1 harus d1lakukan penyesuaian
~ terhadap pengakuan belanja ini. -

i, | Beban Penyusutan dan amortlsas1 diakui saat akhlr
. tahun/ penode Akuntansi berdasarkan metode
penyusutan dan amortisasi Yang sudah difetapkan

‘dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan,

je B:e'b‘an_ " Peryiyisihan, - Piutang diakui  saat  akhir-

| tahun/periode ~ Akuntansi berdasarkan persentase

‘cadangan piutang yang  sudah ditetapkan dengan
'mengacu pada bukti memorial yang ditérbitkan. 7 |

k. Beban lai"n -lain diakui pada saat kewajiban atas beban
' tersebut timbul atau terjadi perahhan hak kepada p1hak

ketlga o | 7 .

Untuk Bkeban-LO yang Sumbei‘ danaﬁya berasal non-
APBD '(mis'al dana BOS déri puéat yang melalui provinsi)
‘pehgakuan‘ beban pada saat kewajiban atas beban
tersebut timbul atau terjadi 'p‘eralihan- hak kepada pihak

ketlga berdasarkan dokumen yang sah

3.  Pengukuran Beban Operasi e
Pengukuran Beban Opera31 berdasarkan jurnlah nominal
v beban yang t1mbul Beban dlukur dengan menggunakanv
‘mata uang rupiah. | |
4, Penyapan dan Pengungkapan Beban Opera31
: Beban Operas1 dlsaJ1kan dalam Laporan Operas1ona1 (LO)
‘, “Rincian dari Beban Opera31 dijelaskan dalam Catatan atas

Laporan ‘KeUangan‘ (CaLK).

| G BEBAN TRANSFER |
' 1.Definisi Beban Transfer |
‘ Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang
“atau kewapban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah
, Daerah kepada Entitas Pelaporan lain yang dlwajlbkan oleh

peraturan perundang-undangan
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2. Pengakuan Beban Transfer ‘ ,
Beban transfer diakui pada saat tlmbulnya kewapban
Pemermtah Daerah. Dalam hal pada akhir perlode Akuntansi
terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum
disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak
fnenerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban
atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum
pengeluaran kas. R

3. Pengukuran Beban Transfer
Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang
diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban transfer diukur
dengan mata uang rupiah.

4. Penyapan dan Pengungkapan Beban Transfer
Beban Transfer disajikan dalam Laporan Operasional (LO).
Rmc1aﬁ dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan (CalK).

BEBAN NON OPERASIONAL

1. Deﬁms1 Beban Non Operasional
Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya t1dak
rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan
non operasional.
2. Pengakuah Beban Non Operasional
1. Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada
| saat timbulnya kewajiban.
2. ‘Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian
akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajibanv
7 diakui bersamaan dengan pengeluaran kas.
3. Pengukuran Beban Non Operasional
Beban Non Operasional diukur berdasarkan jumlah nominal
yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Non
Operasional diukur dengan mata uang rupiah.

4. Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional

Beban = Non Operasional disajikan dalam Laporan
Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional

dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
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L.

BEBAN LUAR BIASA

1.

Definisi Beban Luar Biasa ;
Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian
yang tidak dapat diramalkan terjadi ﬁéaa awal tahun
anggaran, tidak diharapkan terjadi‘ berulang-ulang, dan
kejadian diluar kendali Entitas pemerintah.

Pengakuan Beban Luar Biasa

Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban

atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan

‘hak kepada pihak ketiga.

Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan

terjadinya . beban ini maka timbulnya kewajiban diakui .

 bersamaan dengan pengeluaran kas.

Pengukuran Beban Luar Biasa |
Beban Luar Biasa diukur berdasarkan jumlah nominalyyang
diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Luar Biasa diukur
dengan' mata~uang rupiah.

Penyajian dan Pengungkapan Beban Luar Biasa ,
Beban Luar Biasa disajikan dalam Laporan Operasional (LO).
Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam
Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/ Defisit
dari Kegiatan Non Operasional.

Rincian dari Beban Luar Biasa dijelaskan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan (CalLK).

Untuk beban-LO yang sumber dananya berasal hon APBD

(misal dana BOS dari pusat yang melalui provinsi)

- pencatatan, pengakuan, pengukuran, penyajian dan

pengungkapannya  sebagaimana pencatatan, pengakuan,
pengukuran, penyajian dan pengungkapan beban luar biasa-

LO dan harus didukung dokumen sumber yang akurat.
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XIV. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN
OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

A. UMUM

1.

Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan

Akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan Kebijakan

Akuntansi”,A perubahan estimasi Akuntansi, dan operasi

yang tidak}dilanjutkan. | |

Ruang Lingkup

a. Dalam .menyusun‘dan menyéjikan laporan keuangan |
suatu Entitas menerapkan kebijakan ini untuk

: melaporkah pengaruh kesaiahan, perubahan Kebijakan
Akuntéﬁsi, perubéhan estimasi Akuntansi, dan operasi
yang tidak dilanjutkan.

b.Kebijakan ini diterapkan untuk Entitas
Akuntansi/Entitas Pelaporan Pemerintah Daerah, tidak
termasuk perusahaan daerah.

Definisi A

a. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-
praktik spesifik yang dipilih oleh suatu Entitas
Pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan

keuangan.

b. Kesalahan = adalah penyajian pos-pos yang secara
signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang

mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau

periode sebelumnya.

‘c. Koreksi adalah tindakan pembetulan Akuntansi agar

pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan Entitas

menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

d. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian
suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau
penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan,

 sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan
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12.

kas yaitu pengadaan aset‘ tetap tahun lalu belum’;
dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait

dalam pbs aset tetap dan mengurangi saldo kas.

Koreks1 kesalahan atas beban yang tldak berulang, sehmgga
mengak1batkan pengurangan beban yang terjadi  pada

periode-periode sebelumnya dan mempengaruhl posisi kas

- dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain

kas, apabila laporan ‘keuange{n ;‘pe‘ri’orde tersebut sudah

diterbitkan, - dilakukan dengan pembetulan pada akun
- pendapatan lain-lain-LO.  Dalam  hal mengakibatkan

;penambahari beban dilakukan dehgén pembetulan pada

akun ekuitas.

~ Contoh koreksi kesalahan beban :‘

-13.

a. ~y'ang’ menambah saldo kas yaitu pengembalian beban -
; pegaWai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah
gaji, - dikoreksi dengan ménambah' ~saldo ‘kas dan
menambah pendapatan lain-lain-LO. S e

b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transak31 :
~ beban pegawa1 tahun  lalu yang belum dilaporkan,
d1koreks1 ‘dengan mengurang1 akun beban lam lain- LO

dan mengurang1 saldo kas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan’ pendapatan-LRA yéng

“tidak berulang yang terjadi pada perlode periode sebelumnya |

dan menambah maupun mengurangl posisi kas, apabllaf
laporan keuangan periode tersgbut sudah diterbitkan,
dilyakukan dengan pembetulan pada akun | kas dan akun
Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan Pyendapatan-LRA B

a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba
perusahaan yang belum masuk ke kas daerah
dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah
akun ,S'alldov Anggaran Lebih. | |

b. yarig mengurangi saldo f‘kas yaitu pengembalian
pendépatan dana alokasi umum karena kelebihan

transfer oleh Pemerintah Pusat, dikbreksi oleh:
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1) Pemerintah yang . menerima transfef dengan
R 'mehgurangi ‘akun  Saldo Anggaran Lebih dan
‘ mengurangl saldo kas.

2) Pemermtah pusat dengan menambah akun saldo

kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.

14 Koreks1 kesalahan atas penerlmaan pendapatan -LO yang
' ‘ tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya
~ dan menambah maupun mengurang1 posisi kas, apabila
‘laporan keuangan periodei tersebut sudah diterbitkan,

dilakukan dengan pembetullan pada’ akun kas dan akun
eku1tas | |

’ Contoh kOI‘CkSl kesalahan pendapatan LO

a. yang menambah saldo kas yaltu penyetoran bagian laba
perusahaan yang b’elumﬁ maéUk ke kas daerah dikoreksi
dengan | menambah akiun kas dan menambah - akun
ekuitas. |

- b. yang “me'ngurangi', saldo kas yaitu pengembalian
pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan
transfer oleh Pemerintalil Pusat dikoreksi oleh:

| 1)k Pemerintah yang menerima trénsfer dengan
: ,mengurangi akun %Ekuitas Vdarn mengurangi saldo

kas.

L 2) Pemerlntah pusat dengan menambah akun saldo

- kas dan menambah Ekultas

15 Koreksi kesalahan atas pener1maan dan pengeluaran
pernblayaan yang tidak berulang yang terjadl pada periode-
periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi
poSisi kas, apabila laporan léeuangan pveriode‘tersebut‘ sudah
diterbitkan, dllakukan dengan pembetulan pada akun kas

- dan akun Saldo Anggaran Leblh

Contoh koreksi kesalahan terka1t penerimaah ‘pem'biaYaan'

a. yang menambah saldo kas yaitu Pemerlntah Daerah
~ menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan
pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi

oleh Pemerintah Daerah déngan menambah saldo kas
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dan menambah akun Saldo Anggaran Leblh ,
b. yang mengurangl saldo kas terkait pener1maan
L pernblayaan yaltu Pemermfah Pusat mengembalikan
' keleblhan setoran cicilan pokok plnjaman tahun lalu dari
Pemda A “dikoreksi dengan mengurang1 akun Saldo

Anggaran Leblh dan mengurang1 saldo kas.
Contoh korek31 kesalahan terkait pengeluaran pemblayaan

a. yang menambah saldo kas ya1tu keleblhan pembayaran
suatu angsuran utang Jangka - panJang sehingga
_te‘rdap‘atk 4_ pengembalian o penge}uaran angsuran,
dikoreksi dengan menambah saldo k‘as dan menambah

~ akun Saldo Anggaran Lebih.
' b yang mengurang1 saldo kas ya1tu terdapat pembayaran“
suatu angsuran ‘utang tahun lalu yang belum dicatat,
- dikoreksi dengan mengurang1 saldo kas dan menguranglﬂ

akun Saldo Anggaran Lebih.

16 Koreksi kesalahan yang tldak berulang atas penc':atafa’n o
kewajiban yéng terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
fnenafnbah rhaupun mengurangijpbsiSi kas, ap’abila“laporan}:'

‘keuangan periode' tersebut sudé.h diterbitkan, dilakukan
- dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajlban

bersangkutan

Contoh koreks1 kesalahan terkalt pencatatan kewaJ1ban

~a, yang menambah saldo kas yaltu adanya penerlmaan

kas karena dikembalikannya kcleblhan_ pembayaran

angsuran.  suatu kewajiban dikoreksi ,dengan' '
- menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban
terkait. | | | |

b. yang mengurangi saldo kasv yaitu terdapat‘pembayafan
suatu angsurankewajiban yarig séharusnya dibayarkan
tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun

kewajiban terkait dan mengu'fangi saldo kas.

| 17 Korek31 kesalahan yang tidak berulang yang ter_]adl pada
penode perlode sebelumnya dan t1dak mempengaruhi posisi

i kas,’ baik sebelum maupun setelah laporan ‘keuangan
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: periode‘ter‘sébuit diterbitkan, dilakuka'n”dengén pembetulan
pos-pos ‘- neraca  terkait pada periode  ditemukannya
kesalahan. ‘ el
Contohriya ‘adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan
dan mesin’ (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan,
irigasi, dan jaringan.f Koreksi yan'g dilakukan hanyalah pada
Neraca dengan‘. mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan
dan menambah ‘akun peralatan dan mesin. Pada Laporan

Realisasi Anggarar} tidak perlu dilakukan ko:cksi

18. Koreksi - kesalahan yang berhubungan dengan periode-
periode : yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam
Laporan Arus Kas ‘tahun berjalan pada aktivitas yang

bersangkutan. =~

19. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Lapdran

Keuangan. =~
C. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
1. Para pengguna perlu mé‘rhb‘aﬁdingkan laporan keuangan

dari suatu Entitas Pelaporan dari waktu ke waktu untuk
\rnerllgefcvahuAi tren posisi keuangan, kinerja, dan arus kas.
Oleh karena itu, Kebijakan Akuntansi _yang digunakan
@itgrapkan secara konéisten pada setiap période. ‘

2. Pérubah'an" di dalam peflgkﬁan, - pengakuan, atau

B pén‘gti.lk“uran‘ Akuntansi Sebagai akibat dari perubahan atas
bas1s Akuntansi, kriteﬁa kapitalisasi, metode, dan estimasi,
‘m‘erup’avkan ”cﬂc_)nvt’c’)h perubahén Kebijakan Akﬁntansi. ;

3. Suatu perubahan Kebijakan Akuntansi ~dilakukan hanya
“apabila ,pene’répan suatu Kebijakan Akuntansi yéng
‘berbeda . diwajibkan oleh peratufan perund‘angan atau
Kgbijakan Akunta_nsi_ pemerintahan yang berlaku, atau
apaB/ila” diperkirakan bahwa ._p‘erub;ahan', tersebut akan
menghasilkan ijrnforrtnasi;mengénai posisi keuangan, kinerja
keuahgan, kataufaruys kas yang lebih relevan Elan lebih andal

dalam pényajian laporan keuangan Entitas.

195




teréedia. Tetapi apabilé peristiwa tersebut secara tunggal
‘menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran
tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai
peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan
, »danakyang besar itu, Entitas memerlukan perubahén atau
penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa
~dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai
dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran
lain-lain untuk kebutuhan darurat. |
Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban
karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau
transaksi = dimaksud menfebabkan perubahan yang
mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban
E.ntitas.‘ | | | |
Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
a. Tidak merupakan kegiatan normal dari Entitas; |
b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terja_di
/ Berulang; s "
c. Berada di luar kendali atau pengaruh Entitas;
d. Memiliki dampak yang signiﬁkan ‘terhadap realisasi
anggaran atau posisi aset/ keWajiban’.
Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh
"pexjistiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah délam

Catatan atas Laporan Keuangan.
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